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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2024, merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah
Kabupaten = Mempawah  sebagai acuan  dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Mempawabh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Mempawah tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Nomor 4);



12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Mempawabh.
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya

disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode S (lima) tahun.

Renstra SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan
Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB 1I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD
Tahun 2020-2024.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB1 Pendahuluan

BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VII Penutup



(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 menjadi Pedoman dan acuan bagi Daerah untuk
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) Penyusunan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
adalah bertujuan untuk memberikan batasan plafon tertinggi dalam
suatu program dan kebijakan Pembangunan yang akan dijabarkan
dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

(2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
skala prioritas daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 4 -7 -2023

BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 4-7-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 36

7 Jshhkd @sesuai dengan aslinya

N REKHMADANI
NAP-15770909 200901 1 007



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan karunia-NYA pemerintah Kabupaten Mempawah
dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2024 ini.

Dokumen Rancangan RKPD ini disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program Strategis Nasional Tahun 2024,
serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada
penyusunan RKPD Tahun 2024 telah dilakukan penyelarasan
sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program
perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang
tercantum di RPJMD. Selain itu, penyelerasan juga dilakukan
dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan
wilayah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional lainnya.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan
pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang
berkontribusi dalam penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 ini.
Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas
dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Mempawah

yang kita cintai ini.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Mempawah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
serta merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-
2024. Dalam penyusunan RKPD, Bappeda selaku OPD perencanaan
melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Kepala
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum
dan wadah yang dituangkan dalam sistem berbasis e-planning.

Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dilakukan
dengan menerapkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan
topdown/bottom up, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-
tematik, integratif dan spasial. Sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunan RKPD diawali dengan pendekatan perencanaan partisipatif
melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat

kabupaten. Perumusan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024
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mengakomodir program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih,

perangkat daerah, lintas perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD

dan program kewilayahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi
target dan capaian pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan
global yang terjadi diantaranya pasca pandemi Covid-19 yang
berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun
2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGs), Selain itu RKPD Tahun 2024 juga menerapkan
peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi
Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan.

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD
Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan RKPD antara lain pembentukan
tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data
serta informasi;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data dan
informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi

perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD
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tahun 2022, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah
pokok-pokok  pikiran = DPRD, perumusan  permasalahan
pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan
kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program
prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan
RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat
Daerah dan Musrenbang RKPD;

4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat
Daerah dan Forum Konsultasi Publik;

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
RKPD; dan

6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024
untuk periode tahun kelima dengan fokus tujuan pembangunan yang
diarahkan pada “Peningkatan daya saing daerah dengan mewujudkan
masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan”, dengan demikian
program strategis daerah melalui rencana kerja perangkat daerah adalah
kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan daya saing daerah melalui
penguatan sektor unggulan daerah sehingga pada akhir masa periode
RPJMD target pembangunan pada Misi kelima dapat tercapai.

Dalam pemanfaatan dan tindaklanjut dari penetapan RKPD
Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman
perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD,
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta pada
akhirnya menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Dengan demikian penyusunan RKPD berpedoman pada arah

kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,
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tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan
perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan
dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Secara diagram, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 1-4



Skema Alur Penyusunan RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA

Persimpan
Py usuran RIFD
Eatybatn

Gambar1.1

PENYUSUNAMN RANCANGAN RKPD

MUSRENBAMNG RKPD

RANAALERPD

* Pt

|» Eviluasl hasl pelwiaans REPD mRun W S
Enpainn kirarja pany i LN an pesarintiten;

j* Rirc g ke gion ko o diercsh D0 et s
[ E s

 PricrEn du NI gL ren e
= Rencang pragram dan i pasen piaricas.

KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
tn[.:-:.u- Farzing o Musetarg
PR
e | —3 = 3
Famvalwmmen Faimsee
Parymios Aanoe pon Mapeeg
REPD KRgEe
wmren | # et |4——
RS S

m' ﬂwm:u ternacap EPIMN Pokik-pokot
. i READ Prow pikian DPRD
Analss pamberan I
umu kardsd Py—
f— perrianar
pembengunan
Anaiss ek onomi durah K3ty K2E
e keuangen T
daermn l l l
Evahuas kneja Furmu s pricress Rurmusn Rumumn
R PD Tabun lals N SEAAT rancangan rancangsn
oy i e Lo i g
dan ket sisn e sty sican
e
]
- Pery el asen renany|
Fo:r-lt ",a Erogram prionices
T diserah betertn g
st

Panqia e
Rarcargs n R
TP g Moa

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 (Data dan Proses diolah)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

Fpsargan
Roei SHPD s b om

Rancanga n REPD Kabupaten Kot

+ Pardahuuan;

* ivaican peiscarasn BORD o lal dan caeien
Eirarjs panyalngraraen pemadreatar

+ Rancangan karargis skonomi desrsh dan kel

oscargan deesh;
» Prioeitis due Same Fam e piren Do,
* Rancana Frogram dun Kagiem s Priecoa

Bavipiowy Husl
camo Rt M e ey

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN RKPD KAB/KOTA

Faaayue o
Aati BT BN OE
e By Wikt

RKPD KABUPATEN/KOTA
i
Tenaae
N FETE e
B BT
Kt 1
Pyl o s
Femvnan Far cangan

REPD

— i

i Mumertag
" $370 ecmatan

'

Earpdnin Rancangen
Auni RO abyieory

Farmfog e

Facacagan
P catang PO
Katupmen iy

RAFD et uw

® Angiom dan Bk
& Dvaboas pelskmaraan RXPD hun laks dan
paian tne BRI

Py KDH ta tang RIPD

Wi anen Koty

* Rancaes carwngc) aioroml dursh G s
B LA 2hn
# Frigrit e S i P e guran Caeren

Ay RKPD

* Parcar

= Aeais aas Evalns

» Eiluas pelmsks BOFD mean B Sae
SN i L RRAIT

* Rarans uaraegun shontri MR SN e
A B g S,

¥ P s Ay L Prriban e Dl

¥ Rarcans Peopren S0 Gepie ProdSd

Cmarary
Pamyg g
WAL da o ARG

v

Wategm et KUk e
POAS BTan DM Sa PayEunan B APRD
Dean




1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi

penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 adalah sebagai

berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di
Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia =~ Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
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1.3.

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor
2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor
4);

29. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 disusun berdasarkan
pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program
dan kegiatan yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala
prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian dilakukan pendekatan
partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang
ada di Kabupaten Mempawah serta pendekatan politis yaitu
penerjemahan yang tepat dan sistematis serta dapat terukur terhadap visi
dan misi Bupati Kabupaten Mempawah terpilih periode 2020-2024.
Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (top-
down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
tingkat Kabupaten. Dokumen RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024
disusun melalui metode tahapan perencanaan di atas, dilaksanakan mulai
dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum
Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, dengan mengedepankan
proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan
eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pembangunan daerah Kabupaten Mempawah.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan salah satu
sub sistem dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu,
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RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan
amanat arah pembangunan yang mengacu pada Perda RPJPD Kabupaten
Mempawah Tahun 2005-2025, Perda RPJMD Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan RPD Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023-2026, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025 dan RPJM
Nasional 2020-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 ini secara
tahapan proses berada pada tahun kelima perencanaan pembangunan
daerah sejak ditetapkannya Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun
2020-2024. Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024
sesuai Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mempawah 2020-2024 baik yang
secara umum dan bahkan secara khusus dapat diterapkan dalam
Perencanaan Perangkat Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak
dalam proses Musrenbang Kecamatan melalui Forum Perangkat Daerah
sampai dengan Musrenbang Kabupaten, dimana perangkat daerah diberi
informasi dan bahan data Visi dan Misi Bupati terpilih, sehingga
perencanaan pembangunan perangkat daerah dapat menyesuaikan
dengan rencana kerja Bupati Mempawah Tahun 2024 dimana arah
pembangunan difokuskan pada Peningkatan daya saing daerah dengan
mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan.

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 berada pada lingkup
RPD Provinsi Kalimantan Barat maka Perda RPJMD Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024 berada pada tahapan peningkatan status
desa baik dengan status desa berkembang menjadi desa maju, sedangkan
desa maju menjadi desa mandiri melalui upaya berbagai sektor baik dari
penyediaan sarana prasarana infrastruktur, ekonomi, kesehatan bahkan
Pendidikan.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten
yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Kabupaten
Mempawah Tahun 2024 disusun selaras dengan dokumen perencanaan
tingkat Pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi serta

memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten yang
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berbatasan dengan Kabupaten Mempawah sehingga terjadi sinergitas
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024
serta menjadi landasan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam
menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Secara

sistematis hubungan antar dokumen dapat digambarkan dengan tabel

dibawah ini:

Gambar 1. 2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPIP PEDOMAN RPIM DIJABARKAN
NASIONAL NASIONAL > R KP
5 TAHUN A
DIACU DIPERHATIKAN : DIACU
| DISERASIKAN
A A v
RPIP PEDOMAN RPIM DIJABARKAN
DAERAH > DAERAH > R KP D
20 TAHUN 5 TAHUN
1 TAHUN DIACU
PEDOMAN
Y Y
RENSTRA OPD > RENJA OPD

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

Dalam konteks spasial, RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024
juga memperhatikan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034.
Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024

RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib

mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Strategi

dan kebijakan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dimana

pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana

Kerja Pemerintah. Arah kebijakan pembangunan nasional

merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran
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pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,

teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian

semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: Mempercepat Tranformasi

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dijabarkan dalam 7

prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
berkualitas dan berkeadilan.

2.  Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan
perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi

pelayanan publik.

Selain itu, pada tahun 2024 pembangunan nasional
diarahkan pada pencapaian tujuh arah kebijakan prioritas nasional
yang pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
yang ditargetkan bisa mencapai 0 persen kedua adalah percepatan
penurunan stunting , arah kebijakan ketiga adalah penanggulangan
pengangguran yang disertai dengan decent job, keempat akan
diupayakan pada mendorong ketahan pangan sedangkan kelima
revitalisasi industry dan penguatan riset terapan dalam rangka
mendorong produktivitas. Keenam ekonomi hijau, dimana
kebijakan nasional menargetkan pada tahun 2060 Indonesia

mencapai net-zero dengan pembangunan rendah karbon dan arah
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kebijakan yang ketujuh adalah percepatan pembangunan
infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 2024, beberapa target pembangunan nasional
yang ingin dicapai diantaranya pertumbuhan ekonomi yang
ditargetkan tumbuh pada 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas
rumah kaca sebesar 27,27 persen, tingkat pengangguran terbuka
5,0-5,7 persen, rasio gini 0,374-0,377, dari sektor Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 73,99 - 74,02
yang disertai dengan pengentasan tingkat kemiskinan sebesar 6,5-
7,5 persen, disisi lain nilai tukar petani (NTP) ditargetkan antara

105-108 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan RKPD
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang
tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas
dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh
karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai
pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan
arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tahapan Pembangunan
RKPD Kalimantan Barat Tahun ke-1 adalah “Peningkatan
Perekonomian dan Daya saing Daerah melalui Peningkatan SDM
dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Penciptaan Kondusifitas
Kehidupan Bermasyarakat” dengan strategi yang akan
dilasanakan diantaranya :
1. Meningkatkan Akses, Kualitas, dan Kuantitas Pendidikan dan
Kesehatan.

2. Menciptakan Kestabilan Harga dan meningkatnya daya beli.

Selain itu untuk mendukung strategi tersebut, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan arah kebijakan yang

direncanakan pada tahun 2024 diantaranya:
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10.

Peningkatan profesionalisme Pendidik dan tenaga
kependidikan serta Tenaga Kesehatan (medik, paramedic, dan
naramedis)

Peningkatan kualitas Pendidikan yang mengedepankan
karakter serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
Penyediaan sarana dan prasaraa Pendidikan dan Kesehatan
yang menjangkau seluruh masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Menciptakan kondisi/budaya belajar yang dimulai dari
komunitas/masyarakat

Memastikan keberlanjutan Pendidikan dengan memfasilitasi
penunjang Pendidikan bagi masyarakat miskin dan berprestasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bid Kesehatan dan
Pendidikan

Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, dan penguatan
cadangan pangan serta konsumsi pangan yang beragam dalam
stabilitas harga pangan dan barang penting

Penyediaan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
Integrasi Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Jaminan
Sosial bagi Tenaga Kerja dalam Perencanaan Pembanguan

Daerah

Adapun prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada

RPD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 yaitu sebagai

berikut:

1.

Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan
Dasar dan Ekonomi

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis SDA, Hiliriasasi
Industri dan Permberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana melalui
Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup

Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi

Digital
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Dengan melihat 7 prioritas nasional dengan 5 prioritas
pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang telah
dijabarkan maka dapat disajikan kesesuaiannya dengan 20
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah yang

dapat dilihat tabel matrik sebagai berikut ini:
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Tabel 1. 1 Hubungan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah

NO PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS DAERAH

1 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk | Memperkuat Ketahanan Ekonomi | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
pertumbuhan yang berkualitas dan | Berbasis SDA, Hiliriasasi Industri dan | Pendapat Asli Daerah
berkeadilan. Permberdayaan Masyarakat

2 | Mengembangkan wilayah untuk | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
mengurangi kesenjangan dan menjamin | Infrastruktur Pelayanan Dasar dan | berkualitas dan berkeadilan.
pemerataan. Ekonomi

3 | Meningkatkan sumber daya manusia | Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber | Meningkatkan daya saing SDM yang
berkualitas dan berdaya saing. Daya Manusia yang Berdaya Saing kompetitif.

4 |Revolusi mental dan pembangunan | Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber | Meningkatkan daya saing SDM yang
kebudayaan. Daya Manusia yang Berdaya Saing kompetitif.
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NO PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS DAERAH

5 | Memperkuat infrastruktur untuk | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
mendukung pengembangan ekonomi dan | Infrastruktur Pelayanan Dasar dan | berkualitas dan berkeadilan.
pelayanan dasar. Ekonomi

6 | Membangun lingkungan hidup, | Meningkatkan = Ketahanan  terhadap | Meningkatkan Mitigasi bencana,
meningkatkan ketahanan bencana, dan | Bencana melalui Penguatan Kualitas | perubahan iklim dan lingkungan hidup
perubahan iklim. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

7 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan | Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Reformasi
transformasi pelayanan publik. melalui Transformasi Digital Birokrasi
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Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Prioritas Nasional
pertama didukung oleh 7 prioritas daerah yang tersebar di
beberapa perangkat daerah yang mengampu beberapa urusan
diantara urusan ketahanan pangan, urusan perdagangan, urusan
ketenagakerjaan, urusan penanaman modal, urusan keuangan dan
beberapa urusan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi.
Selain itu Prioritas Nasional kedua didukung oleh 2 prioritas
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa, urusan
pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial.

Untuk Prioritas Nasional ketiga didukung oleh 3 prioritas
daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, urusan kesehatan,
urusan keuangan, sedangkan untuk Prioritas Nasional keempat
didukung oleh 2 prioritas daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum, urusan komunikasi dan informatika, urusan
perencanaan, urusan keuangan dan Prioritas Nasional kelima
didukung oleh 2 prioritas daerah yakni urusan pekerjaan umum,
urusan perumahan dan permukiman, urusan perhubungan.

Prioritas Nasional keenam didukung oleh 2 prioritas daerah
dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penataan
ruang, urusan penanggulangan bencana dan urusan lingkungan
hidup dan Prioritas Nasional terakhir didukung oleh 3 Prioritas
daerah yakni yang melaksanakan urusan ketertiban dan keamanan,
urusan pemerintahan, urusan Kesehatan, urusan pencatatan sipil,
urusan perencanaan dan urusan penunjang yang sifatnya

peningkatan pelayanan publik.

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan
RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah
daerah dalam pembangunan yang penyusunannya berpedoman
pada Perda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan rencana
pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Mempawah dengan fokus “Peningkatan daya saing daerah dengan

mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan”.
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Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun
2024 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian
program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target pembangunan
tahun kelima RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras
dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas
tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana

program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan RTRW

Kabupaten Mempawah 2014-2034

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024
berpedoman pada RTRW Kabupaten Mempawah, yaitu dengan
menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan
struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten

Mempawah Tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan

berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah

Tahun 2014-2034 sebagai acuan untuk mengarahkan tujuan,

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana

struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan
strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.

Adapun tujuan penelaahan rencana tata ruang untuk
melihat kerangka pengembangan struktur ruang yang asumsi-
asumsinya, meliputi:

a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong
pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai
pemerataan  secara seimbang, guna menggerakkan
perkembangan pertanian (dalam arti luas) dan perikanan dan
kelautan; dan

b. Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong

investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui
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pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi,

energi, sumber daya air dan prasarana lingkungan.

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Mempawah dengan Renja

Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81, kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten.
Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak
terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan
rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat
Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam
RKPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024

dimaksudkan untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2024 dengan memperhatikan prioritas
pembangunan provinsi dan pembangunan nasional; dan

2. Mewujudkan sinergitas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
prioritas pembangunan daerah tahun 2024

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun

2024 adalah:

1) Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 1-20



1.5.

2) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD

Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024; dan

3) Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten

dengan provinsi dan nasional

Sistematika Dokumen RKPD

RKPD

Kabupaten = Mempawah  Tahun 2024, yang

mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD Tahun 2024.

Hubungan Antara Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2024 dengan
dokumen-dokumen perencanaan yang relevan seperti
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
RPJMD Prov/Kab, RKPD Provinsi, RTRW Kabupaten,
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Tahun 2024.

Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD
yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan

yang dicanangkan.
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BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
21 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian
target pembangunan Tahun 2022
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2022 dan Realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

41 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
Menjelaskan ~ tentang  hubungan  visi/misi  dan
tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya
tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.
Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk
tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program

pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Menjelaskan rincian Sub Fungsi, Program dan Kegiatan Prioritas,
Instansi Pelaksana/SKPD, Lokasi Kegiatan serta Pagu
Indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun

perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam

keseluruhan dokumen RPJPD, sebagai pedoman bagi semua

pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara
lain :

a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan
kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan
memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat
daerah;

b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program,
dan kegiatan RKPD;

c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan
Publik dan APBD;

d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk

mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

|
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Mempawah

Kondisi umum  daerah Kabupaten = Mempawah  digambarkan
berdasarkan: (I) aspek geografi dan demografi, (II) aspek kesejahteraan

masyarakat, (III) aspek pelayanan umum, dan (IV) aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Mempawah
2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Mempawah terletak antara 0°44” Lintang
Utara dan 0°00,4” Lintang Selatan dan antara 108° 24’ Bujur Timur dan 109°21,5'
Bujur Timur. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu wilayah
adminstratif di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami beberapa kali
pemekaran wilayah hingga tahun 2007, Kabupaten Mempawah terjadi

pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya.

2.1.1.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mempawah menempati luas wilayah ketiga terkecil setelah
Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dari seluruh luas wilayah Propinsi
Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km2. Dengan demikian Kabupaten
Mempawah hanya menempati 1,89% dari luas wilyah Propinsi Kalimantan
Barat. Adapun Kabupaten Mempawah berbatasan dengan :
e Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota

Pontianak.

e Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata.

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak.

Kabupaten Mempawah dengan luas wilayah 2.797,88 Km? dengan

pemerintahan Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 Kecamatan 60 Desa serta 7
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Kelurahan setelah pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007

dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 453,58

km?2 atau 16,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan

dengan luas sebesar 124,08 km?2 atau 6,31 persen dari luas wilayah Kabupaten

Mempawah. Luas wilayah Kecamatan Masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan

Luas Luas
Jumlah Luas Luas
Daratan + . Daratan
NO Kecamatan Desa/ Daratan Perairan .
Kelurahan (Km2) Pulau (Km2) +Perairan
(Km2) (Km2)

1 | Jongkat 5 274,591 289,015 | 119,240 408,256

2 | Segedong 6 248,695 248,695 11,903 260,598

3 | Sungai Pinyuh 9 170,751 170,751 95,089 265,840

4 | Anjongan S 124,079 124,079 - 124,079

S | Mempawah Hilir 8 223,732 225,144 | 173,276 398,420

6 | Mempawah Timur 8 142,765 142,765 56,682 199,447

7 | Sungai Kunyit 12 150,861 156,582 | 286,208 442 790

8 |Toho 8 244 873 244,873 - 244 873

9 | Sadaniang 6 453,578 453,578 - 453,578
Jumlah 67 2.033,925 | 2.055,482 | 742,398 | 2.797,88

Sumber data : RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2024

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Mempawah

KABUPATEN
KUBU RAYA

Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah
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2.1.1.1.3 Kondisi Topografis

Sebagian besar luas tanah di Kabupaten Mempawah adalah Penggunaan
lainnya (35,89 %) dan Lahan Perkebunan (23,32%). Adapun areal penggunaan
lainnya terluas terletak di Kecamatan Sadaniang seluas 9.078 ha, sedangkan
Luas Lahan Perkebunan terluas berada di Kecamatan Sungai Pinyuh yaitu
seluas 4.475 ha. Dari 127,69 ribu ha luas Kabupaten Mempawah, areal untuk

pemukiman hanya berkisar 8,95 persen.

2.1.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu
jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat.
jumlah curah hujan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 berkisar antara
72,7 s.d 446,6 milimeter. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan
Agustus mencapai 446,6 milimeter, sedangkan curah hujan terendah terjadi
pada bulan Maret, yaitu mencapai 72,7 milimeter.

Pada tahun 2022, jumlah hari hujan di Kabupaten Mempawah berkisar
antara 8 s/d 20 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan
Agustus dan September mencapai 20 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah
terjadi pada bulan Januari yang mencapai 8 hari hujan. Kabupaten Mempawah
mempunyai rata-rata kelembaban udara (lembab nisbi) berkisar dimana pada
tahun 2022 berkisar 77,2 s/d 82,5 persen. Kemudian pada tahun 2022
penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 6,4 persen

dan terendah pada bulan September 2022.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut,
sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum
sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Mempawah yang sumber mata airnya berasal dari Desa
Sejegi Kecamatan Mempawah Timur ditambah dari Desa Peniti Dalam 2
Kecamatan Segedong dan dari Desa Wajok Hilir di Kecamatan Jongkat.

Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur
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dengan kedalaman antara dua meter sampai enam meter. Ada beberapa
daerah/wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah dan rasanya asin karena
intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Di

Kabupaten Mempawah terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh

wilayah yaitu:
1. DAS Duri.
2. DAS Mempawah.
3. DAS Purun Besar.
4. DAS Raya.

2.1.1.1.6 Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi yang ada di Kabupaten Mempawah
terbagi menjadi aluvial, andesit, arenit kuarsa, diorit, formasi hamisan,
granodiorit, dan granodiorit mensibau. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada
di Kabupaten Mempawah, kondisi geologi yang paling dominan adalah aluvial
yaitu terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah
Timur, Sungai Pinyuh, Segedong, Siantan, dan Anjongan, sedangkan untuk

Kecamatan Sadaniang yang paling dominan adalah arenit kuarsa.

2.1.1.1.7 Kondisi Pemanfaatan Lahan

Pola penggunaan lahan dapat mengindikasikan adanya potensi sumber
daya alam di wilayah tertentu dan sejauh mana potensi yang ada telah
dibudidayakan. Karenanya, hal ini perlu ditelusuri untuk kemudian dikaji
implikasinya terhadap pola perkembangan wilayah baik dari segi fisik maupun
nonfisik. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana
kecenderungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah pada masa
mendatang dan implikasinya terhadap perkembangan kabupaten tersebut,

berikut digambarkan mengenai penggunaan lahan di wilayah kabupaten

tersebut.
Tabel 2. 2
Status Hutan Kabupaten Mempawah
No Uraian Luas (Ha) %
1 | Luas Kawasan Hutan Lindung (HL) 3.540 3,40
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No Uraian Luas (Ha) %

Luas Kawasan Hutan Produksi
2 Terbatas (HPT) 17.247 16,57

Luas Kawasan Hutan Produksi
3 Tetap (HP) 51.805 49,77

Luas Kawasan Hutan Produksi
* | yang dapat dikonversi (HPK) 2.367 2,27

S5 | Areal Penggunaan Lain (APL)

6 | Lahan Kritis 29.125 27,98
-Dalam Kawasan Hutan 9.355 8,99
-Luar Kawasan Hutan 19.770 18,99

Total Luas Kawasan Hutan 104.084 100,00
Catatan :

*Luas Kawasan Hutan berdasarkan SK 733/Menhut-11/2014
*Sumber Data Lahan Kritis BPDAS HL Kapuas
2.1.1.1.8 Kondisi Demografi

Salah satu aspek yang menjadi prioritas pembangunan saat ini, yakni
pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan atau demografi, baik
dalam menata laju pertumbuhan maupun peningkatan kualitas penduduk,
serta upaya penyediaan sarana dan prasarananya. Kualitas penduduk
berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu daerah untuk mengolah
sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seluruh aspek
pembangunan memiliki korelasi dengan kondisi kependudukan yang ada,
sehingga informasi kependudukan memiliki posisi strategis dalam penetapan
kebijakan. Itu berarti pembangunan harus memperhatikan dinamika
kependudukan yang sedang terjadi. Pembangunan harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022
berdasarkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai data
dasar kependudukan Kabupaten Mempawah, jumlah penduduk Kabupaten
Mempawah per tanggal 31 Desember 2022 adalah 308.771 jiwa. Jumlah
penduduk tersebut terdiri dari 158.173 laki-laki dan 150.598 perempuan yang
menempati wilayah Kabupaten Mempawah seluas 2,797.88 km2 (luas daratan

2,033.93 km?2), maka kepadatan penduduk sebesar 151,80 jiwa/km?2.
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2.1.1.1.8.1 Distribusi Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Mempawah tersebar di 9 Kecamatan. Penyebaran
penduduk di Kabupaten Mempawah terlihat belum merata, kecamatan yang
memiliki kepadatan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Sungai Pinyuh

dengan kepadatan penduduk sebesar 366,51 jiwa/km2, kemudian diikuti

Kecamatan Mempawah Timur sebanyak 242,86 jiwa/km?2.

Tabel 2. 3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2022
Luas Desa Jenis Kelamin Jumlah | Kepadatan
No Kecamatan Daratan
/Kel Penduduk | Penduduk
(Km2)
L P
1 | Mempawah Hilir 223,7 8 23.132 22.572 45.704 204,31
2 | Mempawah Timur 142,8 8 17.661 17.020 34.681 242,86
3 | Sungai Kunyit 150,9 12 15.225 14.495 29.720 196,95
4 | Sungai Pinyuh 170,8 9 32.137 30.463 62.600 366,51
5 | Anjongan 124,1 5 11.146 10.496 21.642 174,39
6 | Toho 2449 8 12.542 11.685 24.227 98,93
7 | Sadaniang 453,6 6 6.594 5.798 12.392 27,32
8 | Jongkat 274,6 5 26.234 25.148 51.382 187,12
9 [ Segedong 248,7 6 13.502 12.921 26.423 106,24
Total 2034 67 158.173 | 150.598 | 308.771 151,80

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah

Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2022

2.1.1.1.8.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 berdasarkan
jenis kelamin terlihat proporsional antara laki-laki dan perempuan dengan rasio
105,03, artinya setiap 100 wanita terdapat 105 penduduk laki-laki. Berdasarkan
kategori usia, sebagian besar penduduk Kabupaten Mempawah yang
terbanyak pada usia produktif (20-24 tahun) sebanyak 28.998 jiwa atau sekitar
9,39%. Sedangkan jumlah usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 17.750 jiwa atau
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sekitar 5,75%. Lebih rinci Jumlah Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis

Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Laki- LS Persen-
No Usia Laki Perempuan | Jumlah J enis‘ Tase
Kelamin
1 0-4 12.351 11.255 23.606 109,74 7,65
2 05-09 13.970 12.919 26.889 108,14 8,71
3 10-14 14.075 13.175 27.250 106,83 8,83
4 15-19 13.671 13.177 26.848 103,75 8,70
5 20-24 14.893 14.105 28.998 105,59 9,39
6 25-29 13.501 12.451 25.952 108,43 8,40
7 30-34 12.272 11.382 23.654 107,82 7,66
8 35-39 12.450 11.972 24.422 103,99 7,91
9 40-44 11.676 11.244 22.920 103,84 7,42
10 45-49 10.179 9.610 19.789 105,92 6,41
11 50-54 8.548 8.020 16.568 106,58 5,37
12 55-59 6.376 6.368 12.744 100,13 4,13
13 60-64 5.629 5.752 11.381 97,86 3,69
14 65-69 3.857 3.916 7.773 98,49 2,52
15 70-74 2.473 2.615 5.088 94,57 1,65
16 | 75 keatas | 2.252 2.637 4.889 85,40 1,58
JUMLAH 158.173 150.598 308.771 | 105,03 | 100,00

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah
Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2022 (data diolah)

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mempawah

Kebijakan rencana tata ruang Kabupaten Mempawah yang merupakan

matra ruang dari kebijakan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Mempawah, harus mengacu pada RTRWN

dan RTRWP Kalimantan Barat. Dengan demikian, Rencana struktur ruang

wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang

tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain
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yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama
jaringan transportasi. Rencana struktur ruang merupakan dasar pemikiran
penataan ruang berdasarkan prinsip desentralisasi pusat-pusat pelayanan.
Konsep ini penting dirumuskan sebagai pedoman untuk menciptakan sistem
kota dengan perkembangan yang lebih merata, tidak terpolarisasi pada satu
kawasan saja.

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Mempawah disusun dengan
mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang
wilayah provinsi, serta dilengkapi dengan konsep sistem pusat kegiatan untuk
Kabupaten Mempawah. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan
simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat
di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;

PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berada di wilayah kabupaten;

c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang
penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa; dan

2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Kriteria penetapan pusat-pusat kegiatan:
a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah):
e  Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul kegiatan utama di
Kabupaten, yang mendukung PKN.
e  Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri
dan jasa yang melayani skala beberapa kabupaten atau provinsi.
J Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat transportasi yang
melayani beberpa kabupaten.
b.  PKL (Pusat Kegiatan Lokal):
e  Kawasan perkotaan yang berpotensi dan diarahkan sebagai simpul

kegiatan di beberapa kecamatan untuk mendukung PKW.
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c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan):
e  Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.
d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan):
e Kawasan perkotaan yang berpotensi dan diarahkan sebagai pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar

desa.

2.1.1.2.1 Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Mempawah adalah
sebagai berikut:

1. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di Kota Mempawah (Kecamatan
Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur) dengan fungsi
sebagai pusat jasa pelayanan pemerintahan skala kabupaten, pendidikan,
kesehatan, objek wisata skala kota dan permukiman.

2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdapat di Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit dan
Anjongan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, Kabupaten
Mempawah dan jasa, pusat kegiatan industri, permukiman, objek wisata
skala kecamatan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdapat di kota kecamatan, yaitu Siantan,
Segedong, dan Toho dengan fungsi sebagai pusat kegiatan industri,
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan permukiman.

4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) terdapat di desa Pentek, Takong
(sepang), Semudun, Sungai Bakau Kecil, Peniraman, Sungai Purun Kecil,
Wajok Hulu dan Sembora dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala
lokal, pendidikan skala lokal dan pusat pengumpul/pengolahan skala
lokal.

Pusat-pusat kegiatan lainnya perlu diprioritaskan pengembangannya
untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan ke seluruh wilayah
Kabupaten Mempawah, sehingga tidak hanya Kota Mempawah yang melayani
kabupaten. Pusat-pusat kegiatan yang telah ditentukan ini, perlu dihubungkan

oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan
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transportasi, untuk menunjang keterkaitan antar pusat kegiatan serta

memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada.

2.1.1.2.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Mempawah
secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu rencana penetapan fungsi jaringan
transportasi, rencana pembangunan prasarana transportasi, dan rencana
pengembangan system angkutan umum.

Pengembangan sistem transportasi ini, terutama sistem transportasi
darat memiliki fungsi ganda yaitu untuk melayani perkembangan kota yang
terjadi saat ini dan merangsang perkembangan kota ke arah yang diinginkan
dalam rencana peruntukan lahan. Secara makro (dalam konteks regional)
pengembangan system transportasi diarahkan dengan fungsi yang telah
ditetapkan baik sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat
kecamatan, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari dan ke
wilayah kecamatan maupun sebagai pusat komunikasi.

Sedangkan secara mikro (internal kota) pengembangan system
transportasi kota diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi
kemungkinan terjadinya kesemrawutan lalu lintas akibat bercampurnya antara
lalu lintas regional dan lalu lintas lokal, melalui pengaturan sistem sirkulasi dan

pengaturan fungsi hierarkis jaringan transportasinya.

Gambar 2.2
Peta Struktur Ruang Kabupaten Mempawah

Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah
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Di samping itu, pengembangan sistem transportasi juga diarahkan pada
pembentukan suatu sistem pergerakan lokal dan regional yang serasi dan
terpadu dalam satu sistem transportasi darat dan sungai. Rencana
pengembangan sistem transportasi darat dilandasi oleh penetapan struktur tata
ruang kota dan rencana peruntukan lahan sampai tahun 2030. Oleh karena itu
strategi pengembangan sistem transportasi darat terutama diarahkan kepada
hal-hal berikut:

1.  Penentuan fungsi hierarkis sistem jaringan jalan.

2. Peningkatan fungsi jalan yang sudah ada sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan kembali (butir a) untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian
desain teknis badan jalan sesuai fungsinya.

3. Pembangunan jalan-jalan baru dan jembatan sesuai dengan pola
peruntukan lahan tahun 2030.

4.  Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana transportasi

yang meliputi terminal dan moda angkutan umum.

Rencana pengembangan jaringan jalan darat terutama didasari oleh
penentuan fungsi hierarkis jaringan jalan, baik untuk jaringan jalan yang telah
ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Sesuai dengan lingkup
perencanaannya maka perencanaan fungsi jaringan jalan raya sampai pada
jaringan jalan arteri primer.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP nomor
34 tahun 2006 tentang jalan, bahwa batasan klasifikasi fungsi jalan adalah
sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jaringan ini
menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut: (i) dalam
satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota

jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang di
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bawahnya sampai ke persil, (ii) menghubungkan kota jenjang kesatu

dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.

a.

Jalan arteri primer : menghubungkan kota-kota jenjang kesatu yang
terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu

dengan kota jenjang kedua.

. Jalan kolektor primer: menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota

jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota
jenjang ketiga.

Jalan lokal primer : menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil,
menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil, menghubungkan
kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga
dengan kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil dan

atau kota di bawah jenjang ketiga dengan persil.

2. Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan

tata ruang kota menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai

fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, ketiga dan

seterusnya sampai ke perumahan.

a.

C.

21.2

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu
dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder kedua dan menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga atau di bawahnya sampai ke

perumahan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat

diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan

perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS
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menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki
penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan
perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukan besarnya rata-
rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun.
Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga
ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah.
Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar
penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini.

Lebih lanjut dijelaskan tentang Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri
dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan

sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara
lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per Kapita, indeks gini, pemerataan
pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks
ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan

angka kriminalitas.

2.1.2.1.1. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas
dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya,
sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas
dasar harga konstan 2010 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.
Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah
secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga
(inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka
pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu
daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan

output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya
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baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama
menunjukkan kondisi perubahan.

PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau
kinerja perekonomian daerah. PDRB menurut lapangan usaha adalah
perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap
sektor/lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu
tahun. Jumlah nilai tambahan seluruh sektor merupakan nilai PDRB daerah
tersebut pada tahun yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah
merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri
atas 17 sektor ekonomi.

Kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai PDRB
menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 PDRB Kabupaten Mempawah yang
dihitung berdasarkan Atas dasar Harga Berlaku mencapai 9.955,62 miliar
rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9.084,52 miliar
rupiah. Berikut nilai sektor lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Mempawah
tahun 2018-2022.

Tabel 2.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah (Miliar rupiah)
Periode 2018-2022

No Sektor 2018 2019 2020 2021* 2022**
A. | Pertanian, Kehutanan dan 1.901,07 | 2030,72 | 2.141,79 | 2.250,13 | 2.402,81
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 83,65 94,43 98,02 106,33 115,79
C. Industri Pengolahan 1.224,81 | 1.331,84 | 1.330,88 | 1.454,36 | 1.603,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas 23,81 27,00 30,52 32,37 35,22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 8,91 9,61 10,44 11,29 11,73
Ulang
F. Konstruksi 671,46 750,66 792,15 907,66 1.032,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 1.162,18 | 1.292,93 1280,04 1.320,16 | 1.533,92
Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 155,04 170,18 169,66 169,12 227,67
I | Penyediaan Akomodasi dan 171,17 | 185,68 | 162,54 | 178,43 | 199,76
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 134,33 150,39 175,25 189,5 204,34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 254,18 258,77 256,72 270,41 291,94
L. Real Estate 257,58 272,56 277,82 286,71 300,71
M,N. | Jasa Perusahaan 50,43 54,50 51,42 51,51 59,73
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Sektor 2018 2019 2020 2021*% 2022%*
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial | 1.167,54 | 1.299,62 | 1.401,09 | 1.423,56 | 1.450,86
Wajib
Jasa Pendidikan 169,80 182,86 171,02 181,59 199,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 108,48 | 121,51 | 144,85 | 201,99 | 225,87
Sosial
R,S,T, | Jasa Lainnya 59,43 64,90 51,07 49,41 59,57
Produk Domestik Regional Bruto 7.603,86 | 8.298,15 | 8.545,29 | 9.084,52 | 9.955,62
Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023
Pada tahun 2022, Sektor yang tumbuh positif dengan pertumbuhan
tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,63
Persen, sektor Jasa lainnya 16,62 persen kemudian diikuti sektor Jasa
Perusahaan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor dengan masing-masing tumbuh sebesar 12,28 persen dan 11,29
persen.. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung melalui angka dari
pendapatan regional (PDRB), dimana tingkat pendapatan regional dapat
diukur dari total pendapatan wilayah atau jumlah nilai bruto (Gross Value
Added) yang timbul dari seluruh aktivitas sektor ekonomi disuatu wilayah.
Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Mempawah (persen), 2018-2022
No. Urut Sektor 2018 2019 2020 2021* 2022**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,97 4,63 1,74 2,38 1,95
B. Pertambangan dan Penggalian 4,62 9,06 1,87 8,04 4,09
C. Industri Pengolahan 5,64 6,98 -1,96 5,62 3,51
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,50 7,04 10,39 3,92 4,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3,67
Limbah dan Daur Ulang 3,31 4,57 7,72 647
F. Konstruksi 5,92 8,50 2,32 9,98 4,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 11,29
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 588 684 430 3,03
H. Transportasi dan Pergudangan 3,33 5,32 -6,38 -2,35 24,63
I. Pe.nyed1aan Akomodasi dan Makan 6,38 473 15,82 8,02 9,62
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 11,08 8,87 15,26 7,74 7,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 6,84 -0,50 -0,99 2,33 1,69
L. Real Estate 3,94 1,26 1,78 3,96 2,23
M,N. Jasa Perusahaan 5,14 4,80 -5,35 0,46 12,28
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No. Urut Sektor 2018 2019 2020 2021* 2022**
O. Administrasi Pemerintahan, -0,29
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,60 6,86 473 024
P. Jasa Pendidikan 3,95 3,46 -4,41 5,04 6,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,05 6,34 1712 36,49 9,43
R,S,T,U | ]Jasa Lainnya 5,78 5,23 -15,16 1,93 16,62
Produk Domestik Regional Bruto 5,76 5,78 0,18 4,10 4,70

Sumber Data : BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Sedangkan nilai PDRB secara riil yang dilihat dari PDRB berdasarkan

atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai 5723,03 miliar rupiah

mengalami peningkatan sebesar 4,70 persen bila dibandingkan dengan nilai

PDRB pada tahun 2021 yang sebesar 5.466,32 miliar rupiah. PDRB Kabupaten

Mempawabh atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Mempawah (miliar rupiah), 2018-2022

Ii::t Sektor 2018 2019 2020 2021* 2022%*

A | Pertanian Kehutanan dan 136018 | 1.42310 | 1447,81 | 148225 | 1511,09
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 43,83 47,81 48,70 52,62 54,77

C Industri Pengolahan 803,99 860,08 843,26 890,66 921,94

D Pengadaan Listrik dan Gas 15,23 16,31 18,00 18,71 19,61
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan Daur 6,26 6,55 7,05 7,51 7,78
Ulang

F Konstruksi 364,22 395,19 404,36 444,73 464,80
Perdagangan Besar dan Eceran;

G Reparasi Mobil dan Sepeda 785,99 839,72 803,58 827,922 921,38
Motor

H Transportasi & Pergudangan 103,88 109,41 102,43 100,02 124,66

;| Penyediaan Akomodasi dan 10821 | 11332 | 9539 | 103,04 | 112,95
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 102,99 112,13 129,23 139,23 150,05

K Jasa Keuangan & Asuransi 190,73 189,77 187,90 192,28 195,52

L Real Estate 165,02 167,10 170,06 176,79 180,73

M,N. | Jasa Perusahaan 33,62 35,24 33,35 33,50 37,62
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Sektor 2018 2019 2020 2021* 2022**

Administrasi Pemerintahan,

O. Pertahanan dan Jaminan Sosial 644,85 689,08 721,64 719,94 717,85

Wajib
P. Jasa Pendidikan 114,32 118,28 113,06 118,76 126,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q. ) 71,42 75,94 88,95 121,40 132,85
Sosial
RS T, .
U Jasa Lainnya 40,61 43,73 36,26 36,96 43,10

Produk Domestik Regional Bruto 4.955,36 | 5.241,75 | 5.251,03 | 5.466,32 | 5.723,03

Sumber Data : BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

** Angka Sangat Sementara.

Meningkatnya aktifitas ekonomi suatu daerah selalu di tunjang oleh
meningkatnya kegiatan ekonomi sekitar. Peningkatan kegiatan ekonomi
sektoral didorong atau ditopang oleh adanya peningkatan aktifitas kegiatan
ekonomi sektoral. Peranan sektoral terhadap total PDRB Kabupaten

Mempawah selama periode 2018-2022 dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah 2018-2022

(Persen)
No. Sektor 2018 2019 2020 2021** 2022**
Urut
A. Pertcanian, Kehutanan dan 25,00 24,47 25,06 2477 2414
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 1,10 1,14 1,15 1,17 1,16
C. Industri Pengolahan 16,11 16,05 15,57 16,01 16,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,31 0,33 0,36 0,36 0,35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan 0,12 0,12 0,12 0,12 012
Sampah, Limbah dan Daur Ulang ’
E. Konstruksi 8,83 9,05 9,27 9,99 10,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 15,28 15,58 14,98 14,53 1541
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ’
H. Transportasi dan Pergudangan 2,04 2,05 1,99 1,86 2,29
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 225 224 1,90 1,96 501
Minum ,
J. Informasi dan Komunikasi 1,77 1,81 2,05 2,09 2,05
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,34 3,12 3,00 2,98 2,93
L. Real Estate 3,39 3,28 3,25 3,16 3,02
M,N. Jasa Perusahaan 0,66 0,66 0,60 0,57 0,60
0. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 15,35 15,66 16,40 15,67 14,57
Wajib
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N Sektor 2018 2019 2020 2021** 2022**
Urut
P. Jasa Pendidikan 2,23 2,20 2,00 2,00 2,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,43 1,46 1,70 2,22 2,27
R,S,T,U | Jasa Lainnya 0,78 0,79 0,60 0,54 0,60
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas, sebagian besar perekonomian Kabupaten
Mempawah pada Tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 24,14 persen, kemudian di sektor Industri
Pengolahan sebesar 16,11 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 14,57 persen.

2.1.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses, yang berarti
merupakan perubahan secara terus menerus dalam usaha untuk menaikkan
tingkat pendapatan perkapita, kenaikan tingkat pendapatan perkapita
merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan
ekonomi masyarakat.

Besarnya PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan rasio

PDRB.

Tabel 2.9

Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku dan Konstan, 2010 Kabupaten Mempawah
Periode Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

1: Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
PDRB Perkapita
1 | (Rupiah) Atas Dasar | 29.100 31.594 28.445 29.720 32.019
Harga Berlaku
PDRB Perkapita
2 | (Rupiah) Atas Dasar | 18.964 19.957 | 17.479 17.883 18.406
Harga Konstan 2010

Sumber Data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023
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2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi
suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Suatu
daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya
lebih rendah di bandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu.
Inflasi yang tinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam, hal ini bisa

menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

Tabel 2.10

Laju Inflasi Berdasarkan PDRB Deflator Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

1. Indeks harga implesif PDRB | 153,45 | 158,31 | 162,74 166,19 173,96
Laju Pertumbuhan Indeks

2. harga Implesif PDRB 3,17 3,17 2,80 2,12 4.67

Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023 (Diolah)

2.1.2.1.4 Investasi

Tujuan Makro ekonomi suatu daerah adalah bahwa pelaksanaan
pembangunan harus membawa pengaruh pada meningkatnya perekonomian
suatu daerah. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi maka di
perlukan investasi dengan nilai yang cukup besar dan di harapkan dapat
memberi multiplier effect yang lebih tinggi kepada masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang
kondusif agar investasi terus meningkat, baik yang berasal dari PMDN Maupun

PMA. Realisasi investasi PMDN dan PMA kabupaten Mempawah dapat di lihat

pada tabel berikut ini:
Tabel 2.11
Realiasasi Investasi Proyek PMDN dan PMA Kabupaten Mempawah Tahun
2018 - 2022
2018 23 24.169,1 27 352.009,6
2019 19 3.550,1 67 378.526,9
2020 55 149.999,8 171 4.476.489,0
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2021 27 8.529,8 116 5.265.392,1

2022 21 16.254,2 150 1.236.608,4

Sumber : https:/ /nswi.bkpm.go.id/data_statistik didownload pada 24 Januari 2023

2.1.2.1.4 Potensi Ekonomi

> Pertanian

Kabupaten Mempawah dengan luas wilayah sekitar 0,87 % dari luas
Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi sumber daya lahan yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Menurut Data Penggunaan Lahan tahun 2022
menurut Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten
Mempawah bahwa luas lahan 127.690 Ha, sebagian besar merupakan lahan
bukan pertanian seluas 31.989 Ha (25,05%), sebagian merupakan lahan
pertanian bukan sawah seluas 83.380 Ha ( 65,30%) dan hanya seluas 12.321 Ha
(9,65%) merupakan sawah.

Untuk mencukupi penyediaan pangan baik dari segi kuantitas maupun
kualitas gizinya, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kebijakan dengan
menyusun program pembangunan di sektor pertanian. Salah satu program
pokoknya adalah peningkatan produksi pangan. Disadari bahwa faktor yang
mempengaruhi produksi pangan semakin kompleks Salah satu usaha untuk
meningkatkan penyediaan dan produksi pangan adalah dengan melanjutkan
pembangunan di sektor pertanian terutama sub sektor tanam bahan makanan

yang terdiri dari tanaman padi, palawija sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tabel 2.12
Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2022
No Uraian Produksi (Ton)
1 PI'Od}lkSl Tamanan Pangan dan 167.645,69
Hortikultura

2 Produksi Peternakan 5.102,83

3 Produksi Perkebunan 53.722,60

4 Produksi Perikanan 15.104,67

S Cadangan Pangan Daerah 30.857,25
Sumber Data : *Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah

Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 11-20


https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Salah satu faktor utama untuk membiayai jalannya roda pembangunan
di suatu wilayah adalah dengan adanya pembangunan daerah baik yang
bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya.

Kontribusi keberadaan dan Kiprahnya Koperasi, UMKM, Restoran,
Hotel, dan obyek wisata di Kabupaten Mempawah sangat besar pengaruhnya
terutama dalam memberikan peluang kerja bagi pencari kerja di Kabupaten
Mempawah. Terbukanya peluang kerja di suatu daerah berarti pertumbuhan

ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan akan tercapai.

Tabel 2.13

Potensi Ekonomi dari Bidang Jasa di
Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No. Uraian Jumlah
1. | Jumlah Koperasi Aktif 163 Unit
2. | Jumlah Sarana Perdagangan 2.030 Sarana
3. | Rumah Makan/Restoran 117 Unit
4. | Hotel dan Penginapan 17 Unit
5. | Jumlah Wisata Pesona Alam dan 128 Pesona
Pesona Budaya

Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Mempawah dapat dilihat dari tiga
aspek yaitu: aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan Kemiskinan.

2.1.2.2.1. Aspek Pendidikan

Analisis kinerja terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari kinerja
indikator Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama
Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. Angka Rata-
rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan beberapa variabel
dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Mempawah.
1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek

huruf di Kabupaten Mempawah pada tahun 2018 sebesar 93,16% dan terus
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meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 94,4%. Namun pada tahun
2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 93,57% dan 92,48%.

Grafik 2.1

Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Mempawah
Tahun 2018-2021

94,4

93,57
93,16

92,48
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Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018-2021

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu variable dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel ini merupakan salah satu
variabel indeks dimensi pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam
menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah
penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas
dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard
internasional yang digunakan oleh UNDP (United Nation Development Program).

Rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara
simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani,
dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini diperlukan untuk
memperoleh gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Rata-
rata Lama Sekolah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2016 hingga 2022
terus mengalami peningkatan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada pada
tahun 2016 sebesar 6.46, tahun 2017 sebesar 6.47, tahun 2018 sebesar 6.63, tahun
2019 sebesar 6,82, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 7,03 tahun,
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kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,04 dan pada tahun 2022

kembali meningkat 0,13 menjadi 7,17 tahun.

Grafik 2.2

Rata-rata Lama Sekolah Kab. Mempawah
Tahun 2016-2022
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Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

3) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan variabel perhitungan IPM
dengan metode baru. Pada tahun 2010, United Nation Development Program
(UNDP) menyempurnakan metode IPM terbaru dari yang pernah dirilis pada
tahun 1990. Terdapat 2 (dua) perbedaan mendasar yang mencolok, yaitu
berubahnya dimensi pendidikan dari Angka Melek Huruf menjadi Harapan
Lama Sekolah dan perhitungan agregasi indeks yang semula menggunakan
Rata-rata Hitung kemudian berubah menjadi Rata-rata Ukur/Geometrik.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia
7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib
belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas,
HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data
pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Mempawah setiap
tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 11.91, tahun 2016
sebesar 12.29, tahun 2017 sebesar 12.30, tahun 2018 sebesar 12,31, pada tahun
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2019 sebesar 12,33 tahun, pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,39, dan pada
tahun 2021 kembali meningkat menjadi 12,65 tahun. Hal ini berarti secara rata-
rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021
memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan

Diploma L.

Grafik 2.3
Harapan Lama Sekolah Kab. Mempawah
Tahun 2017-2022
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Sumber : BPS, Tahun 2022

4)  Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya
yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian
APK SD/MI pada tahun 2022 sebesar 117,35 % menurun dibandingkan pada
tahun 2021 yang mencapai 117,48%. Sedangkan APK tingkat SMP/MTs pada
tahun 2022 mencapai 80,62% meningkat dari 70,67 % pada tahun 2021.

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Angka Partisipasi
Kasar (APK) % 2018 2019 2020 | 2021 | 2022
SD/MI 117 113 115,86 | 117,48 | 117,35
SMP/MTs 83 83 70,62 | 70,67 | 80,62

Sumber : BPS Kab. Mempawah 2023
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Grafik 2.4

Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Mempawah 2023

5)  Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah salah satu indikator pendidikan
yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu
yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM
Kabupaten Mempawah terus mengalami penurunan, APM tingkat SD/MI
pada tahun 2018 sebesar 99,63%. Pada tahun 2019 APM SD/MI turun menjadi
99,15% dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 91,27%. Kemudian
pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan yaitu 98,96 dan 98,85 %.
Sedangakn APM tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan pada tahun 2018
hanya sebesar 55,38 % meningkat menjadi 58,09 % di tahun 2022.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Angka Partisipasi Murni 2022
(APM) % 2018 |2019 | 2020 | 2021

SD/MI 99,63 199,15 | 99,06 | 98,96 | 9885

SMP/MTs 55,38 | 54,98 | 58,01 58,06 58,09

Sumber : BPS Kab. Mempawah, 2020-2022
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Grafik 2.5

Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Mempawah, 2020-2022

2.1.2.2.2. Aspek Kesehatan

Kinerja atas aspek kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka
Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup dan Presentase Balita Gizi Buruk di
Kabupaten Mempawabh.

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Pelayanan umum di Bidang Kesehatan meliputi 45 indikator. Salah satu
indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Angka Kematian Bayi
(AKB/IMR). Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial
ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB
untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan
kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor
endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk
mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan
program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil zat
besi dan suntikan anti tetanus.

AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun
dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mempawah dari tahun 2016-2021
cenderung kecil. Pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi sebesar 8,91. Pada

tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,77 dan di tahun 2018 menurun
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kembali menjadi 5,74. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan drastis
menjadi 3,82 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2020, angka kematian bayi kembali meningkat menjadi 7,24
bayi per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2021 Angka Kematian
Bayi berhasil ditekan menjadi 4,74 bayi per 1000 kelahiran hidup. Artinya pada
setiap 1.000 kelahiran ada potensi kematian bayi sebesar 4 hingga 5 bayi.

Grafik 2.6
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2021
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Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2022

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH
mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil
Proyeksi SP 2010. Hal ini berarti Indeks Harapan Hidup (IHH) menunjukkan
jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu
wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan
kematian per tahun variabel (eo) diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama
hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mempawah menunjukkan
trendline kenaikan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2017 sebesar 70.32,
kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 70.54, tahun 2019 sebesar 70,90
tahun 2020 menjadi 71,04 tahun, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi
71,18, dan pada tahun 2022 angka harapan hidup di Kabupaten Mempawah
meningkat menjadi 71,47 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir
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pada Tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71,47

tahun.
Grafik 2.7
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022
71,47
71,18
71,04
70,32
2017 2018 2019 2020 2021 2022
—e—AHH 7032 70,54 70,90 71,04 71,18 71,47
—o— AHH

Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

3) Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Kinerja pelayanan kesehatan suatu daerah dapat juga dilihat dari
indikator status gizi balita daerah tersebut. Cakupan status gizi balita di
Kabupaten Mempawah pada Tahun 2017 berdasarkan indeks BB/ U diketahui
Status Gizi sangat kurang/buruk sebanyak 50 kasus atau 0,19 persen. Pada
tahun 2018 angka Balita Gizi Buruk sudah menurun menjadi 42 orang, namun
kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 92 orang dan meningkat
kembali pada tahun 2020 menjadi 141 balita.

Jumlah ini kemudian dapat diantisipasi pada tahun 2021, dengan
menurunkan jumlah balita Gizi Buruk menjadi sebanyak 58 oran g (0,33%).
Berikut digambarkan kondisi balita status gizi sangat kurang/gizi buruk
berdasarkan indeks BB/U di Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu
Tahun 2015-2021.

Tabel 2.16

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 | 2019 | 2020 2021
Jumlah Balita (0-59 bulan) yang [ 25.642 | 25.463 | 25.262 | 11.234 | 17.589
ditimbang
Jumlah Kasus Balita gizi buruk 50 42 92 141 58
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Uraian 2017 2018 | 2019 | 2020 2021

Persentase balita gizi buruk 0,19 0,16 0,36 1,26 0,33

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2021

Grafik 2.8
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Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2021

2.1.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI)

Pembangunan manusia, menurut United Nation Development Program
(UNDP) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people’s
choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga yang dianggap penting, yaitu:
panjang umur dan sehat, pendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat
memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur tingkat keberhasilan
pembangunan manusia digunakan suatu ukuran yang dinamakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yaitu
gabungan dari beberapa indikator. Adapun beberapa indikator tersebut terdiri
dari indikator kesehatan (indeks lama hidup), indikator pendidikan (indeks
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi yang
ditunjukkan dengan tingkat daya beli penduduk (purchasing power parity).
Gabungan dari ketiga indikator ini diharapkan mampu mengukur tingkat

kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.
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Angka IPM sejak tahun 2010 sudah menyesuaikan dengan metode baru
dimana IPM disusun berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-
rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pengeluaran per
Kapita (PP). Perkembangan pada masing-masing variabel setiap tahunnya tetap
meningkat. Hanya saja, peningkatan kabupaten lain lebih cepat dibandingkan
Kabupaten Mempawabh.

Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah
mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan
dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), tingkat pengeluaran dan
konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Meskipun naik secara
perlahan, namun Kabupaten Mempawah telah menunjukkan keseriusannya
dalam percepatan peningkatan IPM ini, sehingga bisa berada di atas Kabupaten
Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Kayong Utara.

Beberapa usaha yang dilakukan antara lain perbaikan data primer terkait
Pendidikan dan Kesehatan, koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Perangkat Daerah terkait untuk memprioritaskan program dan
kegiatan yang mendukung percepatan peningkatan IPM ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten
Mempawah pada Tahun 2022 mencapai 66,94 meningkat 0,91 dari tahun 2021
yang mencapai 66,03. Berdasarkan capain IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat, Kabupaten Mempawah berada pada posisi ke-9, dimana posisi tertinggi
adalah Kota Pontianak dengan IPM sebesar 80,48 dan terendah adalah
Kabupaten Kayong Utara dengan nilai IPM baru mencapai 63,81. Adapun
capaia IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 68,63 sehingga capaian
IPM Kabupaten Mempawah masih di bawah capaian IPM Kalimantan Barat.
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Grafik 2.9

Indeks Pembangunan Manusia Kab. Mempawah
Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS, Tahun 2022

Grafik 2.10

IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2022
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Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

2.1.2.2.4. Kemiskinan
2.1.2.2.4.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
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Grafik 2.11

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Barat
2022
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Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

Posisi Relatif yaitu Membandingkan capaian indikator dengan daerah
lain/standar tertentu serta mengetahui capaian daerah dengan capaian di
tingkat Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten
Mempawah tahun 2022 sebesar 5,32 persen menjadikan Kabupaten Mempawah
menjadi Kabupaten ke lima yang persentase penduduk miskinnya sedikit
setelah Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kota
Singkawang. Capaian Kabupaten Mempawah juga lebih rendah dari capaian

Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73% dan capaian Nasional sebesar 9,57 %.

Grafik 2.12
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah
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Sumber : BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2022
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Analisis Perkembangan Antar Waktu yaitu Mengamati capaian terakhir
dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, Grafik diatas menunjukan
tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dalam rentang waktu 2017-2022,
dimana capaian pada tahun 2020 merupakan capaian tingkat kemiskinan yang
terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021 dan 2022

kembali mengalami kenaikan menjadi 5,18% dan 5,32 %.

2.1.2.2.4.2. Garis Kemiskinan (RP)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis
Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan
yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi
kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-
umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,
minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi

di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Grafik 2.13
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022
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Garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah tahun 2022 sebesar Rp.
414.334 berada diposisi kelima dengan garis kemiskinan terendah setelah
Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan
Kabupaten Bengkayang. Sedangkan garis kemiskinan provinsi Kalimatan Barat
pada tahun 2022 sebesar Rp. 520.660 dan garis kemiskinan nasional (September
2022) sebesar Rp.535.547,00/ kapita/ bulan.

Grafik 2.14

Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten
Mempawah Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Selama rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 garis
kemiskinan Kabupaten Mempawah terus mengalami kenaikan sesuai dengan
kenaikan komoditi kebutuhan dasar makanan serta komoditi kebutuhan dasar
non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Mempawah tahun 2022 naik dari
Rp. 387.948 tahun 2021 menjadi Rp. 414.334.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kenaikan garis kemiskinan dari
tahun ketahun merupakan sesuatu yang wajar karena perkembangan harga
tiap-tiap komoditi serta pengaruh inflasi. dibandingkan komoditi bukan
makanan, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar,
komoditi makanan menyumbang sebesar 73,87% pada garis kemiskinan.
Dengan melihat angka ini, kita harus memberikan perhatian ekstra supaya
komoditas-komoditas pangan seperti beras dan sebagainya tidak mengalami

fluktuasi yang tinggi.
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Komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan
tidak mengalami perubahan. Yang utama adalah beras, diikuti rokok kretek
filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan
kopi instan, kue basah, tempe, dan tahu. Sedangkan untuk komoditi bukan
makanan, yang memberi pengaruh paling besar adalah perumahan, bensin,

listrik. pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Grafik 2.15

Analisis Relevansi Garis Kemiskinan
Kab. Mempawah Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Analisis Relevansi digunakan untuk mengamati kesesuaian pola
perubahan capaian dengan wilayah provinsi/nasional. Dalam kurun waktu
2018 sampai dengan tahun 2022 garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah
bergerak naik, sejalan dengan garis kemiskinan provinsi dan nasional. Pada
tahun 2022 garis kemiskinan provinsi berada di bawah garis kemiskinan
nasional, yang mana selama kurun waktu 2018-2021 garis kemiskinan kalbar

selalu di atas garis kemiskinan nasional.

2.1.2.2.4.3.Jumlah Penduduk Miskin

Sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Mempawah sebesar 14.300 jiwa, jumlah ini bertambah 480 jiwa jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13.820 jiwa. Posisi
tertinggi jumlah penduduk miskin ada ditahun 2017 yang mencapai 15.300 jiwa,

dengan program-program pemerintah daerah yang bersinergi dengan
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pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Mempawah dapat berkurang 2.120 jiwa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penurunan kemiskinan di Kabupaten
Mempawah mulai memasuki tahapan yang paling sulit karena tingkat
kemiskinan kemiskinan yang sudah cukup rendah akan sulit untuk diturunkan

lebih rendah lagi.

Grafik 2.16
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah (dalam ribu jiwa)
2018-2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

2.1.2.2.4.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Grafik 2.17

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten Mempawah
Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022
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Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah tahun 2022
sebesar 0,42 atau menurun dari tahun 2021 yang mencapai 0,52. Seperti yang
telah dijelaskan diatas Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan.

Grafik 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah
2018-2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dari tahun 2021-2022
mengalami peningkatan, berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di
Kabupaten Mempawah yang bergerak fluktuatif namun secara time series lima
tahun terakhir cenderung stagnan. Ditahun 2018 mencapai 0,86%, sedangkan
tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,41%. Pada tahun 2021 kembali
meningkat menjadi 0,52%. Dan pada tahun 2022 indek kedalaman kemiskinan
menurun menjadi 0,42.

Untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan perlu ada upaya
kontinyu dari Pemerintah Kabupaten. Salah satunya dengan program yang
menyentuh langsung masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan,
Kartu Prakerja, BLT UMKM, Insentif tarif listrik, dan lain-lain karena jika

program terputus maka indeks kedalaman kemiskinan bisa meningkat lagi.

2.1.2.2.4.5. Indeks Keparahan Kemiskinan
Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
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Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin.

Grafik 2.19

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten Mempawah

Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022
0,66

0,49
0,37 038 04
024 024 027 027 0.3
0,16
009 009 013 015
0,06 I
] [ | l I
< > &

AN > - D & s > ) %
&fb Qf’ %be ,b&b QS O > $‘Zr\ \, {\b Q\ & \’b ’b
ST I TSI T
> & & F &\6@9 @C}Q \&@ﬁ ‘QQ
2
4
]

Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Dalam grafik diatas dapat dilihat Kabupaten Mempawah berada dalam
posisi terendah dibandingkan dengan seluruh Kabupaten Kota yang ada di
capaian Provinsi Kalbar sebesar 0,24 dan capaian Nasional sebesar 0,38

(September 2022).

Grafik 2.20
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mempawah
2018-2022
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Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mempawah

menurun menjadi 0,06 dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,11. Pemerintah
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Kabupaten Mempawah akan tetap terus mempertahankan agar tidak terjadi

kenaikan indeks keparahan kemiskinan.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Mempawah dapat dilihat
dari 2 (dua) aspek yaitu: Aspek Kebudayaan dan Aspek Pemuda dan Olahraga.

2.1.2.3.1. Aspek Kebudayaan
Aspek Kebudayaan difokuskan pada indikator-indikator yang ada
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain

sebagai berikut:

Tabel 2.17

Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Mempawah
Tahun 2019-2021

No. Indikator 2019 | 2020 | 2021

1. | Adat budaya daerah yang dilestarikan 6 6 7

2. |Jumlah penyelenggaraan festival seni 5 7 )
dan budaya

3. |Jumlah kelompok budaya/sanggar yang 7 5 S
dibina

4. |Jumlah sasaran penyelenggaraan seni 3 3 3
dan budaya

S. | Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar 60 21 17
budaya yang dilestarikan

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Ditilik dari data realisasi capaian urusan Kebudayaan di atas,
dapat diketahui bahwa capaian indikator-indikator urusan
Kebudayaan terlihat semakin menurun. Hal ini terutama disebabkan
adanya keterbatasan/penurunan anggaran yang dikelola oleh Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan dalam rangka recofusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Padahal jumlah
sangar-sanggar seni budaya banyak bermunculan, namun belum bisa

dibina dengan baik.
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2.1.2.3.2. Aspek Pemuda dan Olahraga
Aspek Pemuda dan Olahraga difokuskan pada indikator-indikator
yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
antara lain sebagai berikut:
Tabel 2.18

Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga
di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021

No. Indikator 2019 | 2020 | 2021

Persentase cabang olahraga yang

berprestasi di tingkat Nasional 45 S0 65

Persentase cabang olahraga yang

berprestasi di tingkat Provinsi 90 SIS 75

Persentase pemuda yang menjadi

3 anggota aktif di organisasi kepemudaan

26 45 65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Ditilik dari data realisasi capaian urusan Pemuda dan Olahraga
di atas, dapat diketahui bahwa ada capaian indikator-indikator urusan
Pemuda dan Olaharaga yang terlihat semakin menurun seperti
prosentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi pada
tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 75%.

Sementara dua indikator lainnya, seperti prosentase cabang
olahraga yang berprestasi di tingkat Nasional dan prosentase pemuda
yang menjadi anggota aktif di organisasi kepemudaan mengalami
peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan
bahwa peran Pemuda masih mendapat perhatian untuk aktif berkarya

dalam pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Mempawah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat
dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib
dan fokus layanan urusan pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib
terdiri dari Urusan Pemerintah Wajib Terkait Pelayanan dasar dan

Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan dasar
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2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui pengukuran
kinerja atas indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib
pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat yang
terdiri dari 6 urusan, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman,
etentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan

Sosial.

2.1.3.1.1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting
dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta
memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum
kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat

dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara
jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada
berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah
yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti
makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Namun
demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai
meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam
pendidikan. APS Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 untuk
jenjang SD/MI sebesar 103,03 dan SMP/MTs sebesar 94,23. Jika
dilihat dari tahun 2018-2021 APS untuk semua jenjang mengalami
peningkatan, hal ini merupakan bentuk adanya dampak positif dari
program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai

ketentuan.
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Grafik 2.21
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021
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Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah, 2022.

2) Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah (APTS) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu
(SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang
pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

APTS jenjang SD/MI Kabupaten Mempawah pada tahun 2021
sebesar 0,11 persen atau sebanyak 35 siswa putus sekolah. Untuk
jenjang SMP/MTs sebesar 0,30 persen atau sebanyak 41 siswa putus
sekolah. Secara umum angka putus sekolah di Kabupaten Mempawah
dari tahun 2018-2021 berhasil diturunkan, namun perlu dilakukan
langkah-langkah strategis agar angka putus sekolah tidak meningkat

atau bahkan mencapai O persen.

Tabel 2.19
Angka Putus Sekolah (APTS)
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Angka Putus Sekolah
(APTS) % 2018 | 2019 | 2020 | 2021
SD/MI 0,17 0,07 0,13 0,11
SMP/MTs 0,77 0,21 0,31 0,30

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah, 2022.
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Grafik 2.22
Persentase Angka Putus Sekolah (APTS)
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021
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Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah, 2022.

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid sekolah adalah Perbandingan antara
jumlah guru dan murid pada suatu jenjang sekolah. Rasio ini
Menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu
pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin
berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid
sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Selain itu juga
untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai
mutu pengajaran.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru, standar ideal rasio murid-guru adalah 20:1 untuk
SD, 20:1 untuk SMP, 20:1 untuk SMA, dan 15:1 untuk SMK.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi
ketersediaan guru/murid di Kabupaten Mempawah per jenjang

pendidikan selama kurun waktu Tahun 2018-2021.

Tabel 2.20

Rasio Guru/Murid di Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2021

Uraian 2018 2019 2020 2021

Jumlah Guru SD 1.445 1.743 1.795 1.690
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Uraian 2018 2019 2020 2021
Jumlah Murid SD 26.599 | 26.675 | 27.316 | 26.551
Rasio 1/18 1/15 1/15 1/16
Jumlah Guru SMP 537 629 632 615
Jumlah Murid SMP 9.072 9.036 9.394 8.329
Rasio 1/11 1/14 1/15 1/14

Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2022.

Rasio guru dan murid tingkat SD dari Tahun 2018-2021
mengalami perkembangan fluktuatif, di mana pada tahun 2018 rasio
guru dan murid yaitu 1:18, kemudian pada tahun 2019 menurun
menjadi 1:15, pada tahun 2020 rasio guru dan murid tetap 1:15 dan
pada tahun 2021 rasio guru dan murid meningkat menjadi 1:16 yang
artinya satu orang guru dapat mendidik siswanya sebanyak 16 siswa
Untuk rasio guru dan murid jenjang SMP pada tahun 2021 yaitu 1:14
atau satu orang guru untuk 14 siswa. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 74 tahun 2008, rasio guru dan murid di Kabupaten

Mempawah untuk jenjang SD dan SMP sudah sangat ideal.

4) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan
tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua

penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.21

Rasio Ketersediaan Sekolah

Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021
Uraian 2018 2019 2020 2021
Jumlah gedung sekolah SD 187 190 190 188
Jumlah penduduk usia 7-12 | 35 650 | 32781 | 32.838 | 32.664
Tahun
Rasio 57,33 57,90 57,86 57,56
Jumlah gedung sekolah SMP 49 49 49 48
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Uraian 2018 2019 2020 2021

Jumlah penduduk usia 13-15
Tahun

Rasio 29,64 30,75 30,77 30,59
Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2022.

16.533 | 15.936 | 15.926 | 15.692

Rasio ketersedian sekolah SD pada Tahun 2018-2021 mengalami
cenderung tetap berada pada 57-58 gedung tiap 10.000 penduduk usia
pendidikan SD. Pada tahun 2018 jumlah gedung SD sebanyak 187
sekolah yang tersedia dan meningkat pada Tahun 2019 bertambah 3
sekolah baru menjadi 190 sekolah. Untuk tahun 2020 tidak ada
penambahan sekolah baru. Sedangkan pada tahun 2021 menurun
menjadi 88 gedung SD. Adapun rasio ketersediaan sekolah SD pada
tahun 2021 sebesar 57,56.

Rasio ketersediaan SMP pada tahun 2021 yaitu 30,59 atau 40
gedung untuk 10.000 penduduk usia pendidiakn SMP. Mulai dari
tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah gedung SMP sebanyak 49
gedung, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 48 gedung saja.
Jika dilihat dari tahun 2018-2021 rasio ketersediaan SMP juga
meningkat dari 29,64 sekolah per 10,000 penduduk usia SMP menjadi
30,59 sekolah per 10.000 penduduk usia SMP.

5) Persentase Kondisi ruang kelas baik.

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu
indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di
Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2021 kondisi ruang kelas di
Kabupaten Mempawah mengalami perbaikan dengan tidak adanya
ruang kelas yang rusak berat maupun rusak ringan baik di jenjang SD
maupun SMP. Untuk kondisi rusak ringan tingkat SD sebanyak 835
raung kelas atau 58,56 persen, sedangkan dalam kondisi baik sebanyak
591 ruang kelas. Adapun kondisi ruang kelas SMP juga sudah cukup
baik, tidak ada sekolah dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang.
Kondisi ruang kelas dalam keadaan rusak ringan sebanyak 209 ruang
kelas atau 49,64 persen dan dalam kondisi baik sebanyak 212 ruang

kelas atau 50,36 persen. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi
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ruang kelas baik di Kabupaten Mempawah per jenjang pendidikan

selama kurun waktu Tahun 2015-20109.

Tabel 2.22

Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2021

Jenjang Pendidikan 2018 2019 | 2020 2021
Jumlah SD 188 190 190 188
RB 173 227 272 -
RS 89 92 219 -
RR 1003 959 820 835
B 591
Total ruang kelas 1265 1278 | 1311 1426
% RB 13,68 17,76 | 20,75 0,00
% RS 7,04 7,20 | 16,70 0,00
% RR 79,29 75,04 | 62,55 | 58,56
% B 41,44
Jumlah SMP 49 49 49 48
RB 12 10 19 -
RS 15 19 74 -
RR 303 302 273 209
B 212
Total ruang kelas 330 331 366 421
% RB 3,64 3,02 5,19 0,00
% RS 4,55 574 | 20,22 0,00
% RR 91,82 91,24 | 74,59 | 49,64
% B 50,36

KET: RB = Rusak Berat + Rusak Total

RS  =Rusak Sedang
B/RR = Baik + Rusak Ringan
Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2018-2021.

Kenaikan drastis kondisi sekolah yang baik atau rusak ringan
terjadi mulai tahun 2018 sejak diprioritaskannya Dana Alokasi Khusus
(DAK) pada sektor pendidikan dengan prinsip penuntasan, dimana
sekolah harus tuntas atau selesai dibangun, baru kemudian dapat
mengajukan pembangunan atau rehabilitasi sekolah lainnya. Hal ini
memacu Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala baik dari segi data DAPODIK sebagai acuan
Pemerintah Pusat maupun secara

tinjauan lapangan untuk
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pembaharuan kuantitas dan kualitas sarana Pendidikan di Kabupaten

Mempawah.

6) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pendidikan Anak Usia Dini b.
Pendidikan Dasar c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan
kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis
Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup : 1) Standar jumlah dan
kualitas barang dan/atau jasa; 2) Standar jumlah dan kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan; dan 3) Tata cara pemenuhan standar.

Pada tahun 2022 tingkat partisipasi warga negara usia 7-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 61,44
persen (2.391 jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar
di pendidikan kesetaraan dibagi 3.891 jumlah anak usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dikali

100%).

2.1.3.1.2. Kesehatan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai
berikut :
1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita.
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan
suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik,
lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi,

kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya
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pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Strategi pelayanan

kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti

itu dapat dilakukan di Posyandu.

Berikut perkembangan rasio Posyandu terhadap balita di

Kabupaten Mempawah periode Tahun 2018-2021.

Tabel 2.23

Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2021

Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah Posyandu 230 230 244 244
Jumlah Balita 25.463 | 25.262 | 17.132 | 19.948
Rasio (%) 0,90 0,9 1,42 1,4

Sumber : Dinkes, PP dan KB, 2021

Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada Tahun
2021 ada 244 Posyandu dengan klasifikasi termasuk Posyandu
Pratama sebanyak 44 atau 18 %, Posyandu Madya sebanyak 167 atau
68,4%, Posyandu Purnama sebanyak 33 atau 13,5 %, namun belum
ada Posyandu Mandiri.

Rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Mempawah tahun
2021 yaitu 1,4 per 100 balita. Artinya setiap 100 balita dapat ditangani
oleh 1-2 posyandu.
2) Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan
Beberapa indikator pencapaian kinerja pelayanan pada urusan
Kesehatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun

2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2021

Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
[1] [2] 3] [4] [S] [6] [7]
Angka Kematian Bayi
1 (AKB) per 1.000 7 44 3,8 7,2 4,7
kelahiran hidup.
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No

Uraian

Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

Angka Kematian Balita
per 1.000 kelahiran
hidup

0,2

0,2

4,7

Angka Kematian
Neonatal per 1.000
kelahiran hidup

2,6

5,1

3,7

Angka Kematian Ibu
(AKI) per 100.000
kelahiran hidup

153

44,16

141

141

350

Rasio Posyandu per
100 Balita

0,87

0,9

0,9

1,4

1,4

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu per
100.000 penduduk

0,1356

0,134

0,134

0,134

0,134

Rasio Rumah Sakit per
100.000 penduduk

0,0039

0,0038

0,0038

0,0038

0,00383

Rasio Dokter per
100.000 penduduk

13,56

12,25

4

Rasio Bidan per
100.000 penduduk

102,74

102,218

56,4

68,87

67

10

Rasio Perawat per
100.000 penduduk

76,92

76,92

91,59

88

84

11

Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang
ditangani (%)

53,99

61,08

83,80

72,30

70,26

12

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan (%)

80,42

79,34

88,2

92,86

93,03

13

Cakupan Kelurahan
UCI (%)

76,12

56,72

56,7

56,7

58,2

14

Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan (%)

100

100

100

100

100

15

Persentase anak usia 1
tahun yang
diimunisasi campak
(%)

85,21

79,34

77,1

68,9

80,1

16

Non polio AFP rate per
100.000 penduduk

1,3

17

Cakupan balita
pneumonia yang
ditangani (%)

72,11

73,73

65

21,11

13,34

18

Cakupan Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC
BTA (%)

90,68

89,25

83,9

82,3

82,5

19

Incident Rate (IR) DBD
per 100.000 penduduk

59,6

30,2

97,6

15,7

10,1

20

Penderita diare yang
ditangani (%)

77,3

100

100

100

100

21

Cakupan Kunjungan
Bayi (%)

80,55

82,22

89,9

91,37

89,26

22

Cakupan kunjungan
Ibu hamil K4 (%)

81,91

82,18

89,7

89,99

93,64

23

Cakupan pelayanan
nifas (%)

72,31

76,87

88,7

94,09

97,39
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Tahun

No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

Cakupan neonatus
24 | dengan komplikasi 29,08 33,65 32,1 40,25 33,1
yang ditangani (%)

Cakupan pelayanan

25 | anak balita (%)

43,17 | 68,82 86,4 | 81,25 74,19

Cakupan penjaringan
26 | kesehatan siswa SD 95,94 94,86 98,1 17,2 69,3
dan setingkat (%)

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2017-2022

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu
tantangan dan peluang dalam rangka ~meningkatkan dan
mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan
kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah
harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan
global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat
dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut.

Hal ini telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh
karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pula terhadap
kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten
Mempawah agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana

pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan

jalan yang baik salah satu pendukung percepatan pertumbuhan

pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik menjadi

modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian

daerah. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada
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besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa

tingkatan yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak sedang, dan rusak

berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik selama kurun waktu 2018-2021.

Tabel 2.25

Kondisi Jalan dan Persentase Jalan Mantap
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Km)

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Kondisi Jalan Baik 197.699 | 161.010 | 165.771 | 176.422 | 164.031
Kondisi Jalan 130.348 | 186.666 | 204.539 | 204.710 | 209.550
Sedang
Kondisi Jalan Rusak | 14 536 | 102.078 | 192.653 | 183.772 | 192.873
Ringan
Kondisi Jalan Rusak | ;g5 940 | 182319 | 69.110 | 67.169 | 65.619
Berat
i:lt:rll Panjang 632.073 | 632.073 | 632.073 | 632.073 | 632.073
Persentase Jalan 51,90 | 55,01 | 58,59 | 60,30 | 59,10
Mantap

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023
Grafik 2.23
Grafik Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022
250.000
2()‘ 710
200.000 118 . 183.772 — %gg:ggg
: 7 6.2
150,000 - ‘-m 71 176.422 —® 164.031
100.000 118.086 102.078
—67.169 -0 65.619
50.000
0
20L& Kondisi ]algnq]Bgaik 2% ondisi Jalan S%Qi%}lg 2022
Kondisi Jalan Rusak Ringan ==@==Kondisi Jalan Rusak Berat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

Pada tahun 2018 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai

197.699 km dan pada tahun 2022 kembali menjadi 164.031 km atau

menurun sebesar 17,03 persen selama periode 2018 sampai 2022.

Adapun jalan dengan kondisi sedang bertambah sebesar 60,76 persen,
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rusak ringan bertambah 63,33 persen dan jalan dengan kondisi rusak

berat menurun sebesar 64,71 persen.

2) Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Rawa

Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015
tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar
Prosedur dan Kriteria/NSPK).

- Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan
irigasi tambak.

- Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari
satu jaringan irigasi

- Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan
untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan
pembuangan air irigasi.

Daerah Irigasi dan Daerah Rawa yang berada di Kabupaten
Mempawah dapat dilihat dari Kondisi Baik, Kondisi Rusak Sedang dan
Kondisi Rusak Berat. Maka secara lengkap dapat dilihat pada Tabel
2.26 tentang Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa.

Adapun Daerah Irigasi dalam Kondisi baik yang ada di
Kabupaten Mempawah 2020-2022 mengalami peningkatan dari 74%
pada tahun 2020 dan menjadi 81% pada tahun 2021 serta meningkat
lagi menjadi 82% pada tahun 2022.

Sedangkan Daerah rawa dalam Kondisi baik yang ada di
Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari 18% pada tahun
2020 dan menjadi 25% pada tahun 2021 serta menurun menjadi 20%
pada tahun 2022.

Tabel 2.26

Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa
di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022

Uraian 2020 2021 2022
Daerah Irigasi
Kondisi Baik 2.650,00 2.899,17 2.906,93
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Uraian 2020 2021 2022

Daerah Irigasi

Kondisi Rusak Sedang 718,87 522,68 500,31

Kondisi Rusak Berat 192,25 140,15 154,86

Luas Daerah Irigasi 3.562 3.562 3.562
Daerah Rawa

Kondisi Baik 8.552,35 11.805,96 | 9.498,00

Kondisi Rusak Sedang 21.396,52 | 21.386,52 | 20.658,87

Kondisi Rusak Berat 17.598,95 | 17.254,67 | 17.390,95

Luas Daerah Daerah 47.547,82 | 47.547,82 | 47.547,82

B DB MR O 51.109,82 | 51.109,82 | 51.109,82

Daerah Rawa

Sumber: elppd. kemendagri.go.id 2020-2022

3) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Saat ini Kabupaten Mempawah masih belum memiliki sarana
pengelolaan air limbah terpusat skala kota, namun upaya penyediaan
sarana pengolahan air limbah domestik skala kawasan/komunal terus
dilakukan dan dikembangkan, terbukti dengan terbangunnya IPAL
kawasan di beberapa kelurahan yang sudah dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat, seperti IPAL Komplek Perumahan Suharto, RS. Rubini dan
Pasar Terpadu Sui. Pinyuh sedang sisanya menggunakan MCK umum
atau langsung dibuang ke sungai dan bibir pantai. Namun di sisi lain
sebagian besar masyarakat sudah melengkapi rumahnya dengan
WC/jamban pribadi walaupun masih menggunakan tangki septik tidak
aman dan sebagian kecil sudah menggunakan tangki septik aman.

Ada beberapa infrastruktur air limbah yang telah dibangun di
Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel.2.27.
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Tabel 2.27

Data Air limbah yang dibangun di Kabupaten Mempawah

No (Kegiatan Pembangunan Air Limbah Desa/Kelurahan Kecamatan Tahun S;r::aer
1 |Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Penibung Penibung Mempawah Hilir 2019 DAK
2 |Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Sengkubang Sengkubang Mempawah Hilir 2019 DAK
3 |Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Sungai Kunyit Hulu Sungai Kunyit Hulu Sungai Kunyit 2019 DAK
4 |Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Bukit Batu Bukit Batu Sungai Kunyit 2019 DAK
5 |Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Ponpes Darussalam Sengkubang |Sengkubang Mempawah Hilir 2019 DAK
6 |Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan STAIM Mempawah Terusan Mempawah Hilir 2019 DAK
7 |Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Ponpes Al Mukhlisin Antibar Mempawah Timur 2019 DAK
8 |Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Sungai Purun Kecil |Sungai Purun Kecil Sungai Pinyuh 2019 DAK
9 |Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Sungai Batang Sungai Batang Sungai Pinyuh 2021 DAK
10 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Parit Bugis Segedong 2022 DAK
11 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sungai Batang Sungai Pinyuh 2022 DAK
12 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Penibung Mempawah Hilir 2022 DAK
13 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sungai Purun Besar _ [Segedong 2023 DAK
14 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kuala Secapah Mempawah Hilir 2023 DAK
15 |Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Penibung Mempawah Hilir 2023 DAK
16 [Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sungai Bundung Laut |Sungai Kunyit 2023 DAK

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

4)

Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja RTH dalam
RTRW/RDTR/RTR Kawasan Strategis /RTR Kawasan Perkotaan,

ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan
dimaksudkan untuk selain sebagai sarana lingkungan juga dapat
berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya tanaman
dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang
kelestarian air dan tanah. Kebijakan penetapan RTH di Kabupaten
Mempawah sebagaimana yang tertuang pada dokumen RTRW adalah
menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30% dari luas

wilayah kota.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan bidang wurusan perumahan dan Kawasan
pemukiman di Kabupaten Mempawah menunjukkan kemajuan dari
tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator luasan
Kawasan kumuh yang diperbaiki dan penanganan rumah layak huni
yang diperbaiki. Dimana terjadi peningkatan kawasan kumuh yang
ditangani, meningkat signifikan dari 24,97 Ha menjadi 216,603 Ha.
Hal disebabkan adanya acuan SK Kawasan Kumuh terbaru yaitu
mengacu pada SK Bupati Mempawah Nomor 297 Tahun 2021 tentang

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten
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Mempawah (luas kawasan kumuh mencapai 216.603 Ha) dimana SK
tersebut merupakan revisi dari SK Bupati Mempawah Nomor 173
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mempawah
Nomor 226 Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mempawah (luas

kawasan kumuh mencapai 24,07 Ha).

Tabel 2.28

Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Mempawah 2020-2022
Tahun

2020 | 2021 | 2022

No. Uraian

Hunian untuk Penyediaan dan
1. rehabilitasi rumah layak huni bagi 100 100% 100%
korban bencana kabupaten/kota

Fasilitasi hunian penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat terdampak

2 relokasi program pemerintah 0 0 0
kabupaten/kota
Persentase kawasan permukiman kumuh

3. dibawah 10 ha di kab/ kota yang 19.994% | 2.82% 3.364%
ditangani

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 10.649 10377 10.922

Tidak Layak Huni)

Jumlah perumahan yang sudah
S. dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 82.907 82.907 89,778
Utilitas Umum)

Sumber: elppd.kemendagri.go.id 2020-2022

2.1.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait
dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang
tenteram, terbib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat
diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan
perundangundangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak
konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya
masih cukup tinggi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, terjadi

penurunan kasus tidak pidana sebanyak 305 kasus menjadi 297 kasus,
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namun penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Mempawah juga

mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih

tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini

menjadi

Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.29

Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana
Kabupaten Mempawah 2016-2020

cerminan untuk meningkatkan penegakkan hukum di

No Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Tindak Pidana 305 308 268 265 297

2 | Penyelesaian Tindak | ¢/ 54 | g5 14 | 9883 | 98,49 | 59,20
Pidana

Sumber: Statistik Kriminal Kabupaten Mempawah 2020

SPM Urusan Ketenteraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarkat Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
Adapun indikator keberhasilan dari sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum dapat dilihat dari hasil capaian berikut :

Tabel 2.30

Indikator Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Tahun 2020-2022

No Indikator 2020 2021 2022

1. Persentase Gangguan | 5/5x 100% = 100% | 8/8 x 100% = | 20/22 x 100%

2. Persentase Perda dan | 5 Perda/5 Perdax |8 /12x 100% =| 8 /13 x 100%
Perkada yang ditegakkan 100% = 100% 66,67% - 61,54%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah 2023

- Sub Urusan Kebakaran;

Sub urusan kebakaran terdiri dari dua indikator berikut ini.
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Tabel 2.31

Indikator Sub Urusan Kebakaran
Tahun 2020-2022

No Indikator 2020 2021 2022
Persentase pelayanan 10/12 x
penyelamatan dan 106/110 x 7/15x100% 100% —
evakuasi korban 100% = 96% = 46,67% ?
kebakaran 83%
Waktu tanggap (response
time) penanganan 15 menit 9 menit 10 menit
kebakaran

Sumber : BPBD Kabupaten Mempawah 2022
- Sub Urusan Bencana Daerah.

Indikator dari sub urusan bencana daerah terdiri dari tiga indikator

yaitu:
Tabel 2.32
Indikator Sub Urusan Bencana Daerah
Tahun 2020-2022
No | Indikator 2020 2021 2022
Jumlah warga negara yang 60 30 135.442 org

memperoleh layanan informasi

(64%)
rawan bencana

Jumlah warga negara yang 25.935 30 30 org
memperoleh . lgyanan (100%)
pencegahan dan kesiapsiagaan

terhadap bencana

Jumlah warga negara yang | 30.708/43.863 44.441 1.109 org

memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

x 100% = 70%

Sumber : BPBD Kabupaten Mempawah 2023

2.1.3.1.6. Sosial

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti di Kabupaten Mempawah sejak Tahun 2020
terus meningkat, tercatat pada tahun 2020 terdapat 25.892 orang dan
yang ditangani berjumlah 21.415 orang atau sebesar 84,23 persen,
namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 38.638 orang dan yang
dapat ditangani sebanyak 27.591 orang atau 71,41 persen. Sedangkan
pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah

38.260 jiwa dan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 34.459
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jiwa atau mencapai 90 %. Dengan demikian jumlah layanan yang
diberikan meningkat.

Pada Tahun 2022 Kementerian Sosial telah mengganti sebutan
bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial No 7 Tahun
2021 tentang Asisstensi Rehabilitasi Sosial

Adapun Prosentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang

Jumlah Penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia

Persentase (%) terlantar, lanjut usia tgrlantar dan

Penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar,
lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti

terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

= Populasi Penyandang disabilitas 100%
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) di dapat
dari rumus yaitu

Sedangkan Persentase korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten/kota (Indikator SPM) di dapat dari rumus

yaitu

Jumlah korban bencana alam
dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasamya dalam
satu tahun anggaran
Populasi korban bencana

= alam dan sosial di daerah X 100%
kabupaten Mempawah yang
membutuhkan perlindungan
dan jaminan sosial pada saat
dan setelah tanggap darurat
bencana

Persentase korban
bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggapm darurat
bencana
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Tabel 2.33

Indikator Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Mempawah 2020-2022

No Uraian 2020 2021 2022
1 Persentase (%)
penyandang

disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
gelandangan
pengemis yang = 84,23 =71,41% =90,00%
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
(Indikator SPM)

21.415/25.892 | 27.591/38.638 | 34.459/38.260

x 100% x 100% X 100%

2 | Persentase korban
bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

72.695/72.695 | 51.520/51.520 195/195

o) o o
pada saat dan setelah x 100% x 100% x 100%
tanggap darurat — 100% ~ 1oo%  100%
bencana daerah
kabupaten/kota

Sumber : BPBD Kab. Mempawah, 2023

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: (1) rehabilitasi
sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2)
rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, (3) rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) rehabilitasi social
dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam
panti, (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.
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Tabel 2.34
Capaian SPM Bidang Sosial.
Tahun 2020-2022

Pelayanan Rumus penghitungan
No | Dasar Bidang kinerja 2020 2021 2022
Sosial
1. | Rehabilitasi i ey s 145/736 x 388/2.985 131/2.758
Sosial Dasar | pis) tntar Luar Pan yng leh 100% % 100% = 13 % | X 100%= 4,75%
Penyandang oty dsdits | Epehiwiatsng X =20%
Disabilitas feanta e ek Popuesi Penyandang dsabitzs )

Terlantar di Luar
Panti

terantar d ar pent

2. | Rehabilitasi — b o o 15.605/18.610 | 16.707/20.871 | 19.254/19.928
Sosial Dasar | e =y | X100%=84% | 1000 = 80% | X 100%= 100%
Anak Terlantar dl luar pan E:.fb‘aﬁ Anak terlantar di luar
Luar Panti.

3. | Rehabilitasi e 1.124/6.054 x | 10.440/14.776 | 15.025/15.525
Sosial Dasar | B2=%2  ewwesna x| 100% = 19% o — 0 o _
Lanjut Usia | #eakepe Populasi Lanjut usia terantar di X 100% =71% X 100% -
Terlantar di Luar - 96,77%

Panti
4. | Rehabilitasi Pl  hnatGetagn prgns 49/49 X 100% | 56/56 x 100% | 49/49 x 100%
Sosial Dasar 533";‘22%?:;‘“ :rn:\?l:;t];[kzafel:uy:g[gs:h X
- - - -
El];llna Susila s:ggemislenamarluar ) tl;onz:‘t;s:giell;::!::ﬁl?npengemxs w1 =100% = 100% = 100%
ususnya
Gelandangan
Dan Pengemis di
Luar Panti
S. | Perlindungan j::'::sra"lf:::g"g;gm'am 72.695 46.967/46.967 | 195/195
Dan Jaminan | Peseasehotan kebutuhan dasamya delam
. b fam d . (o) 0
Sosial pada Saat | casmes M KK/72.695 KK | X 100% X 100%
kebutuhan dasamya o — — —
dan Setelah | /oo :Laﬁﬁg:iﬂsgﬁs;aaairzzng x | = 100% = 100% = 100%
Tanggap Darurat La;ngcga?pamdalural membutuhkan perfindungan
Bencana B agj dan jaminan sostal pada saat

Korban Bencana
Daerah
Kabupaten/Kota.

dan seteleh tanggap derurat
bencana

Sumber : Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kab. Mempawah, 2023

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan

Pemerintahan Wajib Non Dasar menjadi

bagian dalam wurusan

pemerintahan yang wajib diselenggrakankan namun tidak termasuk

pelayanan dasar di masyarakat.
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Fokus layanan urusan wajib urusan wajib pemerintahan daerah
yang bukan pelayanan dasar masyarakat yang terdiri dari 17 urusan,
yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, kependudukan dan catatan
sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika,
Koperasi dan usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kepemudaan
dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan
kearsipan. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

2.1.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja terlihat bahwa penduduk bekerja
menurut Pendidikan yang paling besar pada tahun 2017-2018
penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah
Tidak/Belum Tamat SD masing-masing sebesar 28.539 dan 29.292.
Sedangkan penduduk berpendidikan SD di tahun 2019 dan 2020
tercatat masing-masing 27.072 dan 29.465 orang serta di tahun 2021
bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah
penduduk berpendidikan SMA/SMK sebesar 29.707 orang, rincian
seperti tabel di bawah ini. Jadi terlihat pergeseran setiap tahunnya
bahwa penduduk bekerja setiap tahun mempunyai tingkat pendidikan

yang lebih tinggi.

Tabel 2.35

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan
Tahun 2017-2021

e Tingkat Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021
1 Tidak/Belum Pernah Sekolah | 9.650 10980 | 6.217 2.035 1.562
2| Tidak /Belum Tamat SD 28.539 | 29.292 | 20473 | 24.380 | 26.212
3 |sD 25.854 | 25.695 | 27.072 | 29465 | 24.644
4 |smp 17.055 | 15.809 | 21.221 | 20.296 | 18.298
5 |sMmaA 22.840 | 24.440 | 19.657 | 28.748 | 29.707
6 Diploma I/II /1II/ Akademi 833 1.483 6.300 2.474 1.898
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No
Tingkat Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021
7 Universitas 4.661 4.243 2.344 8.587 8.968
Jumlah 109.432 | 111.942 | 109.432 | 109.432 | 111.290

Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (diolah)

2.1.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat

digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Kabupaten
Mempawah pada tahun 2019 adalah 87,78, angka ini meningkat
menjadi 87,92 pada tahun 2020. Jadi setiap tahun kecenderungan
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mempawah mengalami

kenaikan.

Tabel 2.36

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Capaian Indeks Pembangunan
Gender di Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2020 (Nilai)

Indeks
N Pembangunan 2017 2018 2019 2020 2021
o
Gender
1 Kab. Mempawah 86.98 87.76 87.78 87.92
Sumber: BPS Kabupaten Mempawah 2017-2020
Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten

Mempawah pada tahun 2018 adalah 61,62 meningkat menjadi 62,22
tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 62,27.
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa upaya pembangunan Gender
di Kabupaten Mempawah telah meningkatkan kualitas pembangunan

berbasis gender.
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Tabel 2.37

Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021

Indeks
No Pemberdayaan 2017 2018 | 2019 | 2020 2021
Gender (IDG)
1 Kab. Mempawah 62,91 61,62 62,22 | 62,27

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah 2017-2020

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka
pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang
satu

juga menjadi salah

Berkelanjutan (TPB/SDG’s). Kondisi keseteraan gender dapat dilihat

tujuan pada Tujuan Pembangunan

dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan

indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan

2.1.3.2.3. Urusan Pangan

Capaian indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu
Indeks Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat dengan konsumsi rata-
rata konsumsi Kalori dan Protein perkapita perhari yang di jabarkan

pada Tabel berikut.

Tabel 2.38

Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein
per Kapita Tahun 2020-2021

. Rata-rata

Rata-rata Konsumsi q q
No . . Konsumsi Protein
R egIrelhapics er kapita sehari

Kelompok Makanan sehari (KKAL) P p
(Gram)

2020 2021 2020 2021
1 Padi-padian 760,60 843,98 17,88 19,84
2 | Umbi-umbian 20,81 28,07 0,19 0,24
3 | Ikan 69,68 73,47 11,90 12,57
4 | Daging 56,76 53,16 3,16 2,90
5 | Telur dan Susu 51,59 53,42 3,03 2,96
6 Sayur-sayuran 26,52 26,25 2,02 1,98
7 Kacang-kacangan 26,89 25,89 2,45 2,41
8 Buah-buahan 36,83 28,04 0,41 0,28
9 Minyak dan Lemak 250,42 245,94 0,09 0,15
10 | Bahan Minuman 116,22 118,04 0,86 0,89
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. Rata-rata

Rata-rata Konsumsi . q
No . . Konsumsi Protein
Kalori per kapita o o
Kelompok Makanan sehari (KKAL) per kapita sehari

(Gram)

2020 2021 2020 2021
11 | Bumbu-bumbuan 8,23 7,49 0,30 0,27
12 | Konsumsi Lainnya 50,33 54,57 1,10 1,17

Makanan dan

13 | Minuman Jadi 294,74 279,89 9,92 9,01
Jumlah 1.769,62 | 1.838,22 53,31 54,67

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2021-2022

2.1.3.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerinath
Kabupaten Mempawah dalam hal ini penetapan lokasi oleh Bupati
Mempawah sanpai dengan tahun 2020 karena setelah itu tidak
diperlukan lagi izin lokasi karena adanya Udang-undang Cipta Kerja

dengan aturan turunannya yaitu antara OSS.

Tabel 2.39
Data penerbitan Izin Lokasi di Kabupaten Mempawah
sampai Tahun 2019
2007-
N Jenis Perizinan | 59313 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
o
1 Izin Lokasi 17 1 1 1 2 2
Sumber: Dinas Perkimtan kabupaten Mempawah Tahun 2020
Tabel 2.40
Data Luas Izin Lokasi Yang Telah Diterbitkan Sesuai RTRW
Kab. Mempawah 2014-2034

LUAS

NO. NAMA PERUSAHAAN LUAS AWAL REVISI
(Ha)
(Ha)

1 PT. MEMPAWAH PERMAI LESTARI 11.048 7.373
2 PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA 13.000 13.000
3 PT. PALM AGRO MAKMUR 20.000 14.879
4 PT. PENITI SUNGAI PURUN 15.000 13.121
5 PT. ARIA HIJAU ALAM LESTARI 15.775 11.563
6 PT. TANJUNG INDAH PLANTATION 6.500 6.500
7 PT. BRENT MULTIDAYA 10,602 10.602
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NO. NAMA PERUSAHAAN LUA(SH:)W AL ;1;1\221
(Ha)
PT. TRIKARTIKA 1.000 1.000
PT. INDOBARU MEGA MAKMUR 4,88 4,88
10 | PT. MANDIRI TUGU SUKSES 4,021 4,021
11 | PT. ENERGI UNGGUL PERSADA 50 50
12 | PT. KALIMANTAN KELAPA JAYA 5 5
13 | PT. ANTAM 572,2 441
14 | PT. ANTAM 195,32 195,32
15 | PT. BAI 483 483
16 | PT. ANTAM jalur transportasi 105 105
Jumlah 83.753 79.326

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah 2023

Ada urusan pertanahan di Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah menyelesaikan sertifikat

tanah yang belum ada pada asset pemerintah daerah.

Tabel 2.41

Penyelesaian Penerbitan Sertifikat Tanah pada Aset
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

RENCANA AKSI / WAKTU PENYELESAIAN
2020 2021 2022 2023 2024
TAHAPAN / URAIAN KEGIATAN Belum Belum Belum Belum Belum
.. .| Proses | Sertiftk {Proses | Sertifik |Proses | Sertifik | Proses | Sertifik |Proses
Sertifikat
at at at at
1 2 3 4 5 § 7 8 9 10 | u

1 {Tanah Milik Pemerintah Kabupaten 41 57 L aar | ea | aor | 33| 4y

Memnawah
2 |Target Proses Sertifikasi Tanah Milik

Pemerintah Kabupaten Mempawah 60 100 30 100 17

yang sudah clear and clean
3 Sertifikat yang telah terbit an. Pemda 3 2 5

Kab. Mempawah
Keterangan (data per 31 Desember 2022)
- Tanah Bersertifikat a.n. Pemkah 306 persil

Mnmnamoh
- Dalam Proses Sertifikasi 196 persil
- Tanah Belum Sertifikat 231 persil

Jumlah Total 733 persil

Sumber: Dinas Perkimtan kabupaten Mempawah Tahun 2022
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2.1.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah masih rjaga
kelestariannya, termasuk di kawasan lindung. Pencemaran dapat
berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti
tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang
terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari
berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir
sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat
penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan
asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air
sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran
lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang
belum ramah lingkungan, seperti maraknya pertambangan tanpa ijin
(PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan
industri di wilayah Sungai Pinyuh, Siantan dan Sungai Kunyit
memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan
pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang

terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri.

Tabel 2.42

Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2021 (Indeks)

Indel Tahun

ndeks

No 2018 2019 2020 2021 2022

1 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (Indeks 34,57 50,12 62,10 65,57 | 66,28

2 | Indeks Kualitas Air N/A 41,67 50 55,45 56,67
Indeks)

3 | Indeks Kualitas Udara 85,35 85,09 82,90 86,16 85,53
Indeks)

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Terdapat 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Mempawah yang
berada di wilayah pesisir diantaranya yaitu Kecamatan Jongkat,

Segedong, Sungai Pinyuh, Mempawah Timur, Mempawah Hilir dan
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Sungai Kunyit) yang sangat rawan terjadi abrasi. Berbagai upaya yang

sudah dilakukan untuk mengantisipasi abrasi pantai terutama
diwilayah pesisir tersebut dimana Pemerintah Kab Mempawah
bekerjasama dengan Mempawah Mangrove Conservation (MMC) sudah
melakukan penanaman mangrove dari kurun waktu tahun 2011-2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.43

Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh
Mempawah Mangrove Conservation di Wilayah Kab Mempawah
Tahun 2011-2022

. e . i MANGROVE TAHUN ESTIMASI .
NO LOKASI KOORDINAT AN R AR RN i BANTUAN
Benteng, " "
1. Kelurahan 13;3,%623521”_'_ 7.500 pohon 2011 — 2012 1 Ha BI Kalbar
Terusan i
0°24'23.28" U Dinas KKP ProV. Kalbar
2. | Desa Penibung e 1AW 20.000 pohon 2013 - 2016 2 Ha KOMPAS Gramedia dan BRI
108°56'46.14" T Peduli
Desa Sungai 0°187.03" U
3. Bakau Kecil 109° 0'27.43" T 44.000 pohon 2013 - 2017 4.4 Ha Yayasan KEHATI, Indofood
0°17'30.11" U
Desa Sungai 109° 1'37.33" T .
4. | Bakau Besar dan 57.800 pohon | 2013-2018 | 53Ha T o 7 ot
Laut 0°17'18.14" U d
1092 1'58.45" T
BI Kalbar, WWF, Lion Pontianak,
. 0°23'46.12" U BPDAS HL Ptk, Indofood, PLN
3. Desa Pasir 108°56'43.06" T 253.000 pohon 2014 - 2022 25 Ha UIP Kalbar, PLN Rayon Skw,
Jiwasraya, Epson, ITB
Desa 0°2552.52" U
6. Sengkubang 108°56'42.60" T 3.000 pohon 2015 - WWF Kalbar
Dusun 0°18'26.56" U
7 Senggiring 108°59'29.13" T 10.200 pohon 2016 1Ha WWF Kalbar
Desa 5ui. Purun 0°11'23.69" U
8. Kecil 109° 740.36" T 5000 pohon 2016 - Indofood
Kelurahan 0°19°23.42" U BPDAS HL Ptk, Indofood, BAI
% | Tanjung 108°55'42.51" 7 | 37-000 pohon 221 i Mempawah
Muara Kuala 0°18'52.54" U
10. Mpw 108°5872.64" T 2.220 pohon 2020 BPDAS HL Ptk
TOTAL 439.720 Pohon 43 Ha

Abrasi pantai tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Kecamatan
Mempawah Hilir dimana diwilayah tersebut telah menghilangkan 20
meter wilayah daratan per tahun. Dalam perhitungan prediksi selama
kurun waktu 20 tahun ke depan, abrasi pantai akan menjangkau jarak
kurang lebih 400 meter dimana terdapat permukiman penduduk.
Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sudah melakukan beberapa
upaya diantaranya yaitu penanaman mangrove namun tingginya abrasi
pantai tersebut sehingga menyapu bersih mangrove yang sudah
ditanam (sudah tumbuh pucuk merahnya). Upaya lain yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah diantaranya yaitu

permohonan bantuan pembangunan Batu Kubus oleh Pemerintah
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Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kapuas (BWSK) sebagai perpanjang
tanganan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut

belum dapat terealisasi.

2.1.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk
urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase

perekaman KTP Elektronik dan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran.

Tabel 2.44

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2019-2022

Indikat Tahun
ndikator
A O 2019 2020 2021 2022
81,71 % 86,46 % 87,77% 84,81%
178.272 190.635 199.060 190.230
1 Persentase Perekaman dari dari dari dari
KTP Elektronik 218.173 220.483 226.790 224.289
wajib KTP | wajib KTP | wajib KTP | wajib KTP
63,64% 70,00 % 78,54% 83,90
63.904 69.795 72.261 77.483
2 Persentase dari dari dari dari
kepemilikan Akta 100.422 99.712 92.006 92.353
Kelahiran umur 0-18 | umur 0-18 | umur 0-17 | umur 0-17
tahun tahun tahun tahun

Sumber: Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Semester 1

a. Persentase Perekaman KTP Elektronik

Pada tahun 2022 semester I,

persentase perekaman KTP

Elektronik di Kabupaten Mempawah sebesar 84,81 persen atau
sebanyak 190.230 dari 224.289 orang yang wajib KTP Elektronik.
Capaian ini meningkat 3,10 persen dari tahun 2019 yang mencapai
81,71 persen.

Sedangkan untuk kecamatan dengan persentase terbanyak yang
sudah melakukan perekaman KTP Elektronik adalah Kecamatan
Sungai Kunyit dan yang paling rendah yaitu Kecamatan Toho baru

mencapai 78,41 persen.
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Tabel 2.45
Data Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Mempawah

Tahun 2022
1 | MEMPAWAH HILIR 34.126 27.812 81,50%
2 | TOHO 17.880 14.019 78,41%
3 | SUNGAIPINYUH 45.035 38.432 85,34%
4 | SIANTAN 37.068 32.478 87,62%
5 | SUNGAI KUNYIT 21.290 18.786 88,24%
6 | SEGEDONG 19.254 16.465 85,51%
7 | ANJONGAN 15.491 13.435 86,73%
8 | SADANIANG 9.137 8.008 87,64%
9 | MEMPAWAH TIMUR 25.008 20.795 83,15%

JUMLAH 224.289 190.230 ‘ 84,81%

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022

b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi
kesejahteraan dan pembangunan sosial bagi anak-anak Kabupaten
Mempawah. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu
identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta
diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk

mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Grafik 2.24

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kabupaten

Mempawah Tahun 2019-2022

90 78,54 83,9
75,66 ) e

67,3 ¢

2019 2020 2021 2022

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022
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Pada tahun 2022 semester I, jumlah kepemilikan akta kelahiran
di Kabupaten Mempawah usia 0-17 tahun mencapai 77.483 jiwa dari
92.353 jiwa berumur 0-17 tahun atau sekitar 83,90 persen anak-anak
di Kabupaten Mempawah sudah tercatat identitasnya atau sudah
memiliki akta kelahiran, dengan dicatat identitasnya dalam akta
kelahiran secara dejure keberadaannya dianggap ada oleh negara.
Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019
persentase anak yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 67,3
persen, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 75,66 persen. Pada
tahun 2021 cakupan akta kelahiran umur 0-17 tahun di Kabupaten
Mempawah mengalami peningkatan menjadi 78,54 persen atau
berjumlah 72.261 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 37.206
orang dan perempuan berjumlah 35.055 orang. Berikut grafik

kepemilikan akta kelahiran umur 0-17 tahun di Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.46

Data Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-17 Tahun
Kabupaten Mempawah Tahun 2022

NO KABUPATEN/KOTA ‘ UMUR 0-17 MEMILIKI AKTA LAHIR PERSENTASE

1 MEMPAWAH HILIR 12.938 10.860 83,94%
2 | ToHO 7.048 5.622 79,77%
3 | SUNGAI PINYUH 19.145 16.182 84,52%
4 | SIANTAN 15.575 13.244 85,03%
5 SUNGAI KUNYIT 8.927 7.465 83,62%
6 | SEGEDONG 7.870 6.788 86,25%
7 | ANJONGAN 6.691 5.476 81,84%
8 | SADANIANG 3.667 3.055 83,31%
9 MEMPAWAH TIMUR 10.492 8.791 83,79%

JUMLAH ‘ 92.353 77.483 83,90%

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Jika dilihat perbandingan antar Kecamatan, maka Kecamatan
Toho masih perlu dilakukan upaya percepatan agar anak-anak dapat
memiliki akta kelahiran yang mana pada tahun 2022 baru mencapai

79,77 persen.
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Grafik 2.25

Perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia
0-17 Tahun Kab/Kota Kalbar Tahun 2022
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Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Kalimantan
Barat mencapai 88,80 persen. Kabupaten Mempawah berada di posisi
ke tiga terendah dalam hal kepemilikan akta kelahiran dan masih jauh

di atas Kabupaten Kayong Utara yang sudah mencapai 98,60 persen.

2.1.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014
melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam
penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai tahun
2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian
PPDT. Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Mempawah setiap tahunnya

mengalami kenaikan.
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Tabel 2.47

Perkembangan Status Desa Di Kabupaten Mempawah
Tahun 2019-2022 (Desa)

— Tahun
o Indeks
2019 2020 2021 2022
16
1 | Mandiri 29 36 42
. 35
2 | Maju 23 19 13
6
3 | Berkembang 6 3 3
3
4 | Tertinggal 2 2 2
0
S | Sangat Tertinggal 0 0 0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Peremuan dan Pemdes
Kabupaten Mempawah Tahun 2023

2.1.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan

keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan
mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah
penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan kekuatan

yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju

pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya

dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan laju

pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.

Tabel 2.48

Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021 (%)

Tahun
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
1 Laju Pertumbuhan 1,21 1,19 1,12 14,13 1,36

Penduduk (%)

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2018-2022 (diolah)

2.1.3.2.9. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memperhatikan berbagai sarana dan

trasnportasi baik transportasi darat, transportasi kereta api,
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transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
beberapa sarana dan prasarana transportasi tersebut pengelolaannya
disesuaikan dengan kewenangannya.

Jumlah kendaraan di Kabupaten Mempawah terus bertambah
(mobil dan sepeda motor) sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 namun
selanjutnya mengalami stagnan pada tahun 2020 dan mengalami
penurunan pada tahun 2021 terjadi penggabungan beberapa jenis
kendaraan.

Tabel 2.49

Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Mempawah Tahun 2018-2021 (Unit)

Tahun
No indeks 2018 2019 2020 | 2021
1 | Mobil Penumpang 79 79 79 259
2 | Taxi 18 18 18
3 | Sation Wagon 1 1 1
4 | Mobil Bus 540 561 562 8
S | Mobil Barang/Pickup 3492 3764 3764 4.118
6 | BT Wagon 60 64 64
7 | Mobil Tangki 94 98 98
8 | Mobil Kereta Gandeng
9 | Mobil Ambulan 97
10 | Traktor Head 1 1 1
Jumlah 4.285 4.586 4.587 4.482

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2019-2022 (diolah)

2.1.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi
pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan system
pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian
mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas

pengelolaan reformasi birokrasi.
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Pemerintah juga akan mempersiapkan aplikasi yang bersifat
umum, agar bisa melayani masyarakat di ruang digital melalui satu
sistem. Beberapa aplikasi yang dimaksud antara lain, e-planning,
ebudgeting, e-procurement, e-payment, hingga e-money selain itu,
penting untuk memperhatikan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini
merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi
Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang
menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan

SPBE di Instansi Pemerintah.

Tabel 2.50

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2022 (Nilai)

No TAHUN NILAI SPBE PREDIKAT
1 2018 - -
2 2019 1,33 Cukup
3 2020 - -
4 2021 2,28 Baik
5 2022 2,61 Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah Tahun 2023

2.1.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah ke depan akan
didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri,
Kabupaten Mempawah dan jasa. Seiring dengan era Kabupaten
Mempawah bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonorni
dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah
menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi
daerah.

Penguatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh
reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Data koperasi aktif yang ada pada setiap kecamatan di Kabupaten
Mempawah. Ini perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten

Mempawah untuk mengembangkan koperasi tersebut.
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Tabel 2.51

Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Tahun
LIz Hecamatan 2018 2019 2020 | 2021

1 | Jongkat 25 27 26 26
2 | Segedong 9 10 10 10
3 | Sungai Pinyuh 32 34 32 32
4 | Anjongan 16 16 16 16
5 | Mempawah Hilir 93 94 100 100
6 | Mempawah Timur 23 24 22 22
7 | Sungai Kunyit 18 20 24 24
g | Toho 10 10 10 10
9 | Sadaniang 6 9 11 11

Jumlah 232 244 251 251

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2022

2.1.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Mempawah menunjukkan
perkembangan yang terus membaik. Posisi yang strategis
menempatkan Kabupaten Mempawah menjadi tujuan investasi, baik
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum
mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan
kesempatan kerja. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal
tahun 2018 sampai 2021. Realisasi investasi PMDN terus meningkat
2018-2022, menurun sedikit di tahun 2020 kemudian meningkat lagi
di tahun 2021. Sedangka Realisasi investasi PMA masih terjadi
fluktuasi dalam realisasi investasi di Kabupaten Mempawah, dimana di

tahun 2021 jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2.52

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

o Realisasi Tahun
PMDN 2018 2019 2020 2021
1 | Jumlah Provek 46 103 118 292
) In"eiﬁzmp' 240441,8 | 378.527,50 | 2.904.096,80 | 5.265.398,10
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—. Realisasi Tahun
PMDN 2018 2019 2020 2021
Realisasi Tahun
No PMDN 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Provek 35 40 40 53
Investasi (Rp. 9.751 3.550 148.635,60 8.423
2 Juta)

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan PTSP Kab. Mempawah 2022

Pada tahun 2024 secara nasional pertumbuhan investasi
(PMTB) ditargetkan sebesar 6,2-7,0 persen. Dari target pertumbuhan
tersebut didukung dengan target realiasi Investasi masing-masing
Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, target realisasi investasi

Kabupaten Mempawah sebesar 1,96 Triliun.

2.1.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan
untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang
pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Nasional
maupun Internasional. Selain itu melalui pembangunan kepemudaan,
upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita
perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan
keolahragaan.

Aspek Pemuda dan Olahraga difokuskan pada indikator-indikator
yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.53

Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga
di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021

No. Indikator 2019 | 2020 | 2021

1. Persentase cabang olahraga yang berprestasi 45 50 65
di tingkat Nasional

2. Persentase cabang olahraga yang berprestasi 90 55 75
di tingkat Provinsi

3. Persentase pemuda yang menjadi anggota 26 45 65
aktif di organisasi kepemudaan

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 I1-76



Ditilik dari data realisasi capaian urusan Pemuda dan Olahraga
di atas, dapat diketahui bahwa ada capaian indikator-indikator urusan
Pemuda dan Olaharaga yang terlihat semakin menurun seperti
prosentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi pada
tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 75%.
Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan,
kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta

sportivitas.

2.1.3.2.14. Urusan Statistik

Urusan statistik sektoral pada Kabupaten Mempawah
dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal lain seperti BPS,
Kabupaten/Kota dan Perangkat Derah Kabupaten Mempawah terkait
dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi. Pemerintah Kabupaten
akan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.54

Capaian IKK Outcome Bidang Statistik
di Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No. IKK Outcome Rumus Capaian Kinerja
1. Persentase Organisasi | Jumlah OPD yang 100 %
Perangkat Daerah | menggunakan data 31 = Jumlah OPD yang
(OPD) yang | statistik dalam menggunakan data
menggunakan  data | menyusun perencanaan | Sattistik dalam
statistik dalam [ pembangunan daerah 31 | Menyusun perencanaan
menyusun / 31 OPD x 100% Pembangunan Daerah
perencanaan 31 = Jumlah OPD yang
pembangunan daerah ada di Kab. Mempawah
2. Persentase OPD yang [ Jumlah OPD yang 100 %
menggunakan  data | menggunakan data 31 = Jumlah OPD yang
statistik dalam | statistik dalam menggunakan data
melakukan evaluasi | melakukan evaluasi Statistik Dalam
pembangunan daerah | pembangunan daerah 31 | melakukan evaluasi
/ 31 OPD x 100% pembangunan Daerah
31 = Jumlah OPD yang
ada di Kab. Mempawah

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Mempawah, 2021
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2.1.3.2.15. Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan persandian tersebut di Kabupaten
Mempawah diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informasi. Dalam
pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Kabupaten
Mempawah sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan
secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak
keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi
maupun sumber daya manusia ASN di Kabupaten Mempawah belum

ada yang secara khusus menangani hal ini.

Tabel 2.55

Capaian IKK Outcome Bidang Persandian
di Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No. IKK Outcome Rumus Capaian Kinerja
1. Tingkat keamanan | Jumlah nilai per area 0%
informasi pemerintah | keamanan informasi O 0 = Area Keamanan
dibagi 31 Jumlah area Informasi 31 = Jumlah
penilaian x 100% Area Keamana Informasi
(OPD di Kab
Mempawah)

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Mempawah, 2021

2.1.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Mempawah ditujukan
untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta
mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-
tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya
global.

Aspek Kebudayaan difokuskan pada indikator-indikator yang ada
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara

lain sebagai berikut:

Tabel 2.56

Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Mempawah
Tahun 2019-2021

No. Indikator 2019 | 2020 | 2021

1. Adat budaya daerah yang dilestarikan 6 6 7
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No. Indikator 2019 | 2020 | 2021

2. |Jumlah penyelenggaraan festival seni dan S 7 S
budaya

3. Jumlah kelompok budaya/sanggar yang 7 S S
dibina

4. Jumlah sasaran penyelenggaraan seni dan 3 3 3
budaya

S. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar 60 21 17
budaya yang dilestarikan

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Dilihat dari data realisasi capaian urusan Kebudayaan di atas,
dapat diketahui bahwa capaian indikator-indikator urusan
Kebudayaan terlihat semakin menurun. Hal ini terutama disebabkan
adanya keterbatasan/penurunan anggaran yang dikelola oleh Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan dalam rangka recofusing
anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Padahal jumlah
sangar-sanggar seni budaya banyak bermunculan, namun belum bisa

dibina dengan baik.

2.1.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Pada bidang urusan perpustakaan pemerintah Kabupaten
Mempawah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan
akses literasi. Fungsi dari Perpustakaan daerah ini diantaranya sebagai
tempat pelestari bahan pustaka daerahnya, sebagai media untuk
menciptakan dan meningkatkan minat baca putra putri daerahnya,
sebagai tempat membaca buku yang nyaman, sebagai fungsi
pendidikan, tempat pembelajaran seumur hidup. Selain dalam bidang
pendidikan dan membaca, perpus daerah ini juga dapat menjadi tempat
rekreasi atau menghilangkan kejenuhan warga, juga sebagai tempat
pengenalan budaya melalui buku-buku, hingga sebagai tempat
sosialisasi warga dan tempat bermain bagi anak. Perpustakaan daerah
juga menjadi tujuan yang baik bagi kegiatan siswa sekolah untuk

dikunjung
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2.1.3.2.18. Urusan Kearsipan

Menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan di tingkat
Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autientik dan terpecaya
sebagai alat bukti yang sah dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah daerah/desa dan perseorangan serta Lembaga kearsipan
kabupaten sebagai penyelenggara kearsipan daerah dan terwujudnya
pengelolaan arsip yang andal dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku maka di terbitkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 38
Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mempawah

Dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk
menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar kearsipan
dan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemerintah Kabupaten
Mempawah telah menerbitkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Adapun pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilakukan
melalui tahapan kegiatan :

- Perencanaan program kerja pengawasan kearsipan internal
- Audit kearsipan internal
- Penilaian hasil audit kearsipan internal

- Monitoring hasil audit kearsipan internal

2.1.3.3. Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Pilihan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan
pemerintahan pilihan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan
konkuren yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan
oleh daerah namun dengan mempertimbangkan terhadap potensi yang
dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut dalam aturan yang sama,

diperjelas pada pasal 12 bahwa yang menjadi bagian dalam urusan
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pilihan ini yang menjadi kewenangan dan dilaksanakanoleh Pemerintah

Kabupaten Mempawah meliputi bidang:

2.1.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Indikator Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap dapat dilihat dari jumlah kelompok nelayan
tangkap pada tahun 2021 dari target yang ditetepakan sebesar 153
Kelompok tercapai 155 kelompok atau 1,31, jika dibandingkan dengan
tahun 2020 jumlah 150 kelompok nelayan mengalami peningkatan
sbesar 5 kelompok atau 3,3%. Produksi Perikanan Tangkap juga
mengalami peningkatan dimana tahun 2021 produksi perikanan
tangkap sebesar 19.883.928 Kg dari target sebesar 15.000.000 Kg atau
sebesar 32,56%. jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar
11.315.702 Kg, Produksi Perikanan Tangkap mengalami peningkatan
sebesar 8.568.226 Kg atau 75,7%. Hal ini dikarenakan peningkatan
aktifitas pembinaan kepada masyarakat nelayan terutama Nelayan
Perairan Umum serta adanya beberapa kapal nelayan dengan kapasitas
diatas 10 GT beroperasional lebih intensif

Pencapaian Indikator Peningkatan Sumberdaya Ikan dan
Lingkungan dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan pengawasan
sumberdaya perikanan meliputi Perairan Laut, Perairan Umum dan
Pembudidaya ikan. Pelaksanaan kegatan sesuai target dimana 9

Kecamatan dapat terlaksana pengawasan sesuai jadwal yang telah di

tentukan.
Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021
. Tahun
No Indikator
2018 2019 2020 2021
Persentase Peningkatan 80,00 % | 87,75 % | 74,38% | 98,93%
1 Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap
Persentase Peningkatan 70% 75% 80% 85%
9 Sumberdaya Ikan dan
Lingkungan

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah 2022
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Terkait kinerja angka konsumsi ikan. Kinerja ini menjadi bagian
dalam pembahasan saat Rakortekrenbang tingkat pusat. Dimana
Provinsi Kailimantan Barat ditargetkan sebesar 51,91 kg/kap/thn.
Untuk mendukung kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah
menargetkan sekitar 35,99 kg/kap/thn dapat mendukung tercapainya
target provinsi. Untuk tahun 2022, capaian angka konsumsi ikan
kab.Mempawah baru sebesar 29,99 kg/kap/thn (Dinas Ketahanan
Pangan Prov Kalbar, 2023). Angka konsumsi ikan memberikan

pengaruh pada kinerja stunting.

Tabel 2.58

Pengeluaran Penduduk pada Komoditas Ikan/udang/cumi/kerang/ di
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022

Rata-Rata Rata-Rata
. . Konsumsi
Rata-rata Pengeluaran per Konsumsi Kalori ;
Tahun . . . . Protein per
Kapita (Rupiah) per Kapita Sehari . .
(KKAL) Kapita Sehari
(Gram)
2020 68.699 69,68 11,90
2021 70.520 73,47 12,57
2022 71.116 70,09 12,42

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2020-2023

2.1.3.3.2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada
di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan
atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota
Kabupaten Mempawah memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau
lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan

Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain.

Tabel 2.59
Jumlah Pesona Pariwisata di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Pelsona Pezona Pesona Pesona | Pesona
No Kecamatan Alam | Budaya Panca | Petua- | Jumlah
Modern
Indra | langan
1 | Jongkat 3 1 - 2 3 9
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GRS | U Pesona Pesona | Pesona
No | Kecamatan | Alam | Budaya Panca | Petua- | Jumlah
Modern
Indra | langan
2 | Segedong 1 - - 3 4
Sungai 2 5 - 12
Pinyuh
Anjongan - 3 - - 3
Mempawah 2 5 - 20 3 30
S | Hilir
Mempawah 2 20 - 4 26
6 | Timur
Sungai S 4 - 4 13
Kunyit
Toho 15 9 - - 24
Sadaniang 4 2 - - 1 7
Jumlah 34 49 - 38 7 128

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2022

2.1.3.3.3. Urusan Pertanian

Dalam mencukupi penyediaan pangan baik dari segi kuantitas
maupun kualitas gizinya, pemerintah telah melaksanakan serangkaian
kebijakan dengan menyusun program pembangunan di sektor
pertanian. Salah satu program pokoknya adalah peningkatan produksi
pangan. Disadari bahwa faktor yang mempengaruhi produksi pangan
semakin kompleks Salah satu usaha untuk meningkatkan penyediaan
dan produksi pangan adalah dengan melanjutkan pembangunan di

sektor pertanian terutama sub sektor tanam bahan makanan yang

terdiri dari tanaman padi, palawija sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tabel 2.60
Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kabupaten Mempawah
Tahun 2021
q Potensi (Ha)/ .
No. Uraian Populasi (Ekor) Produksi (Ton)
1. |Pertanian 23.242 88.713,60
a. Tanaman Pangan 20.713,40 73.341,00
b. Tanaman Palawija 1.728,00 14.120,88
c. Tanaman Hortikultura 800,60 1.251,72
2. Perkebunan 39.664,00 30.240,30
3. Peternakan 4.463.380,00 2.374,16
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. Potensi (Ha)/ .
No. Uraian Populasi (Ekor) Produksi (Ton)
a. Ternak Besar 10.732,00 397,39
b. Ternak Kecil 43.915,00 447,64
c. Ternak Unggas 4.408.733,00 742,37
d. Telur - 786,76
4. Perikanan - 23.311,46
a. Perikanan Tangkap - 19.449,35
b. Perikanan Budidaya - 640,78
c. Pengolahan Ikan - 3.221,33

Sumber Data : *Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Mempawah Tahun 2022

Salah satu faktor utama untuk membiayai jalannya roda
pembangunan di suatu wilayah adalah dengan adanya pembangunan
daerah baik yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi,

dan pendapatan lainnya.

2.1.3.3.4. Urusan Perdagangan

Pada tahun 2021, Jumlah pasar di bawah pengelolaan
pemerintah di kabupaten mempawah sebanyak 12 pasar. Pada Januari
sampai Juli 2021, perusahaan Kabupaten Mempawah yang memiliki
surat izin usaha Kabupaten Mempawah sebanyak 19 usaha. Untuk
Agustus sampai Desember 2021, perusahaan Kabupaten Mempawah
yang memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 97 usaha,
76 diantaranya memiliki perizinan risiko rendah, 9 memiliki perizinan

risiko menengah rendah dan 6 memiliki perizinan risiko tinggi.

Tabel 2.61

Jumlah Sarana Kabupaten Mempawah Menurut Jenisnya
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

No. Jenis Kabupaten 2018 | 2019 2020 2021 2022
Mempawah

1. Pasar/Market 11 12 12 12 12

2. Toko/Store 49 57 S7 59 59

3. Kios - - 69 69
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No. Jenis Kabupaten 2018 | 2019 2020 2021 2022
Mempawah

4. Warung - - 1.890 1890

Jumlah 60 69 69 2.030 2030

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Tabel 2.62

Banyaknya Perusahaan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Surat Izin
Usaha Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2020

%o Kecamatan | Kabupsten | Kebupsten | Kabupaten | gupian
Besar Menengah Kecil

1 | Jongkat 9 - 8 17

o | Segedong 1 - 3 4
Sungai 8 1 58 67

3 | Pinyuh

4 | Anjongan 3 - 4 7
Mempawah 13 3 48 64

S | Hilir
Mempawah 4 2 8 14

6 | Timur

7 | Sungai Kunyit - 4 3 7

g | Toho - 1 1 2

9 | Sadaniang - - - -
2020 38 11 133 182
2019 14 16 134 164
2018 - 3 75 78
2017 9 3 166 178

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2021

Adapun Program Pendukung Urusan Bidang Perdagangan dalam RKPD
Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

1.
2.
3.

o

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Penting

Program Pengembangan Ekspor
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
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https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.02
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.03
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.04
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.04
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.05
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.06
https://sipd.go.id/sipd/15539c7b25264ebe19141abdb6ab9c9d4e7444f3/?m=daerah_rkpd_akhir_usulan&f=kegiatan&skpd=3.31.3.30.2.07.01.0000&bidang=3.30&program=3.30.07

2.1.3.3.4. Urusan Perindustrian

Tabel 2.63

Indikator Kinerja Kunci Output
Bidang Perindustrian di Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No. IKK Output Capaian
Kinerja
1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri 0

(IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang
lokasinya di daerah kabupaten/kota

2. Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan 75%
ditetapkannya menjadi PERDA

3. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri 54%
(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan

4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi 0
industri kecil dan menengah yang diterbitkan

S. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan 1%
perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk
dalam SII

Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan perindustrian terdiri dari persentase jumlah penetapan Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten Mempawah dengan capaian
0% hal ini dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 tidak ada IUKI dan
IPKI yang diterbitkan. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK
sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA dapat dijelaskan bahwa
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang juga
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
dengan capaian 75%, untuk saat ini sudah dalam tahap usulan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu Nota Kesepahaman
Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah
Kabupaten Mempawah tentang Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Mempawah. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa
tahapan penyelesaian RPIK adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya naskah akademik (30%)

- Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)
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- Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat
rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di provinsi
(25%)

Untuk persentase jumlah izin diterbitkan usaha industri (IUI)
Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan untuk Tahun 2021 dengan
capaian sebesar 54 %, yang didapat dari jumlah jumlah izin yang
diterbitkan dibagi jumlah izin yang dipantau 100% = 54%

Sedangkan persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi
industry kecil dan menengah yang diterbitkan untuk Tahun 2021
dengan capaian 0% hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk Tahun 2021
tidak ada diterbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil
dan menengah.

Selanjutnya untuk persentase data perusahaan industri kecil,
menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Mempawah
yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri
kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di Kabupaten
Mempawah untuk Tahun 2021 dengan capaian 1% hal ini dapat
dijelaskan bahwa untuk tahun 2021 data perusahaan yang masuk
dalam Sistem Informasi Nasional (SIINas) sebanyak 4 (empat)
perusahaan dari total sebanya 492 industri kecil menengah 100%.
Adapun Program Pendukung Urusan Bidang Perindustrian dalam

RKPD Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2.1.3.4. Urusan Penunjang Pemerintahan
Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah yang
bukan merupakan urusan wajib maupun pilihan tetapi menjadi Fungsi

Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi bidang :

2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap

kualitas SAKIP Kabupaten Mempawah menunjukkan perbaikan dari
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tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah
Kabupaten Mempawah dalam melakukan akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah. Berikut ini data terkait capaian SAKIP

Kabupaten Mempawah yang saat ini tahun 2022 nilai SAKIP tercatat B.

Tabel 2.64
Capaian SAKIP Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022
Komponen SAKIP 2019 2020 2021 2022

Perencanaan Kinerja 21,08 21,23 21,25 -
Pengukuran Kinerja 16,78 16,92 16,95 -
Pelaporan Kinerja 10,11 10,26 10,27 -
Evaluasi Kinerja 6,09 6,20 6,21 -
Capaian Kinerja 8,04 8,16 8,17 -
Total 62,10 62,77 62,85

'Il;lll:lil;a:lt Akuntabilitas B B B B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mempawah, Tahun 2023

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Mempawah memperoleh nilai 62,85 atau predikat B. Penilaian tersebut
menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini
disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di
Pemerintah Kabupaten Mempawah masih belum berjalan dengan baik
dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Capaian SAKIP dari Tahun 2019-2022 walaupun menunjukkan
perbaikan, namun hal ini belum mencapai target RPJMD Kabupaten
Mempawah. Dalam dokumen RPJMD Mempawah Tahun 2020-2024
target SAKIP pada tahun 2022 adalah BB.

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah
merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas
pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang

diterima. Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja
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(performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan)
atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu RPJMD Tahun
2020-2024 dan APBD Tahun 2020-2024, yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mempawah.

Adapun Realisasi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah

Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65

Realisasi Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022

Tingkat Capai 2019 2020 2021 2022
Kinerja Sasaran
Berhasil 90,48 % 73,33 % 60,00 %
19 dari 21 | 11 dari 15| 9 dari 15
Sasaran Sasaran Sasaran
9,52 % 26,66 %
Tidak Berhasil 2 dari 21 - 4 dari 15
sasaran Sasaran
) ) 26,66% 13,33 %
Data Capaian Tidak
Tersedia B 4 dari 15 | 2 dari 15
sasaran sasaran

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Tahun 2019-2022 (diolah)

Pemerintah Kabupaten Mempawah secara umum telah berhasil
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat melalui DPRD Kabupaten
Mempawah, baik menyangkut pelaksanaan tugas umum
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat. Hal
ini dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah
dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran dipengaruhi oleh
adanya upaya kerja keras Pemerintah Kabupaten Mempawah serta
dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik
dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan
dalam memenuhi programprogram pembangunan pemerintah yang

telah direncanakan.
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Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal,
baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam
pelayanan  kepada disebabkan

masyarakat, berbagai

yang
keterbatasan, hambatan dan kendala yang diithadapi. Selain itu masih
terdapat sasaran strategis yang belum dapat dicapai, sehingga untuk
kedepannya akan dilakukan evaluasi atas program dan kegiatan

penunjuang pencapaian sasaran strategis dimaksud.

2.1.3.4.2. Sekretariat DPRD

Sasaran DPRD adalah terwujudnya peran DPRD sesuai dengan
fungsinya dengan indikator kinerja Evaluasi kinerja capaian Program-
program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD
maupun Dokumen RKPD dimana target realisasinya sudah mencapai

100 persen.

2.1.3.4.3. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk
menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen
perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.66

Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022

Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Dokumen RPJPD | Tidak | Tidak | Tidak | Ada Ada Ada
Ada Ada Ada
Dokumen RPJMD Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Dokumen RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Dokumen RTRW Ada Ada Ada Ada Ada Ada
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Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Dokumen LKPJ Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten
Mempawah Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan dapat digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2023.

Perencanaan Jangka Menengah (lima tahunan) dirumuskan
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024 dan dapat digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Perencanaan tata ruang kota dirumuskan dalam dokumen RTRW
Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 yang ditetapkan dengan
Perda Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 23 Juli 2014.

2.1.3.4.4. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah
satu  parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di
Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada
Tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah meraih
opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa
sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Kabupaten
Mempawah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah.
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Tabel 2.67

Indikator Kinerja Urusan Keuangan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Opini BPK Wajar | Wajar | Wajar | Wajar | Wajar
Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa
Pengec | Pengec | Pengec | Pengec | Pengec
uali uali uali uali uali
an an an an an
(WTP) (WTP) (WTP) (WTP) (WTP)
Sumber: DPKAD Kabupaten Mempawah, Tahun 2023
2.1.3.4.5. Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah
Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Keuangan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio PAD terhadap 6,93 7,34 7,84 10,20 10,91
pendapatan daerah

Sumber: BPPRD Kabupaten Mempawah, Tahun 2022

2.1.3.4.6. Inspektorat Daerah,

Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung dengan 2 (dua)
kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan
kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan reviu
laporan keuangan Pemerintah  Kabupaten  Mempawah dan
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI serta penyelenggaraan
pengawasan dengan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan tersebut digunakan untuk beberapa hal
sebagai berikut antara lain :

a. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yaitu memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
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b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi
yang diberikan atas pelaksanaan Pemeriksaan.

c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini agar
didapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Adapun progress tindak lanjut penyelesaian temuan dan
rekomendasi yang telah dilakukan antara lain :

Tabel 2.69
Progress Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan dan Rekomendasi oleh
Inspektorat Daerah Tahun 2021

Sesuai Blm Tdk dpt
Jml LHP Rekomen Sesuai Blm di | di Tindak
(2007-smt II | Temuan . Tindak Lanjuti
dasi Rekomen o
Th 2021) . Lanjuti | dg alasan
dasi
sah
25 LHP 282 658 564 83 2 (0,30%) | 9 (1,37%)
(85,71) | (12,61%)

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Tahun 2021

2.1.3.4.7. Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian,
dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara
(ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada
perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen
kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual
pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen
pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari
Kabupaten/Kota dipindahkan ke Provinsi. Dengan demikian
berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
Mempawah, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan
sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi. Pemerintah
Kabupaten Mempawah tahun 2021 mempunyai jumlah ASN yang
cukup memadai, yakni 3.470 Hal ini merupakan potensi human capital

yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah di
Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 sebanyak 3.470 orang.
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan; 0,37 persen dari pegawai
tersebut berpendidikan SD; 0,81 persen berpendidikan SMP; 17,69
persen berpendidikan SMA; 1,82 persen berpendidikan Diploma I atau
II; 13,80 persen berpendidikan Diplima IlI/Sarjana Muda dan 65,50

persen tingkat sarjana dan pascasarjana.

Tabel 2.70

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)

No Tingkat Pendidikan 2018 2019 2020 2021
1 | SD 28 34 18 13
2 | SLTP 62 55 31 28
3 | SLTA/SMK 944 873 676 614
4 | D1 218 181 77 63
5 | D3 450 460 481 479
6 | D4/S1/S2/S3 2.199 2.251 2.345 2.273

Jumlah 3.901 3.854 3.628 3.470

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mempawah, Tahun 2022

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Mempawah telah menyelenggarakan diklat
struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Kabupaten Mempawah
sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya
regulasi tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BKPSDM
Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan diklat harus
berdasarkan pada analisis peningkatkan kompetensi ASN sesuai

dengan kelas jabatannya.

2.1.3.4.8. Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

No IKK Outcome Rumusan Ca&pala}n

Kinerja

1 | Jumlah warga negara yang Jumlah warga negara yang 60/60 x
memperoleh layanan memperoleh layanan 100% = 100%

informasi rawan bencana informasi rawan bencana
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No IKK Outcome Rumusan Ca&paia}n
Kinerja
2 | Jumlah warga negara yang Jumlah warga negara yang 25.935/25.9
memperoleh layanan memperoleh layanan 35 x 100% =
pencegahan dan pencegahan dan 100%
kesiapsiagaan terhadap kesiapsiagaan terhadap
bencana bencana
3 | Jumlah warga negara yang Jumlah warga negara yang 30.708/43.8
memperoleh layanan memperoleh layanan 63 x 100% =
penyelamatan dan evakuasi | penyelamatan dan evakuasi | 70%
korban bencana korban bencana
4 | Persentase pelayanan (Jumlah layanan 106/110 x
penyelamatan dan evakuasi | pemadaman, penyelamatan 100% = 96%
korban kebakaran evakuasi korban dan
terdampak kebakaran di
kabupaten/kota dalam
tingkat waktu tanggap oleh
BPBD di kabupaten/kota
dalam tingkat waktu tanggap
oleh relawan kebakaran yang
dibentuk dan/atau di bawah
pembinaan BPBD) / (Jumlah
kejadian kebakaran di
kabupaten/Kota) x 100%
5 | Waktu tanggap (response Rata-rata waktu tanggap, 15 menit

time) penanganan kebakaran

dihitung dari pelaporan,
penyiapan tim dan
peralatan, jarak tempuh dan
kesiapan pemadaman
kebakaran

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah, Tahun 2020

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan

bencana pada tahun 2020 adalah 60 orang dengan capaian 100%.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2020 adalah 25.935 jiwa
dengan capaian 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2020 adalah
30.708 jiwa dengan capaian 70%. Persentase pelayanan penyelamatan

dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 96%.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
Nasional atau

dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan,
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Internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi

dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas
total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa
indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai
berikut:

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka
konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.
Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin
atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung
angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran
penduduk untuk makan dan bukan makan per jumlah penduduk.
Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi,
tembakau dan

minuman, sirih. Bukan makanan mencakup

perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

Berikut Hasil analisis konsumsi RT perkapita:

Tabel 2.72

Rata-Rata (Rupiah) dan Persentase (Persen) Pengeluaran Perkapita
Makanan dan Non Makanan Sebulan Kabupaten Mempawah 2017-2022

Uraian

Satuan

2018

2019

2020

2021

2022

Rata-rata
Pengeluaran Per
Kapita Non
Makanan Sebulan

Rupiah

355.480

388.324

430.501

432.848

451.922

Rata-Rata
Pengeluaran Per
Kapita Makanan
Sebulan

Rupiah

520.565

502.379

523.456

508.975

557.270
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Uraian

Satuan

2018

2019

2020

2021

2022

Rata-Rata
Pengeluaran Per
Kapita

Rupiah

876.045

890.703

953.957

941.823

1.009.192

Persentase
Pengeluaran Per
Kapita Non
Makanan Sebulan

Persen

40,58

43,60

45,13

45,96

47,98

Persentase
Pengeluaran Per
Kapita Makanan
Sebulan

Persen

59,42

56,40

54,87

54,04

59,17

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2022

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 Dan
Realisasi RPJMD
Target RKPD yang Inkonsistensi terhadap target RPJMD dapat

dijelaskan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
050-5889 Tahun 2021 dilakukan Perubahan RPJMD Nomor 4 Tahun
Tabel 2. 42020 dengan menyesuaikan beberapa indikator kinerja yang
diikuti dengan penyesuaian indikator Renstra Perangkat Daerah yang
menjadi turunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga
apa yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022 masih Target Kinerja
lama dan perlu dilakukan penyesuaian dengan Perubahan RPJMD
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi atas
kebijakan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan
hasil pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan Tahun 2022 mencakup telaahan terhadap evaluasi status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan
rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD

Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
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Tabel 2.73

Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

UKP sesuai SPM Kesehatan

Target
No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
1 2 3 4 5 6
URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN

1 | PROGRAM PENGELOLAAN Angka Harapan Lama Sekolah 12,11 Th | 12,87 Th | Dinas Pendidikan, Pemuda,
PENDIDIKAN Olahraga, dan Pariwisata

2 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan 95.00% - Dinas Pendidikan, Pemuda,
KURIKULUM Kurikulum Olahraga, dan Pariwisata

3 | PROGRAM PENDIDIK DAN Meningkatnya Jumlah Tenaga 65.00% 64,87% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
TENAGA KEPENDIDIKAN Pendidik dan Kependidikan yang Olahraga, dan Pariwisata

Memiliki Sertifikat Pendidik

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

4 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Persentase Pemenuhan UKM dan 100.00% 64,78% | Dinas Kesehatan,
KESEHATAN PERORANGAN UKP sesuai SPM Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
DAN UPAYA KESEHATAN Keluarga Berencana
MASYARAKAT

5 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Persentase Pemenuhan UKM dan 70.00% 65,34% | RSUD Dr Rubini
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
6 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase peningkatan kapasitas 75.00% 62,57% | Dinas Kesehatan,
KAPASITAS SUMBER DAYA tenaga medis dan paramedis Pengendalian Penduduk dan
MANUSIA KESEHATAN dalam memerikan pelayanan Keluarga Berencana
kepada masyarakat sesuai standar
7 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase peningkatan kapasitas 75.00% - RSUD Dr Rubini
KAPASITAS SUMBER DAYA tenaga medis dan paramedis
MANUSIA KESEHATAN dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai standar
8 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, | Terselenggaranya Kegiatan 7 Keg 7 Keg | Dinas Kesehatan,
ALAT KESEHATAN DAN Kefarmasian Alkes dan Makanan Pengendalian Penduduk dan
MAKANAN MINUMAN Minuman Keluarga Berencana
9 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase terpenuhinya 75.00% 70,22% | Dinas Kesehatan,
MASYARAKAT BIDANG pemberdayaan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan
KESEHATAN kesehatan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
10 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Meningkatnya 2.74% 2,74% | Dinas Pekerjaan Umum dan
SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan Sumber Daya Air Penataan Ruang
11 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN | Persentase Meningkatnya Akses 65.00% 43,66% | Dinas Pekerjaan Umum dan
PENGEMBANGAN SISTEM Pelayanan Air Bersih/Minum Penataan Ruang
PENYEDIAAN AIR MINUM
12 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN | Persentase Pengelolaan dan 75.00% 70,57% | Dinas Pekerjaan Umum dan

PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

pengembangan air limbah

Penataan Ruang
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

13 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN | Capaian Pengembangan 55.00% 54,97% | Dinas Pekerjaan Umum dan
PENGEMBANGAN SISTEM Pengelolaan Sistem Drainase Penataan Ruang
DRAINASE

14 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan 82.00% 80,15% | Dinas Pekerjaan Umum dan
PERMUKIMAN Pemukiman yang Berkualitas Penataan Ruang

15 | PROGRAM PENATAAN Persentase Bangunan Negara yang 50.00% 48,52% | Dinas Pekerjaan Umum dan
BANGUNAN GEDUNG tertata Penataan Ruang

16 | PROGRAM PENATAAN Persentase Peningkatan Kualitas 60,21 % 58,43% | Dinas Pekerjaan Umum dan
BANGUNAN DAN Bangunan dan Lingkungan Penataan Ruang
LINGKUNGANNYA

17 | PROGRAM Persentase Panjang Jalan Dalam 61,90 % 59,10% | Dinas Pekerjaan Umum dan
PENYELENGGARAAN JALAN Kondisi Mantap Penataan Ruang

18 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Meningkatnya 5,00% 6,00% | Dinas Pekerjaan Umum dan
JASA KONSTRUKSI Kompetensi Tenaga Konstruksi Penataan Ruang

19 | PROGRAM Persentase informasi mengenai 30.00% 11,52% | Dinas Pekerjaan Umum dan
PENYELENGGARAAN Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Penataan Ruang
PENATAAN RUANG kabupaten beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan
peta digital

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

20 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase rumah tangga yang 90,73 % 69,96% | Dinas Perumahan, Kawasan

PERUMAHAN

memiliki akses terhadap hunian
yang layak

Permukiman dan
Pertanahan
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Target
No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
21 | PROGRAM KAWASAN Persentase kawasan kumuh 0,034 % 0,032% | Dinas Perumahan, Kawasan
PERMUKIMAN Permukiman dan
Pertanahan
22 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase tersedianya, Prasarana, | 100.00% | 100,00% | Dinas Perumahan, Kawasan
PRASARANA, SARANA DAN Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman dan
UTILITAS UMUM (PSU) dalam kondisi baik Pertanahan
23 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Peningkatan Kondisi 70.00% 70.00% | Satuan Polisi Pamong Praja
KETENTERAMAN DAN yang Tentram dan Kondusif
KETERTIBAN UMUM
24 | PROGRAM PENANGGULANGAN | Persentase penduduk korban 20.00% 20.00% | Badan Penanggulangan
BENCANA bencana alam yang dibantu Bencana Daerah
25 | PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase waktu tanggap darurat 20.00% 20.00% | Badan Penanggulangan
PENANGGULANGAN, (respon time) Bencana Daerah
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
26 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Pemberdayaan 70.00% 68,36% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
SOSIAL Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
27 | PROGRAM REHABILITASI Persentase Penyelesaian Masalah 60.00% 58,85% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
SOSIAL Penyandang Sosial Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
28 | PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Keluarga Komunitas 60.00% 59,65% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
DAN JAMINAN SOSIAL Adat Terpencil yang Mendapat Perempuan dan
Bantuan Sosial Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
29 | PROGRAM PENANGANAN Persentase Penyaluran 60.00% 59,95% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
BENCANA Penanganan Bencana Alam yang Perempuan dan
dibantu Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
30 | PROGRAM PENGELOLAAN Capaian Pengelolaan Area 80.00% 74,70% | Dinas Sosial, Pemberdayaan

TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pemakaman

Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa

URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA
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Target

PEREMPUAN

rumah tangga yang dapat
diselesaikan

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
31 | PROGRAM PELATIHAN KERJA Persentase jumlah pencari kerja 80.00% 79,33% | Dinas Perindustrian,
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA | yang mendapatkan sertifikasi Kabupaten Mempawah dan
KERJA kompetensi Tenaga Kerja
32 | PROGRAM PENEMPATAN Persentase penempatan tenaga 40.00% 38,74% | Dinas Perindustrian,
TENAGA KERJA kerja Kabupaten Mempawah dan
Tenaga Kerja
33 | PROGRAM HUBUNGAN Persentase menurunnya kasus 15.00% 13,37% | Dinas Perindustrian,
INDUSTRIAL Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Mempawah dan
Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
34 | PROGRAM Persentase peningkatan kualitas 75.00% 75,00% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
PENGARUSUTAMAAN GENDER | perempuan Perempuan dan
DAN PEMBERDAYAAN Perlindungan Anak,
PEREMPUAN Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
35 | PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase kasus kekerasan dalam | 60.00% 57,11% | Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
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Target

DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

yang beragam berbasis sumber
daya lokal

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
36 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kelompok yang terbina 60.00% 60,00% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
KUALITAS KELUARGA Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
37 | PROGRAM PEMENUHAN HAK Persentase Advokasi 70.00% 69,42% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
ANAK (PHA) Pendampingan dan Pemenuhan Perempuan dan
Peningkatan kualitas Anak Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
38 | PROGRAM PERLINDUNGAN Terfasilitasinya Korban dan 80.00% 70,17% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
KHUSUS ANAK Kekerasan Anak Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
39 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tersedianya 55.00% - Dinas Pertanian, Ketahanan
SUMBER DAYA EKONOMI Kebutuhan untuk Mendukung Pangan dan Perikanan
UNTUK KEDAULATAN DAN Sumber Daya Ekonomi di Daerah
KEMANDIRIAN PANGAN
40 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penyediaan pangan 75.00% 74,99% | Dinas Pertanian, Ketahanan

Pangan dan Perikanan
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Target
No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
41 | PROGRAM PENANGANAN Persentase Jumlah dalam 70.00% 69,16% | Dinas Pertanian, Ketahanan
KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Pangan dan Perikanan
42 | PROGRAM PENGAWASAN Persentase Peningkatan 60.00% 59,89% | Dinas Pertanian, Ketahanan
KEAMANAN PANGAN Pengawasan Keamanan Pangan di Pangan dan Perikanan
Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
43 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN | Terwujudnya Tertib administrasi & | 100.00% | 23,97% | Dinas Perumahan, Kawasan
LOKASI Kesesuaian Perizinan dengan Permukiman dan
RTRW Kab. Mempawah Pertanahan
44 | PROGRAM PENYELESAIAN Persentase Terselesaikannya 100.00% 89,19% | Dinas Perumahan, Kawasan
SENGKETA TANAH GARAPAN Sengketa Tanah Garapan baik itu Permukiman dan
Konflik maupun Perkara Pertanahan
Pertanahan Lainnya
45 | PROGRAM PENYELESAIAN Terselesaikannya Ganti Kerugian 100.00% 2,84% | Dinas Perumahan, Kawasan
GANTI KERUGIAN DAN dan Santunan Tanah untuk Permukiman dan
SANTUNAN TANAH UNTUK Pembangunan Pertanahan
PEMBANGUNAN
46 | PROGRAM REDISTRIBUSI Terlaksananya Program 50.00% 38,17% | Dinas Perumahan, Kawasan
TANAH, SERTA GANTI Redistribusi Tanah, Serta Ganti Permukiman dan
KERUGIAN PROGRAM TANAH Kerugian Program Tanah Pertanahan
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN Kelebihan Maksimum dan Tanah
TANAH ABSENTEE Absentee
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
47 | PROGRAM PENETAPAN TANAH | Penetapan Tanah Ulayat 50.00% 44,21% | Dinas Perumahan, Kawasan
ULAYAT Berdasarkan Norma, Standar dan Permukiman dan
Mekanisme Ketatalaksanaan Pertanahan
48 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase terselesaikannya 50.00% 24,21% | Dinas Perumahan, Kawasan
TANAH KOSONG masalah tanah kosong di Wilayah Permukiman dan
Kabupaten mempawah Pertanahan
49 | PROGRAM PENATAGUNAAN Persentase terlaksananya 100.00% 48,75% | Dinas Perumahan, Kawasan
TANAH penatagunaan tanah sesuai Permukiman dan
dengan RTRW Kabupaten Pertanahan
Mempawah
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
50 | PROGRAM PERENCANAAN Persentase dokumen perencanaan 100.00% 0% Dinas Perhubungan dan
LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup strategis Lingkungan Hidup
51 | PROGRAM PENGENDALIAN Capaian Pengendalian 70.00% 66,08% | Dinas Perhubungan dan
PENCEMARAN DAN/ATAU Pencemaran dan Perusakan Lingk Lingkungan Hidup
KERUSAKAN LINGKUNGAN Hidup
HIDUP
52 | PROGRAM PENGELOLAAN Capaian Perlindungan dan 70.00% 42,38% | Dinas Perhubungan dan
KEANEKARAGAMAN HAYATI Konservasi SDA Lingkungan Hidup
(KEHATI)
53 | PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pengendalian 60.00% 34,68% | Dinas Perhubungan dan

BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH

Lingkungan dari Bahan Berbahaya
dan Beracun

Lingkungan Hidup
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Target
No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

54 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Terpenuhinya 70.00% 69,13% | Dinas Perhubungan dan
PENGAWASAN TERHADAP IZIN | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN DAN IZIN Lingkungan
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

55 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase SDM Penyuluh 70.00% 100,00% | Dinas Perhubungan dan
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN | Lingkungan Hidup Meningkat Lingkungan Hidup
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

56 | PROGRAM PENGHARGAAN Capaian Penghargaan Kinerja 72.00% 72,00% | Dinas Perhubungan dan
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Masyarakat/Lembaga Dalam Lingkungan Hidup
MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup

57 | PROGRAM PENANGANAN Persentase Pengaduan Masyarakat | 70.00% 65,24% | Dinas Perhubungan dan
PENGADUAN LINGKUNGAN yang di Tangani Lingkungan Hidup
HIDUP

58 | PROGRAM PENGELOLAAN Capaian Pengembangan Kinerja 72.00% 71,29% | Dinas Perhubungan dan
PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

11 -107




Target
No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
59 | PROGRAM PENDAFTARAN Persentase Capaian Pengelolaan 91,00 % 79,70% | Dinas Kependudukan dan
PENDUDUK Dokumen Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil
60 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Capaian Pengeloaan 91,00 % 78,87% | Dinas Kependudukan dan
Dokumen Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
61 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Penyajian Informasi 92,00 % 70,92% | Dinas Kependudukan dan
INFORMASI ADMINISTRASI Data Kependudukan yang Akurat Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN dan Valid
62 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 95,00 % 45,58% | Dinas Kependudukan dan
PROFIL KEPENDUDUKAN Pengelolaan Profil Data Pencatatan Sipil
Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
63 | PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Memiliki 65.00% 59,57% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
Batas Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
64 | PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Desa yang Memiliki 70.00% 65,51% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
PEMERINTAHAN DESA Peraturan Desa Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
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Target

PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)

Pengamanan Lalu Lintas

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
65 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga Masyarakat, 75.00% 69,90% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, |lembaga Adat dan Masyarakat Perempuan dan
LEMBAGA ADAT DAN Hukum Adat yang Dibina Perlindungan Anak,
MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
66 | PROGRAM PENGENDALIAN Persentase terselenggaranya 60.00% 57,29% | Dinas Kesehatan,
PENDUDUK pengendalian penduduk di Pengendalian Penduduk dan
Kabupaten Mempawah Keluarga Berencana
67 | PROGRAM PEMBINAAN Persentase pelayanan KB 65.00% 57,22% | Dinas Kesehatan,
KELUARGA BERENCANA (KB) berkualitas dengan akses yang Pengendalian Penduduk dan
lebih baik dan merata di sektor Keluarga Berencana
pemerintah sehingga seluruh
masyarakat dapat terlayani
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
68 | PROGRAM Capaian Pengendalian dan 82.00% 79,83% | Dinas Perhubungan dan

Lingkungan Hidup
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Target

UMKM

Berkembang

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
69 | PROGRAM INFORMASI DAN Persentase Terlaksananya Program | 70.00% 68,93% | Dinas Komunikasi dan
KOMUNIKASI PUBLIK Informasi dan Komunikasi Publik Informatika
70 | PROGRAM APLIKASI Persentase Aplikasi Informatika 70.00% 69,11% | Dinas Komunikasi dan
INFORMATIKA yang terlaksana Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
71 | PROGRAM PENGAWASAN DAN | Capaian Koperasi yang Dilakukan 30.00% 29,97% | Dinas Penanaman Modal,
PEMERIKSAAN KOPERASI Pengawasan Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
72 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi yang Dibina 30.00% 29,98% | Dinas Penanaman Modal,
DAN PERLINDUNGAN Koperasi UKM dan
KOPERASI Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
73 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase UMKM yang Dibina 80.00% 79,94% | Dinas Penanaman Modal,
USAHA MENENGAH, USAHA Koperasi UKM dan
KECIL, DAN USAHA MIKRO Pelayanan Terpadu Satu
(UMKM) Pintu
74 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase UMKM yang 70.00% 35,00% | Dinas Penanaman Modal,

Koperasi UKM dan
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Target

DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Informasi Penanaman Modal

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
75 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Iklm Investasi yang 60.00% | 60,007% | Dinas Penanaman Modal,
IKLIM PENANAMAN MODAL Terpetakan Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
76 | PROGRAM PROMOSI Persentase Potensi Unggulan yang 55.00% - Dinas Penanaman Modal,
PENANAMAN MODAL Dipromosikan Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
77 | PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan Pelayanan 80.00% 78,41% | Dinas Penanaman Modal,
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
78 | PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Investasi Asing dan 60.00% 44,05% | Dinas Penanaman Modal,
PELAKSANAAN PENANAMAN Lokal yang Dibina Koperasi UKM dan
MODAL Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
79 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tersedianya Data dan 100% 100% Dinas Penanaman Modal,

Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
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Target

PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

terselenggara

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

80 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pemuda yang Menjadi 70.00% 70,00% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
KAPASITAS DAYA SAING Anggota Aktif Organisasi Olahraga, dan Pariwisata
KEPEMUDAAN Kepemudaan

81 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Cabang Olahraga yang 70.00% 68,00% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
KAPASITAS DAYA SAING Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit Olahraga, dan Pariwisata
KEOLAHRAGAAN yang Bersetifikat dan Terlatih

82 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Organisasi 100.00% | 100,00% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan yang Dibina Olahraga, dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

83 | PROGRAM Persentase Statistis Sektoral yang 75.00% 74,69% | Dinas Komunikasi dan
PENYELENGGARAAN terselenggara Informatika
STATISTIK SEKTORAL
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

84 | PROGRAM Persentase Persandian Untuk 75.00% 74,62% | Dinas Komunikasi dan
PENYELENGGARAAN Pengamanan Informasi yang Informatika
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Target

KOLEKSI NASIONAL DAN
NASKAH KUNO

yang terlibat dalam Pelestarian
dan Perawatan Naskah Kuno di
Kabupaten Mempawah

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
85 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan 55.00% 54,69% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
KEBUDAYAAN Masyarakat dalam Mewujudkan Olahraga, dan Pariwisata
Pelestarian dan Pengembangan
Kebudayaan
86 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Meningkatnya 70.00% 69,97% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
KESENIAN TRADISIONAL Apresiasi serta Pengetahuan Olahraga, dan Pariwisata
Masyarakat Terhadap Jenis
Kesenian Tradisonal
87 | PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya yang 70.00% 69,99% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
PENGELOLAAN CAGAR dilestarikan Olahraga, dan Pariwisata
BUDAYA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
88 | PROGRAM PEMBINAAN Persentase pemanfaat layanan 90.00% 87,08% | Dinas Perpustakaan dan
PERPUSTAKAAN pustaka dan pengembangan Minat Kearsipan
dan Budaya Baca masyarakat
89 | PROGRAM PELESTARIAN Persentase Partisipasi Masyarakat 75.00% - Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

90 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tingkat Penataan Arsip | 100.00% | 93,89% | Dinas Perpustakaan dan
ARSIP sesuai standar kearsipan Kearsipan

91 | PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Arsip Vital yang 100.00% 96,57% | Dinas Perpustakaan dan
DAN PENYELAMATAN ARSIP terselamatkan Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN

92 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Sarana dan Prasarana 70.00% 69,77% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PERIKANAN TANGKAP dalam Usaha Perikanan Tangkap Pangan dan Perikanan

93 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Sarana dan Prasarana 65.00% 63,89% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PERIKANAN BUDIDAYA dalam Usaha Perikanan Budidaya Pangan dan Perikanan

94 | PROGRAM PENGAWASAN Persentase Peningkatan 60.00% - Dinas Pertanian, Ketahanan
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN | Pengawasan Sumber Daya Pangan dan Perikanan
PERIKANAN Kelautan dan Perikanan

95 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN Persentase Tersedianya Data 70.00% 69,75% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PEMASARAN HASIL PERIKANAN | dalam Pengelolaan dan pemasaran Pangan dan Perikanan

hasil Perikanan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

96 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA | Persentase Peningkatan Kuantitas 75.00% 75,00% | Dinas Pendidikan, Pemuda,

TARIK DESTINASI PARIWISATA

dan Kualitas Obyek Wisata

Olahraga, dan Pariwisata
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Target

KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Pengendalian Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

97 | PROGRAM PEMASARAN Persentase Peningkatan n/a % n/a % | Dinas Pendidikan, Pemuda,

PARIWISATA Kunjungan Wisatawan ke Objek Olahraga, dan Pariwisata
Wisata di Kabupaten Mempawah

98 | PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase kontribusi PDRB sektor 10.00% 10,00% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
EKONOMI KREATIF MELALUI pariwisata Olahraga, dan Pariwisata
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

99 | PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya Pemberdayaan n/a % n/a % | Dinas Pendidikan, Pemuda,
SUMBER DAYA PARIWISATA Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Olahraga, dan Pariwisata
DAN EKONOMI KREATIF
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

100 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Tersedianya Sarana 74.00% 72,78% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PENGEMBANGAN SARANA Pertanian Pangan dan Perikanan
PERTANIAN

101 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Ketersedianya 71.00% 53,21% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PENGEMBANGAN PRASARANA | Prasarana Pertanian Pangan dan Perikanan
PERTANIAN

102 | PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pelaksanaan dalam 70.00% 68,54% | Dinas Pertanian, Ketahanan

Pangan dan Perikanan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

11-115




Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
103 | PROGRAM PENGENDALIAN Capaian kinerja Pengendalian dan 60.00% 57,11% | Dinas Pertanian, Ketahanan
DAN PENANGGULANGAN Penanggulangan Bencana Pangan dan Perikanan
BENCANA PERTANIAN Pertanian
104 | PROGRAM PERIZINAN USAHA Capaian Kinerja Perizinan Usahan 70.00% 67,56% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PERTANIAN Pertanian Pangan dan Perikanan
105 | PROGRAM PENYULUHAN Capaian Kinerja Penyuluhan 60.00% 58,20% | Dinas Pertanian, Ketahanan
PERTANIAN Pertanian Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KABUPATEN
MEMPAWAH
106 | PROGRAM PERIZINAN DAN Persentase pelaku usaha 100.00% 100% | Dinas Perindustrian,
PENDAFTARAN PERUSAHAAN memperoleh izin usaha disektor Kabupaten Mempawah dan
Kabupaten Mempawah Tenaga Kerja
107 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase pelaksanaan Fasilitas 2.00% 2,00% | Dinas Perindustrian,
SARANA DISTRIBUSI pengelolaan sarana distribusi Kabupaten Mempawah dan
KABUPATEN MEMPAWAH Kabupaten Mempawah Tenaga Kerja
108 | PROGRAM STABILISASI HARGA | Persentase ketersediaan barang 66.00% 64,62% | Dinas Perindustrian,
BARANG KEBUTUHAN POKOK | kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Mempawah dan
DAN BARANG PENTING Tenaga Kerja
109 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase produk unggulan 26.00% - Dinas Perindustrian,
EKSPOR daerah yang siap ekspor Kabupaten Mempawah dan
Tenaga Kerja
110 | PROGRAM STANDARDISASI Persentase pelaksanaan metrologi 21.00% 19,14% | Dinas Perindustrian,

DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

legal berupa tera dan tera ulang
dan pengawasan

Kabupaten Mempawah dan
Tenaga Kerja
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Target

DAN PEMBANGUNAN

Ekonomi yang di Rumuskan

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
111 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN | Persentase Produk Olahan 22.00% - Dinas Perindustrian,
PEMASARAN PRODUK DALAM Makanan Daerah yang di Kenal Kabupaten Mempawah dan
NEGERI Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
112 | PROGRAM PERENCANAAN DAN | Persentase bertambahnya 15.00% 14,97% | Dinas Perindustrian,
PEMBANGUNAN INDUSTRI kemampuan dan wawasan Kabupaten Mempawah dan
teknologi industri kecil dan Tenaga Kerja
menengah
113 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN | Persentase Terselenggaranya 1,2 % 1,20% | Dinas Perindustrian,
USAHA INDUSTRI Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Mempawah dan
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Tenaga Kerja
114 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Terselenggaranya 0,6 % 0,60% | Dinas Perindustrian,
SISTEM INFORMASI INDUSTRI | Pengelolaan Sistem Informasi Kabupaten Mempawah dan
NASIONAL Industri Nasional Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
115 | PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase Jumlah Pelayanan 100.00% | 89,17% | Sekretariat Daerah
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Pemerintahan, Hukum,
Kesejahteraan Sosial dan
Masyarakat
116 | PROGRAM PEREKONOMIAN Persentase Kebijakan Bidang 100.00% | 89,97% | Sekretariat Daerah
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

SEKRETARIAT DPRD

117 | PROGRAM DUKUNGAN Persentase Peningkatan Kapasitas 75.00% 72,48% | Sekretariat DPRD
PELAKSANAAN TUGAS DAN dan Fungsi DPRD
FUNGSI DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN

118 | PROGRAM PERENCANAAN, Persentase jumlah capaian 100.00% | 96,19% | Badan Perencanaan
PENGENDALIAN DAN perencanaan, pengendalian dan Pembangunan Daerah
EVALUASI PEMBANGUNAN evaluasi pembangunan daerah
DAERAH

119 | PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase jumlah capaian 100.00% | 97,21% | Badan Perencanaan
SINKRONISASI PERENCANAAN | koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Daerah
PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan pembangunan

daerah

KEUANGAN

120 | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase ketepatan waktu 100.00% | 94,86% | Badan Pengelola Keuangan

KEUANGAN DAERAH

penyusunan dokumen anggaran,
perbendaharaan dan laporan
keuangan daerah sesuai
ketentuan

dan Aset Daerah
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase ketepatan waktu 100.00% | 95,42% | Badan Pengelola Keuangan
BARANG MILIK DAERAH penyusunan dokumen barang dan Aset Daerah
milik daerah sesuai ketentuan
PROGRAM PENGELOLAAN RASIO PAD TERHADAP APBD 11,44% 14,91% | Badan Pengelola Pajak dan
PENDAPATAN DAERAH Retribusi Daerah
KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN Persentase efektivitas pengelolaan 80.00% 63,03% | Badan Kepegawaian dan
DAERAH administrasi kepegawaian Pengembangan Sumber
Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
121 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase jumlah pengiriman 65.00% 52,32% | Badan Kepegawaian dan
SUMBER DAYA MANUSIA tugas belajar non ASN di Pengembangan Sumber
Kabupaten Mempawah Daya Manusia
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
122 | PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase jumlah capaian 100.00% | 99,76% | Badan Perencanaan

PENGEMBANGAN DAERAH

penelitian dan pengembangan
daerah

Pembangunan Daerah

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

123 | PROGRAM Persentase Pelaksanaan 85.00% 72,85% | Inspektorat Daerah
PENYELENGGARAAN Pengawasan Internal Pengendalian
PENGAWASAN Kebijakan KDH

124 | PROGRAM PERUMUSAN Persentase Pelaksanaan 85.00% 78,80% | Inspektorat Daerah
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Pengendalian Program Kebijakan
DAN ASISTENSI Internal Pemerintah

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN

125 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 75.00% 75,00% | Kecamatan Mempawah Hilir
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

126 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 96.00% 96,00% | Kecamatan Mempawah
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas Timur
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

127 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 80.00% 79,84% | Kecamatan Sungai Kunyit
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

128 | PROGRAM Koordinasi Penyelenggaraan 80 Dok 80 Dok | Kecamatan Sungai Pinyuh
PENYELENGGARAAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

129 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 96.00% 95,80% | Kecamatan Anjongan
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

130 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 80.00% 80,00% | Kecamatan Toho
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

131 | PROGRAM Persentase Terlaksananya 80.00% 80,00% | Kecamatan Sadaniang
PENYELENGGARAAN Pelayanan Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

132 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 90.00% 90,00% | Kecamatan Segedong
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

133 | PROGRAM Terselenggaranya Pelayanan 80.00% 80,00% | Kecamatan Siantan
PENYELENGGARAAN Publik yang Berkualitas
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

134 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 78,49% | Kecamatan Mempawah Hilir
MASYARAKAT DESA DAN Pembangunan Masyarakat Desa
KELURAHAN yang di Berdayakan

135 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 95.00% 93,58% | Kecamatan Mempawah

MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Masyarakat Desa yang di
Berdayakan

Timur
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

136 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 80,00% | Kecamatan Sungai Kunyit
MASYARAKAT DESA DAN Pembangunan Masyarakat Desa
KELURAHAN yang di Berdayakan

137 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 80,00% | Kecamatan Sungai Pinyuh
MASYARAKAT DESA DAN Pembangunan Masyarakat Desa
KELURAHAN yang di Berdayakan

138 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 95.00% 94,80% | Kecamatan Anjongan
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat Desa yang di
KELURAHAN Berdayakan

139 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 80,00% | Kecamatan Toho
MASYARAKAT DESA DAN Pembangunan Masyarakat Desa
KELURAHAN yang di Berdayakan

140 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 156,39% | Kecamatan Sadaniang
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat Desa yang di
KELURAHAN Berdayakan

141 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 100.00% | 100,00% | Kecamatan Segedong
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat Desa yang di
KELURAHAN Berdayakan

142 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Meningkatnya 80.00% 80,00% | Kecamatan Siantan
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat Desa yang di
KELURAHAN Berdayakan

143 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 80.00% 79,91% | Kecamatan Mempawah Hilir

PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Administrasi Umum di Kecamatan
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

144 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 95.00% 90,00% | Kecamatan Mempawah
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan Timur
PEMERINTAHAN UMUM

145 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 85.00% 84,79% | Kecamatan Sungai Kunyit
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

146 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 80.00% 80,00% | Kecamatan Sungai Pinyuh
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

147 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 95.00% 94,57% | Kecamatan Anjongan
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

148 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 85.00% 85,00% | Kecamatan Toho
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

149 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 75.00% 74,90% | Kecamatan Sadaniang
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

150 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 100.00% | 98,05% | Kecamatan Segedong
PENYELENGGARAAN URUSAN | Administrasi Umum di Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM

151 | PROGRAM Persentase Tersedianya Pelayanan 85.00% 85,00% | Kecamatan Siantan

PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Administrasi Umum di Kecamatan
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

152 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 79,43% | Kecamatan Mempawah Hilir
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

153 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 96.00% 95,73% | Kecamatan Mempawah
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina Timur
DESA

154 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 79,74% | Kecamatan Sungai Kunyit
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

155 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 79,94% | Kecamatan Sungai Pinyuh
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

156 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 96.00% 94,55% | Kecamatan Anjongan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

157 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 80,00% | Kecamatan Toho
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

158 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 80,00% | Kecamatan Sadaniang
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA

159 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 100.00% | 100,00% | Kecamatan Segedong

PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

di Bina
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
160 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Masyarakat Desa yang 80.00% 80,00% | Kecamatan Siantan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN | di Bina
DESA
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
161 | PROGRAM PENGUATAN Persentase Hasil Penguatan 100.00% | 91,86% | Sekretariat Daerah
IDEOLOGI PANCASILA DAN dibidang Pancasila dan Karakter
KARAKTER KEBANGSAAN Kebangsaan
162 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penyelenggaraan Politik | 100.00% | 85,61% | Sekretariat Daerah
PERAN PARTAI POLITIK DAN Masyarakat
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
163 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Organisasi Politik, 100.00% 97,37% | Sekretariat Daerah
DAN PENGAWASAN Profesi dan Kemasyarakatan yang
ORGANISASI Terdata
KEMASYARAKATAN
164 | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase yang Mengikuti 100.00% | 89,60% | Sekretariat Daerah
PENGEMBANGAN KETAHANAN | Koordinasi dan Monitoring di
EKONOMI, SOSIAL, DAN Bidang Ketahanan Ekonomi,
BUDAYA Sosial dan Budaya
165 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Peningkatan 100.00% | 53,90% | Sekretariat Daerah

KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN

Ketahanan dan Penanganan
Konflik-konflik Sosial
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
SEMUA BIDANG URUSAN

166 | PROGRAM PENUNJANG Persentase terlaksananya 100.00% 84,69% | Dinas Pendidikan, Pemuda,
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran Olahraga, dan Pariwisata
DAERAH KABUPATEN/KOTA

167 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 65.00% 58,66% | Dinas Kesehatan,
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Pengendalian Penduduk dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran Keluarga Berencana

168 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 65.00% 58,44% | RSUD Dr Rubini
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

169 | PROGRAM PENUNJANG Nlai SAKIP BB B Dinas Pekerjaan Umum dan
URUSAN PEMERINTAHAN Penataan Ruang
DAERAH KABUPATEN/KOTA

170 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 85.00% 75,91% | Dinas Perumahan, Kawasan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Permukiman dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran Pertanahan

171 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 70.00% 68,52% | Satuan Polisi Pamong Praja

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

pelayanan administrasi
perkantoran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

11-126




Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
172 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 70.00% 66,87 Badan Penanggulangan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Bencana Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
173 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 60.00% 56,66% | Dinas Sosial, Pemberdayaan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Perempuan dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
174 | PROGRAM PENUNJANG 'Persentase tingkat capaian 91,00 % 84.39% | Dinas Kependudukan dan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Pencatatan Sipil
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
175 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 60.00% 52,13% | Dinas Perhubungan dan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Lingkungan Hidup
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
176 | PROGRAM PENUNJANG Persentase terlaksananya 100.00% | 98,03% | Dinas Komunikasi dan
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran Informatika
DAERAH KABUPATEN/KOTA
177 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 65.00% 59,25% | Dinas Penanaman Modal,
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Koperasi UKM dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
178 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 100.00% | 97,41% | Dinas Perpustakaan dan

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

pelayanan administrasi
perkantoran

Kearsipan
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

179 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 75.00% 65,45% | Dinas Pertanian, Ketahanan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Pangan dan Perikanan
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

180 | PROGRAM PENUNJANG Persentase pelaksanaan 90.00% 84,93% | Dinas Perindustrian,
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran Kabupaten Mempawah dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA Tenaga Kerja

181 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 100.00% | 91,12% | Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran dan penataan

organisasi

182 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 75.00% 68,83% | Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

183 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 80.00% 77,88% | Kecamatan Mempawah Hilir
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

184 | PROGRAM PENUNJANG Persentase Jumlah Capaian 85.00% 82,06% | Inspektorat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perkantoran

185 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 100.00% | 97,40% | Badan Perencanaan
URUSAN PEMERINTAHAN pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA daerah

186 | PROGRAM PENUNJANG Persentase capaian pelayanan 90.00% 82,42% | Badan Pengelola Keuangan

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

administrasi perkantoran

dan Aset Daerah
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan

187 | PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP BB B Badan Pengelola Pajak dan
URUSAN PEMERINTAHAN Retribusi Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA

188 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 55.00% 50,95% | Badan Kepegawaian dan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Pengembangan Sumber
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran Daya Manusia

189 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 92.00% 88,77% | Kecamatan Mempawah
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi Timur
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

190 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 80.00% 75,96% | Kecamatan Sungai Kunyit
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

191 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 80.00% 76,75% | Kecamatan Sungai Pinyuh
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

192 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 92.00% 77,87% | Kecamatan Anjongan
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

193 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 80.00% 75,39% | Kecamatan Toho
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran

194 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 75.00% 67,64% | Kecamatan Sadaniang

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

pelayanan administrasi
perkantoran
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Target

No. Urusan/Program RKPD Kinerja Program RKPD dan Realisasi Perangkat Daerah
Satuan
195 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 100.00% | 95,37% | Kecamatan Segedong
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan administrasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
196 | PROGRAM PENUNJANG Persentase jumlah capaian 80.00% 76,23% | Kecamatan Siantan

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

pelayanan administrasi
perkantoran
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi terhadap
permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa
urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap
munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini
bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait
dengan wurusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu
strategis pembangunan.

Pada Tahun 2024 yang menjadi prioritas dan sasaran
pembangunan adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
Meningkatnya Sektor unggulan; dan Meningkatnya Penyerapan Tenaga
Kerja. Adapun yang menjadi permasalahan yang berhubungan dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas adalah :

1) Rasio Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan keuangan daerah sering dijadikan sebagai tolak
ukur untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan otonomi. Indikator yang digunakan untuk
mengukur kemampuan keuangan daerah adalah rasio pendapatan
asli daerah terhadap APBD.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi :
- kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan
budaya dan potensi asli daerah.
- kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang
relatif rendah.
- lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.

- kelemahan kualitas SDM aparatur.
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2)

3)

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan Pendapatan Domestik Regional
Bruto suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal
di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masih
rendahnya PDRB Perkapita disebabkan belum Optimalnya
Akselerasi Sumber Daya Ekonomi Unggulan Dan Potensial, yang
disebabkan oleh:
- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian;
- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan;
- Belum Optimalnya peningkatan ketersediaan, akses dan
- pemanfaatan pangan Strategis;
- Belum Optimalnya Tata Kelola Kabupaten Mempawah;
- Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata;
-  Belum optimalnya Daya Saing Industri dan Rendahnya

Kualitas SDM;

- Belum Optimalnya Penanaman Modal;
- Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha

Kecil;

Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang
selalu dihadapi setiap daerah. Jika berbicara tentang masalah
pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah
sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena
pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

daerah. Adapun permasalahan pengangguran saat ini diantaranya

- Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari
kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan
lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh daerah.

- Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.

Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki
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keterampilan menjadi salah satu penyebab makin
bertambahnya angka pengangguran di Mempawah.

- Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki
akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang
memilli kekurangan tenaga pekerja.

- Kurang meratanya lapangan pekerjaan, saat ini lapangan kerja
hanya terdapat di Kawasan industry yang ada

- Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam

memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

2.3.1.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah

2.3.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1.1.1.Pendidikan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pendidikan sebagai
berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini belum terlaksana dengan baik
disebabkan terbatasnya biaya Operasional;

- Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang arti penting
pendidikan.

- Masih rendahnya APK dan APM pada jenjang pendidikan
menengah.

- Sistem kurikulum dan metode pembelajaran kurang mengarah
pada penguasaan estetika, etika, kepribadian dan kompetensi
tertentu;

- Sarana Prasarana penunjang proses belajar mengajar untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal

- Sistem pengembangan guru belum optimal terutama dalam segi
pengembangan profesi, kode etik, kesejahteraan, hak dan

perlindungan.

2.3.1.1.1.2.Kesehatan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan Kesehatan adalah
sebagai berikut :

- Tingginya angka kematian bayi (AKB)
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Hal ini berkaitan dengan beberapa cakupan pelayanan
kesehatan yang belum optimal, seperti cakupan kunjungan bayi,
cakupan pelayanan anak balita. Hal ini disebabkan karena masih
rendahnya kunjungan rumah oleh bidan, keterbatasan jumlah
tenaga kesehatan, kurangnya pembinaan posyandu oleh petugas,
kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakan
kesehatan bayinya, Masih rendahnya peran masyarakat dalam
mengelola posyandu, Masih rendahnya kesadaran orang tua
tentang manfaat posyandu. Adapun penyebab kematian bayi
diantaranya: BBLR < 2500 gram (berat bayi lahir rendah), bayi
kekurangan Oksigen wuntuk bernapas (Aspexia), kelainan
Konginetal, Sepsis,Infeksi saluran cerna dan lain-lain.

- Tingginya angka kematian ibu (AKI)

Hal ini berkaitan dengan beberapa cakupan pelayanan
kesehatan yang belum optimal, seperti cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan,
cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan pelayanan nifas
yasng disebabkan karena Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga
kesehatan yang kurang, Belum semua kelurahan memiliki tenaga
bidan, Belum optimalnya kemitraan bidan dan dukun. Adapun
penyebab kematian Ibu diantaranya: Pre Eklamsia, Asma dan
Hipertensi.

- Belum optimalnya penanganan gizi

Hal ini disebabkan karena terlambatnya penemuan kasus,
Rendahnya monitoring dan evaluasi, Rendahnya pengetahuan
orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk, Kurangnya
kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan, Kurang
pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka
proses pemulihan, penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum
optimal.

- Masih tingginya kasus penyakit menular

Masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) pada

Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh penyakit infeksi

seperti DBD, TBC, ISPA, Diare, Campak, Kusta dan penyakit
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infeksi baru seperti HIV/AIDS dan Rabies. Dari beberapa penyakit
infeksi tersebut terjadi peningkatan kasus untuk penyakit DBD,
ISPA, Campak serta HIV/AIDS. Hal ini disebabkan karena
penanganan kasus penyakit yang belum maksimal, Upaya
promotif dan preventif masih kurang digalakkan Promosi
kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), rendahnya kesadaran
masyarakat tentang pola hidup sehat, Mobilitas penduduk yang
cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan
penyakit yang terjadi di masyarakat.
- Belum optimalnya Imunisasi

Hal ini disebabkan Kurangnya partisipasi masyarakat,
Rendahnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Faktor
budaya sebagian kecil masyarakat yang tidak mengimunisasikan
bayinya serta kurang validnya data dasar sehingga upaya sweeping
tidak cukup memberikan hasil yang signifikan. Mutasi petugas
juga merupakan salah satu pengaruh tidak tercapainya program
yang telah direncanakan serta minimnya petugas mendapat
pelatihan khusus.

- Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan sumber daya
manusia kesehatan.

Masih Kurangnya jumlah tenaga kesehatan secara umum,
termasuk dokter umum/gigi, tenaga farmasi, tenaga analis
kesehatan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga
kesehatan lainnya serta Distribusi tenaga kesehatan yang tidak
merata. Hal ini akan menyebabkan kurang maksimalnya
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

- Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan.

Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai
bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat,
Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini
ditunjukan dengan masih kurangnya ketersediaan data yang
akurat dan valid sehingga kurang optimalnya penerapan
perencanaan. Dalam pelaksanaan manajemen yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / evaluasi masih belum
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terlaksana dengan baik. Keterbatasan kemampuan dan jumlah
SDM kesehatan menjadi penyebabnya.
Belum optimalnya Cakupan peserta KB Aktif.

Masih kurangnya tenaga penyuluh KB disetiap kelurahan/
Desa dimana idealnya setiap Kelurahan / Desa memiliki minimal
2 tenaga penyuluh KB. Selain itu Masih rendahnya kesadaran
pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti KB.
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan
kesehatan.
Masih minimnya Sarana dan Prasarana Puskesmas serta
infrastruktur kesehatan disebabkan alokasi anggaran yang tidak

mencukupi untuk membiayai pembangunan.

2.3.1.1.1.3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada urusan pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang adalah;

Kabupaten Mempawah seringkali mengalami kejadian banjir.
Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah merupakan
kombinasi keadaan yaitu sifat alam yang rentan terhadap kondisi
perubahan kewilayahan dan sistem sosial budaya serta politik
masyarakat. Permasalahan banjir di Kabupaten Mempawah
berhubungan dengan degradasi kondisi hidrologi Daerah Aliran
Sungai (DAS) seperti pendangkalan dan penyempitan pada sungai,
kapasitas drainase tidak optimal, efek backwater pada saat kondisi
pasang dan perubahan fungsi lahan di wilayah sekitar DAS. DAS
Mempawah merupakan salah satu DAS di Kalimantan Barat
dengan kondisi hidrologis yang mencakup Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Kearifan lokal
masyarakat Kabupaten Mempawah dalam menghadapi banjir
meliputi bentuk bangunan menghadapi banjir, kebiasaan
mengenali banjir, penyampaian informasi banjir, proses evakuasi
banjir dan kebiasaan menjaga lingkungan. Bentuk revitalisasi
kearifan lokal yang dilakukan yaitu adanya kelompok masyarakat

tanggap bencana di desa dan kelompok masyarakat penggerak
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mangrove yang sudah terintegrasi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mempawah.

- Upaya-upaya percepatan peningkatan kondisi kemantapan jalan
di Kabupaten Mempawah dimulai dari membangun jalan,
peningkatan jalan maupun rehabilitasi jalan. Selain daripada itu
memperbaharui kualitas jalan yang menjadi kewenangan
kabupaten untuk membuka akses terisolasinya beberapa desa
yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Kunyit yang
menjadi  Sentra  Wilayah  Strategis Nasional, sehingga
pembangunan tersebut dapat mendongkrak ekonomi dan
pengembangan wilayah di Kecamatan Sadaniang, Toho dan
Anjongan.

- Konsultan perencanaan dianggarkan dalam tahun anggaran yang
sama dapat berakibat pada keterlambatan proses lelang
konstruksi pengadaan barang dan jasa, sehingga berpengaruh
kepada pelaksanaan fisik di lapangan pada saat memasuki musim
pasang surut air dan musim hujan yang dapat berakibat banjir

- Belum validnya data survei lapangan dari konsultan perencanaan
sehingga perlu waktu bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
untuk memeriksa hasil surveynya, sebelum dijadikan dokumen
lelang.

- Peralatan pendukung belum mencukupi

- Belum adanya data base yang tepat dan akurat

- Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten
Mempawah pada penentuan letak lokasi terkadang terlambat,
karena kompleknya masalah yang timbul dilapangan terutama
konflik kepentingan/sosial. Misalnya konflik antara kepala desa
dengan masyarakat, ketua RT dengan masyarakat, masyarakat
minta ganti rugi karena tanahnya terkena pembangunan.

- Ada beberapa kegiatan yang tidak lengkap alamatnya sehingga
lokasinya jadi kurang jelas. Usulan dan kegiatan sebaiknya
disertai foto yang geotag sehingga lokasinya menjadi lebih jelas

karena ada koordinatnya.
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2.3.1.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Adapun permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- Belum tersedianya database perencanaan program yang lengkap
dan valid dalam rangka menunjang kegiatan penyusunan program
kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman
(pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kawasan
permukiman) maupun perencanaan teknis secara lebih baik dan
terarah;

- Kemampuan dan keterampilan SDM di bidang perumahan dan
kawasan permukiman relatif masih rendah disebabkan minimnya
pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan kerja SDM dalam hal penyusunan rencana/program,;

- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kerja terutama yang
berkaitan dengan sarana survey, penelitian dan mobilisasi;

- Masih banyak gedung atau perumahan yang berdiri tanpa
memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan
maupun perkotaan;

- Banyaknya permukiman yang tidak tertata dan kumuh di kawasan
perdesaan dan perkotaan.

- Ada beberapa kegiatan yang tidak lengkap alamatnya sehingga
lokasinya jadi kurang jelas. Usulan dan kegiatan sebaiknya
disertai foto yang geotag sehingga lokasinya menjadi lebih jelas

karena ada koordinatnya

2.3.1.1.1.5.Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang
harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan

Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
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Standar operasional prosedur Satpol PP;

Standar sarana prasarana Satpol PP;

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
perlindungan masyarakat; dan

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan

Perkada.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi dalam mencapai

sasaran Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakan Perda/

Perkada yaitu :

Masyarakat masih kurang proaktif terhadap informasi Peraturan
Daerah yang terbaru.

Masih terdapatnya masyarakat yang kurang mematuhi dan
mengerti tentang Peraturan Daerah.

Pada saat tim melaksanakan kegiatan bersamaan dengan jam
sibuk pelaku usaha melayani konsumen, sehingga tidak dapat
fokus berinteraksi secara maksimal dengan anggota tim.

Relatif kurangnya personil sehingga tidak dapat melaksanakan

kegiatan secara maksimal.

2.3.1.1.1.6.Sosial

Hambatan dan masalah dalam pencapaian indikator sasaran

Prosentase penurunan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

adalah sebagai berikut:

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks hanya
ditangani oleh 1 (satu) bidang. Karena Terbatasnya Dana APBD
maka pelaksanaan penurunan penyandang masalah sosial baru
dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan bahan bangunan
rumah untuk keluarga miskin, sedangkan untuk penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti Lanjut Usia, Anak
Terlantar dan 21 (Duapuluh Satu) Permasalahan kesejahteraan
Sosial lainnya belum sepenuhnya dapat tersentuh dana APBD.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin komplek hanya

ditangani oleh 1 (satu) bidang.
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- Kurangnya jumlah pegawai yang menangani permasalahan
kesejahteraan sosial.

- Minimnya dana pendataan penyandang masalah kesejahteraan
sosial

- Tidak adanya sarana untuk pelayanan penyandang masalah
kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut Usia, hal ini karena
kurang pedulinya dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Mempawah terhadap permasalahan Kesejahteraan sosial.

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja terutama pada
tahun 2022 adalah :

Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mempawah saat ini masih
berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Ini menunjukkan
bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang
dan jasa dalam perekonomian relatif terhadap jumlah penduduk
Kabupaten Mempawah secara keseluruhan masih lebih rendah apabila
dibandingkan dengan rata-rata pasokan nasional dan provinsi.

- Masih belum optimalnya penciptaan kewirausahaan baru

- Belum optimalnya Kerjasama antara pelaku usaha, Akademisi dan
pihal lain terkait

- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja

- Belum optimalnya KLK Mempawah

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak adalah terkait upaya pembangunan gender di
Kabupaten Mempawah telah meningkatkan kualitas pembangunan
berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi
dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan
politik. Selain itu, belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga
dimana hal ini kemudian membutuhkan upaya optimalisasi

pengelolaan sistem data gender dan anak.
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2.3.1.2.3. Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah masih

rendahnya ketersediaan pangan strategis dan terjaminnya keamanan

dan mutu pangan dimana hal ini disebabkan oleh belum optimalnya

upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan

dengan beberapa rincian permasalahan sebagai berikut:

Masih belum tersedia peta kerentanan dan kerawanan pangan di
setiap kecamatan

Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten masih
belum maksimal.

Masih lemahnya kelembagaan keamanan pangan segar daerah
Belum lengkap Registrasi keamanan pangan segar daerah

(sertifikasi mutu dan keamanan pangan)

2.3.1.2.4. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:
kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya
kualitas air, udara dan air laut
belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan
sampah.

Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai

Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan
hukum

Kerusakan hutan mangrove, dampak dan rusaknya hutan
mangrove dapat meningkatkan erosi dan sendimen di sungai dan
laut serta abrasi dan intrusi air laut ke areal persawahan yang
mengakibatkan produktifitas lahan menjadi rendah akibat intrusi
air laut. Di beberapa kecamatan yang berada di daerah pesisir,
terdapat hutan mangrovenya sudah hilang sama sekali dan telah
terjadi abrasi yang sangat parah;

Pencemaran sungai, dampak dari limbah industri, limbah
domestik dan limbah dari kegiatan penambangan tanpa izin yang
dapat mengakibatkan pencemaran air sungai;

Pengangkatan sampah belum dapat dilakukan optimal dengan

jumlah kendaraan yang ada saat ini sebanyak 5 unit dan bisa
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beroperasi tinggal 2 unit sedangkan 3 unit lainnya mengalami
kerusakan berat sehingga jumlah volume sampah yang ada tidak
seimbang dengan kapasitas angkut sehingga masih ada sampah
yang mengendap per harinya;

- Belum tertibnya masyarakat dalam membuang sampah sehingga
sampah berserakan ke mana-mana;

- Pendataan sampah hanya dapat dilakukan secara visual dan
belum tersedianya alat dan timbangan;

- Belum adanya unit Pengolahan Lumpur Tinja;

- Minimnya sarana dan prasarana saat ini dirasakan kurang
memadai dibandingkan dengan besarnya volume sampah yang
harus diangkut setiap harinya;

- Luas kawasan pembuangan TPA sudah tidak memadai, harus ada
penambahan lahan atau dicairkan lokasi yang baru;

- Belum adanya pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang
akan menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomi
seperti kompos untuk dijadikan pupuk, listrik atau produk

lainnya.

2.3.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil adalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang

berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan.

2.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah Pelayanan Pemerintah Kabupaten ke Masyarakat Desa
masih belum optimal ditandai dengan masih terdapat 2 Desa Tertinggal.
Selain itu pemerataan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan

desa juga masih belum optimal.

2.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dimana
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belum optimalnya pengendalian penduduk dan Pembinaan Keluarga

Berencana (KB) dengan beberapa permasalahan antara lain:

Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Mempawah masih di atas
2 (dua), angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Kota Pontianak
yang sudah mencapai angka 1 (satu);

Adanya penurunan persentase pemakaian kontrasepsi modern
dan kenaikan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
2018- 2022;

Pembangunan berwawasan kependudukan belum menjadi arus
utama pembangunan daerah;

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) masih
rendah;

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi
(kesadaran masyarakat yang masih rendah);

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Ratio) masih tinggi;

Tingkat putus pakai (DO) pemakaian kontrasepsi masih tinggi; dan

Pengembangan kampung KB yang belum optimal.

2.3.1.2.8. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah belum

optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan jasa

perhubungan, kinerja pelayanan angkutan umum dan system

keselamatan serta kelancaran transportasi antara lain:

Sistem transportasi masih kurang baik

Penataan jaringan pelayanan angkutan umum yang belum
optimal;

Masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum
terpenuhinya standar perlengkapan jalan;

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan
penyelenggaraan perhubungan; dan

Akan dijadikan kijing sebagai Pelabuhan Internasional, karena
keberadaan pelabuhan sangat penting dan merupakan mata rantai
yang mempertemukan dua moda transportasi. Untuk itu perlu

dipikirkan penataan pelabuhan yang baik, penataan penggunaan
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lahan pelabuhan untuk berbagai kegiatan yang telah ada dan yang
akan direncanakan maupun penataan fasilitas-fasilitas pelabuhan

untuk jangka menengah.

2.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika

adalah dimana kinerja pelayanan publik belum optimal yang ditandai

dengan belum optimalnya capaian SPBE dan belum optimalnya

pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat antara

lain:

Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas
serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektoronik;

Belum optimalnya Penerapan Manajemen SPBE;

Infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi belum memadai;
Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi
dan berkualitas;

Masih kurangnya SDM di bidang informasi dan komunikasi publik;

2.3.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah adalah:

Koperasi aktif di Kabupaten Mempawah hanya mencapai 62 persen
(Jumlah Koperasi Aktif 163 dari jumlah Koperasi sekitar 263) pada
tahun 2022;

Perlunya meningkatkan upaya pendataan UMKM sebagai dasar
kebijakan;

Kurangnya upaya pemerintah dalam mewadahi dukungan untuk
UMKM (pelatihan peningkatan keahlian, memperluas supply
produk, membantu dalam kesempatan ekspor);

Kurangnya bantuan dalam integrasi ekonomi digital untuk
membantu UMKM,;

Kurangnya promosi mengenai UMKM,;

Upah tenaga kerja yang dinilai terlalu tinggi;
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- Pengelolaan sistem teknologi informasi di PTSP yang masih belum
optimal; dan
- Kegiatan pelatihan, pembinaan dan pameran untuk UKM belum

tepat sasaran dan efektif

2.3.1.2.11. Penanaman Modal
Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah

belum optimalnya peningkatan realisasi penanaman modal dan

kemudahan berusaha antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Ketimpangan sebaran penanaman modal (terkonsentrasi di
Siantan dan Sungai Kunyit);

- Penanaman modal didominasi oleh investasi padat modal,

- Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer

- (IPRO);

- Belum optimalnya strategi promosi dan branding penanaman
modal;

- Rendahnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;

- Rendahnya pengawasan kepada pelaku usaha;

- Masih adanya tumpang tindih kewenangan perijinan;

- Sistem perizinan yang mudah perlu untuk terus dikembangkan;

- Promosi investasi yang belum efektif; dan

- Belum optimalnya pelayanan perizinan.

2.3.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga
adalah belum optimalnya pelayanan kepemudaan, masih rendahnya
pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sarana
prasarana keolahragaan, masih kurangnya lembaga olahraga dan
standarisasi yang mengikuti kejuaraan Nasional dan masih kurangnya
pembinaan dan pelatihan olahraga antara lain dijelaskan sebagai
berikut:
- Terbatasnya tempat/gedung pertemuan pemuda
- Pendataan pemuda yang belum tuntas
- Terbatasnya pelatihan keterampilan bagi pemuda

- Belum tersedia fasilitas gelanggang/arena remaja
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- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang meliputi
lapangan olaharaga, tempat latihan dan minimnya peralatan

- Kurangnya pembibitan atlit karena minimnya minat bakat
masyarakat untuk olahraga

- Kurangnya pelatih yang berpengalaman

- Kurangnya kompetisi

- Minimnya pendanaan untuk pemuda dan olahraga

2.3.1.2.13. Statistik

Permasalahan utama pada urusan statistik adalah belum
optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sectoral serta
pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi serta dukungan

ketersediaan SDM statistisi yang belum tersedia.

2.3.1.2.14. Persandian

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum
optimalnya sarana dan prasarana persandian serta belum optimalnya
cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan
keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat

memanfaatkan persandian.

2.3.1.2.15. Bidang Kebudayaan
Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada

di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan

atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota

Kabupaten Mempawah memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau

lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan

Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain. Isu

strategis di bidang kebudayaan diantaranya :

- Kampung Wisata ; Konsep kampung wisata, sangat cocok dan
dapat dikembangkan di kota Mempawah khususnya daerah
kampung Pedalaman. Dimana Istana Amantubillah sebagai centre
point dari konsep tersebut.

- Konsep kampung wisata tentunya tidak hanya sebatas Istana

Amantubillah, namun didukung oleh ritual yang selalu
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dilaksanakan, wisata kuliner yang khas, serta obyek wisata
lainnya yang mendukung. Yaitu Mesjid Jami’atul Khoir, Makam
Habieb Husein dan Makam Opu Daeng Manambon serta
pertunjukan kesenian dan tarian di komplek Istana Amantubillah.
Untuk Makam Opu Daeng Manambon, diharapkan dapat
ditempuh melalui jalur sungai. Dan ini akan memberikan nilai
tambah bagi Konsep Kampung Wisata ataupun Wisata Sejarah.
Event Robo’ Robo’ ; Robo’ Robo’ salah satu event budaya yang
memiliki nilai komperatif dan sejarah yang sangat tinggi. Dapat
dikatakan, Robo’ Robo’ merupakan salah satu perjalanan panjang
sejarah Kota Mempawah. Robo’ Robo’, jika dikemas secara baik
tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi
masyarakat Kabupaten Mempawah. Multiflier effect dari kegiatan
ini sangat besar. Namun, semua komponen baik itu dari
Pemerintah Daerah, kerabat Istana Amantubillah dan masyarakat,
perlu duduk bersama membicarakan konsep yang tepat untuk
mengemas event akbar tersebut. Jika kita jalan sendiri-sendiri,
event bersejarah ini tidak akan berarti apa-apa dan memberikan
apa-apa.

Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah ; diharapkan,
beberapa tahun kedepan kesenian-kesenian yang ada di
Kabupaten Mempawah dapat terus terpelihara dan tergali potensi-
potensi yang ada. Sanggar-sanggar terus mermunculan, sehingga
generasi muda dapat terus berkarya dan tidak terjerumus pada

hal-hal yang merugikan.

2.3.1.2.16. Perpustakaan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022,

dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Motivasi dan disiplin kerja aparatur kurang optimal.
Tingkat pemahaman Aparatur terhadap Uraian Tugas dan SOP

belum optimal.
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- Luasnya Wilayah Binaan dan jumlah sumber daya manusia yang
masih sedikit dalam penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
Masih belum Optimal.

- Sarana Prasarana Berbasis Teknologi yang belum memadai guna
menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas sesuai dengan
perkembangan zaman.

- Minimnya anggaran peningkatan SDM Bidang Perpustakaan

2.3.1.2.17. Kearsipan

- Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah belum
optimalnya peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan
arsip sebagai bahan pertanggungjawaban yang disebabkan antara

lain:

- Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis Kabupaten;

- Belum optimalnya pengelolaan arsip statis daerah Provinsi;

- Belum optimalnya pengelolaan simpul jaringan dalam
sisteminformasi kearsipan nasional tingkat Provinsi;

- Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai standar masih belum
optimal;

- Belum optimalnya fungsi arsiparis;

- Kebutuhan penggunaan aplikasi TIK dalam dokumentasi arsip
daerah.

- Belum tersedianya gedung Depo Arsip/Ruang Khusus Arsip dan
Lemari Arsip (ROLLPACK) yang memadai dan sesuai standar.

- Minimnya anggaran peningkatan SDM Bidang Kearsipan.

2.3.1.3. Urusan Pilihan
2.3.1.3.1. Pariwisata

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada
di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan
atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota
Kabupaten Mempawah memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau

lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan
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Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain. Isu
strategis di bidang kebudayaan diantaranya :

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu daerah pesisir
memiliki potensi yang sangat besar akan wisata baharinya. Ada
beberapa isu startegis dan wacana yang harus ditangani secara serius
untuk 5 tahun kedepan. Diantaranya:

- Pengembangan objek wisata belum memadai dan terintegrasi

- Pengembangan atraksi wisata yang belum maksimal Minimnya
keterlibatan masyarakat lokal

- Kurangnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat

- Kurangnya promosi wisata jumlah

- Terbatasnya aksesibilitas menuju objek wisata terutama wisata
alam

- Kijing Komplek; Dimana kawasan Pulau Temajo, Penibung, Kijing
dan Kelapa Empat dapat saling menunjang. Agar kawasan tersebut
menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata Unggulan Kabupaten
Mempawah. Hal ini tentunya perlu dukungan infrastruktur dan
pembangunan berkelanjutan serta event atau atraksi pariwisata
yang memiliki nilai jual yang dapat menarik wisatawan.

- Jungkat Komplek ; Aksesibilitas dan jarak jungkat dari ibukota
propinsi memberikan nilai tambah untuk arus wisatawan.
Diharapkan kedepan, Jungkat Beach dan Pulau Panjang dapat

terintegrasi dan saling menunjang.

2.3.1.3.2. Pertanian
Permasalahan utama pada urusan Pertanian adalah belum
optimalnya PDRB Sektor Unggulan (Pertanian) yang antara lain
disebabkan oleh:
- Belum optimalnya produksi pertanian;
- Alih fungsi lahan pertanian;
- Belum optimalnya pengelolaan pasca panen/off farm produktif;
- Menurunnya jumlah populasi ternak besar.
- Masih kurangnya sarana pendukung pertanian sesuai dengan

komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 11 -149



Masih kurangnya pembangunan dan rehabilitasi prasarana
pertanian daerah

Masih belum optimalnya penanggulangan Bencana Pertanian
Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi penyuluh.

Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaat sarana dan
prasarana penyuluh pertanian.

Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola data dan
informasi di Kabupaten serta tidak adanya anggaran yang
bersumber dari APBD untuk Penyusunan Data Statistik dan
Informasi Peternakan.

Keterlambatan penerimaan data masyarakat miskin yang ada di
Kabupaten Mempawah mengakibatkan terhambatnya
/tertundanya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis
Peternak berupa bantuan sosial ternak ayam broiler untuk
masyarakat.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM petugas lapangan yang
membidangi fungsi peternakan

Terbatasnya anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan

Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha tani bidang perkebunan
yang memilii izin (tanda daftar) sesuai peraturan yang berlaku.
Terbatasnya anggaran dalam mendukung penyediaan sarana
produksi seperti pupuk, masih rendahnya keterampilan dan
pengetahuan petani/pekebun yang dalam menerapkan pola Good
Agricultural Practices (GAP)

Masih belum optimalnya pemahaman dan penerapan pelaksanaan
peraturan yang berlaku dibidang pembangunan perkebunan
Masih rendahnya mutu yang dihasilkan dari berbagai kebun
sumber benih perkebunan dan rumitnya persyaratan untuk
mendapatkan pengakuan sebagai kebun sumber benih
perkebunan yang bersertifikat.

Keterbatasan anggaran dalam mengendalikan tanaman
perkebunan yang terserang oleh OPT

Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia untuk dapat

melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran lahan.
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2.3.1.3.3. Perdagangan

Permasalahan utama pada urusan Perdagangan Kabupaten

Mempawah adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor

Perdagangan Kabupaten Mempawah disebabkan antara lain oleh:

Belum optimalnya daya saing komoditi/produk Kabupaten
Mempawah;

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pasar tradisional;

Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;

Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah;
Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas Kabupaten
Mempawah karena pandemi COVID-19;

Belum optimalnya pengembangan UPTD Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang.

2.3.1.3.4. Perindustrian

Permasalahan utama pada urusan perindustrian adalah belum

optimalnya pertumbuhan sektor industri disebabkan antara lain oleh:

Pertumbuhan dan daya saing industri yang belum optimal;

Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku,
permodalan, teknologi dan pasar;

Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara
berkelanjutan;

Kondisi pandemi COVID-19 juga mengganggu jalannya kegiatan
perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung
tikar dan meningkatnya fenomena Putus Hubungan Kerja (PHK);
Belum optimalnya  perencanaan pembangunan  industri
Kabupaten;

Belum terintegrasinya antara industri hulu dengan hilir;
Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di Bidang Industri
Masihnya terbatasnya penyediaan informasi industri kewenangan
kabupaten.

Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri Kabupaten

Masih rendahnya daya saing Industri, Kecil dan Menengah
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2.3.1.3.5. Perikanan
Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan

adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan yang disebabkan antara lain oleh:

- Masih banyaknya penangkapan ikan yang menggunakan alat
terlarang

- Operasi Kelong apung di perairan dengan kelong apung yang
mampu memperoleh tangkapan ikan dari berbagai ukuran.

- Aktifitas Perkebunan Sawit di Kabupaten Mempawah mencemari
perairan sungai mempawah

- Harga pakan ikan di pasaran sangat tinggi

- Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
masih belum memadai

- Belum ada industri pengolahan perikanan

- Jumlah industri pengolahan dan pengawetan perikanan relatif

masih sedikit.

2.3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2.3.1.4.1. Sekretariat Daerah

Masih belum Optimalnya Pengimplementasian SAKIP Daerah,
dimana kurangnya koordinasi dan tindaklanjut hasil SAKIP yang
dikeluarkan oleh Kemenpan RB belum sepenuhnya dijalankan oleh
Pemerintah Derah Kabupaten Mempawah.

Pemberlakuan atas UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
masih harus ditindaklanjuti dengan pendataandan pengkajian
terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah) yang terdampak. Kemudian atas tindaklanjut tersebut
dilakukan penyederhanaan produk hukum daerah.

Dalam menjalankan Kerjasama daerah pemerintah Kabupaten
Mempawah belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama
dalam negeri saja. Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari
beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun sebelumnya
tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket

kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Bupati, atau berbagai
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pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu
strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi
permasalahan dan agenda kebijakan yang semula dijadikan pijakan
sudah tidak relevan.

Optimailsasi kinerja BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Mempawah masih belum maksimal dan ini perlu kolaborasi antara

Asissten Ekonomi Pembangunan dan Kesra dengan BUMD.

2.3.1.4.2 Sekretariat DPRD
Permasalahan pada Sekretariat DPRD adalah masih belum
optimalnya fasilitasi dukungan peran DPRD dalam penyelengaraan

pemerintahan daerah.

2.3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
2.3.1.5.1 Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan perencanaan pembangunan
adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;

- Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;

- Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu menerapkan e-
government dan SIPD yang terintegrasi;

- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggajran
berbasis kinerja perlu ditingkatkan;

- Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif
dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat
Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator
program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen
perencanaan,;

- Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data
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2.3.1.5.2 Keuangan
Permasalahan utama pada urusan keuangan adalah belum
optimalnya pendapatan daerah antara lain disebabkan oleh:
- Rendahnya optimasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Belum optimalnya ketercapaian pendapatan lain-lain di luar pajak
daerah dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak;
dan

- Belum optimalnya manajemen aset daerah.

2.3.1.5.3 Kepegawaian
Permasalahan utama pada wurusan kepegawaian adalah
pelaksanaan manajeman ASN belum optimal antara lain disebabkan
oleh:
- Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan dapat dilihat dari persentase
ASN yang profesional yang masih kurang; dan

- Kualitas pelaksanaan Manajemen ASN perlu ditingkatkan.

2.3.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan
Permasalahan utama pada urusan pendidikan dan pelatihan
adalah adanya kesenjangan kompetensi ASN antara kondisi saat ini
dengan  kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain disebabkan oleh:
- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang teknis umum,
subtantif dan pemerintahan;
- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang kompetensi
dasar, kepemimpinan, manajemen dan kompetensi fungsional;
- Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi
pengendalian mutu serta penunjang kediklatan; dan
- Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat jabatan dan

fungsional.

2.3.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan utama pada urusan penelitian dan pengembangan

adalah kebijakan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya
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didasari hasil penelitian kemudian, belum optimalnya penerapan

inovasi pada perangkat daerah antara lain disebabkan oleh:

Rencana kerja litbang yang belum tuntas;

Kurangnya komitmen OPD dalam berinovasi;

Kebutuhan akan pengembangan triple helix dengan pihak swasta
dan universitas; dan

Kebutuhan koordinasi dengan Litbang Provinsi dan BRIN.

2.3.1.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Permasalahan utama pada urusan pengawasan adalah belum

optimalnya maturitas SPIP dan belum optimalnya pencegahan korupsi

disebabkan antara lain oleh:

Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan
monitoring dan tindak lanjut;

Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara;

Belum terimplementasikannya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan
dengan pelayanan publik;

Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan
masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek
pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan serta objek
lainya); dan

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka
meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai.

Masih adanya bebrapa obrik pemeriksaan lamban dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan dan tidak adanya
sanksi bagi obrik yang tidak/terlambat dalam menindaklanjuti
hasil temuan.

Masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tindak
lanjut.

Masih  adanya  beberapa  Pimpinan  SKPD kurangan
kesadaran/komitmen dalam menindak lanjuti

rekomendasi/temuan hasil periksaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 11 -155



- Masih kurangnya Jumlah tenaga APIP pada Inspektorat
Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pengawasan ke
seluruh SKPD.

- Belum adanya sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti hasil

temuan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.

2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah
Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah dan evaluasi
pelaksanaan RKPD dan kondisi terkini yang dipengaruhi oleh situasi
baik nasional dan global, maka diidentifikasi isu strategis
pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 yaitu
sebagai berikut:
Rendah Rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD

a
b. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit

o

Meningkatnya Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif

o

Reformasi birokrasi dan Demokrasi yang harmonis.
e. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup,

berkelanjutan.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Mempawah tidak
terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks
sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia ikut dan aktif dalam
globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan
terhadap gejolak eksternal. Namun signifikan tidaknya efek gejolak
eksternal tersebut sangat tergantung pada karakteristik ekonomi
daerah tersebut.

Berdasarkan komponen pembentuk PDRB di Kabupaten
Mempawah dari sisi permintaan, karakteristik ekonomi Kabupaten
Mempawah masih di dominasi oleh permintaan domestik. Hal ini
tercermin dari tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga pada
tahun 2022 yang mencapai 58,32 persen terhadap total PDRB
Kabupaten Mempawah berdasarkan harga berlaku. Faktor tersebut
menjadi salah satu penyebab relatif lebih kuatnya daya tahan
perekonomian terhadap gejolak ekonomi eksternal dibandingkan

dengan daerah yang sangat tergantung pada komponen ekspor.

Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Mempawah pada
Tahun menunjukkan pemulihan kembali yang tergambar dari
indikator pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 4,70 persen
dari 4,10 persen pada tahun 2021. Dari sisi lapangan usaha menurut
harga konstan, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah pada
tahun 2022 didorong oleh tumbuh positifnya 16 (Enam belas) dari 17
(tujuh belas) lapangan usaha pembentuk PDRB dengan pertumbuhan
tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,63
Persen, sektor Jasa lainnya 16,62 persen kemudian diikuti sektor
Jasa Perusahaan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor dengan masing-masing tumbuh sebesar

12,28 persen dan 11,29 persen.
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3.1.1. Outlook Ekonomi Tahun Berjalan

Penjelasan terkait kondisi ekonomi Kabupaten Mempawah
terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi Saat
Pandemi Covid-19 yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi
ekonomi terus dikoreksi dan kenaikan inflasi tidak dapat dihindari.
Dengan demikian, seluruh stakeholder terkait dapat membangun
pemahaman yang sama terhadap peluang serta tantangan yang
dihadapi bersama, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi

dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tahun 2024 mendatang, arah pembangunan Kabupaten
Mempawah fokus pada peningkatan daya saing dengan mewujudkan
masyrakat yang cerdas, mandiri dan terdepan dengan prioritas daerah
sebagai berikut : (1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendapatan
Asli Daerah; (2) Meningkatkan Daya Saing SDM yang Kompetitif; (3)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan
berkeadilan; (4) Meningkatkan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan (5) Meningkatkan Kualitas

Reformasi Birokrasi

Dengan beroperasionalnya Proyek Strategis Nasional (PSN)
Terminal Kijing oleh PT. Pelindo di Sungai Kunyit, Pembangunan
Pabrik Smelter (Alumina) oleh PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI)
di Bukit Batu dan Pengolahan CPO beserta turunannya oleh PT.
Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Sungai Limau Kecamatan Sungai
Kunyit Kabupaten Mempawah memberikan multiplier effect dalam
meningkatkan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta

pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, asumsi indikator ekonomi
makro yang diterapkan pemerintah Kabupaten Mempawah di tahun
2024 yakni (1) pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,51
persen; (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan sebesar
67,42 persen; (3) Angka Kemiskinan diperkirakan sebesar 3,96 persen;
(4) Angka Pengangguran diperkirakan sebesar 4,00 persen.
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3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin
tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan semakin baik pula
perekonomian daerah tersebut. Saat ini, keberhasilan pembangunan
tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan sebagimana pandangan
ekonomi tradisional, tetapi lebih memandang pembangunan secara
multidimensional mulai dari proses perubahan struktur sosial,
prilaku, dan institusi nasional dengan tetap memperhatikan
percepatan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi,

dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun terjadi pergeseran paradigma pembangunan,
pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan sebagai alat ukur dalam
sebuah model pembangunan ekonomi karena dapat
menyederhanakan realita komplek dunia nyata sehingga lebih terukur
dan dapat diprediksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator
ekonomi utama yang diperoleh dari data PDB pada tingkat nasional
dan PDRB pada tingkat daerah. Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Mempawah diukur melalui perkembangan PDRB dari

tahun ke tahun.

Gambar 3.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Mempawah yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun
2010 (PDRB riil). Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Mempawah sebesar 4,70 persen (angka sangat sementara). Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mempawah tahun 2022 berada di bawah Pertumbuhan

Ekonomi provinsi Kalimantan Barat yang tumbuh 5,07 persen.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 -3



Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2022 (persen)

==

2017 2018 2019 W 2021%) 2022**)

e=@==)Mempawah  e=@==Kalimantan Barat

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Selama periode 2017-2022 pertumbuhan ekonomi terendah
Kabupaten Mempawah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya 0.18
persen. Pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Mempawah tumbuh sebesar 5,17 persen hingga mengalami
perlambatan terdalam pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar
0,18 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, Pada tahun 2022,
Perekonomian Kabupaten Mempawah melanjutkan momentum
pemulihan yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Kabupten Mempawah menjadi 4,70 persen dari 4,10 persen pada
tahun 2021

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017-2022 (Persen)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020  2021* 2022**

@ @ 6 © ) (8) ©)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 595 497 4,63 1,74 2,38 1,95

B.Pertambangan dan Penggalian 493 4,62 9,06 1,87 8,04 4,09
C.Industri Pengolahan 507 5,64 6,98 -1,96 5,62 3,51
D.Pengadaan Listrik dan Gas 465 5,50 7,04 10,39 3,92 4,86
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 458 3,31 4,57 7,72 6,47 3,67
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Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021*  2022**
F.Konstruksi 6,02 592 8,50 2,32 9,98 4,51
G.Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 59 588 684 430 305 1129
H.Transportasi dan Pergudangan 4,15 3,33 5,32 -6,38 -2,35 24,63
I.Penyed1aan Akomodasi dan Makan 488 638 473 1582 802 9,62
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 13,55 11,08 8,87 15,26 7,74 7,77
K .Jasa Keuangan dan Asuransi 703 684 -0,50 -0,99 2,33 1,69
L.Real Estate 385 394 1,26 1,78 3,96 2,23
M,N.Jasa Perusahaan 2,71 5,14 4,80 -5,35 0,46 12,28
O.Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 742 760 686 473 024 02
P.Jasa Pendidikan 2,63 3,95 3,46 -4,41 5,04 6,36
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,12 5,05 6,34 17,12 36,49 943
R,S,T,U Jasa lainnya 420 5,78 5,23 -15,16 1,93 16,62
PDRB 587 5.76 5,78 0,18 410 4,70

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan pada
Tabel 3.1, hampir seluruh sektor lapangan usaha pada tahun 2022
tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor
Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,63 Persen, sektor Jasa
lainnya 16,62 persen kemudian diikuti sektor Jasa Perusahaan dan
sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor dengan masing-masing tumbuh sebesar 12,28 persen dan 11,29
persen.

Adapun sektor lapangan usaha ekonomi yang mengalami
pertumbuhan terendah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2022
adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar -0,29 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar 1,69 persen.

3.1.3. Struktur Perekonomian
Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa
yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakatnya, tidak terlepas dari peranan lapangan wusaha
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perekonomian di daerah tersebut. lapangan usaha ekonomi ini bekerja
saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan di
suatu lapangan usaha akan berdampak baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap pertumbuhan lapangan usaha lainnya.
Dampak suatu lapangan usaha terhadap lapangan usaha lainnya ini
disebut juga sebagai dampak pengganda (multiplier impact).

Keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian suatu
daerah (regional) tersebut telah diakui oleh banyak kalangan teoritisi
dan praktisi ekonomi, yang secara kolektif dikenal sebagai teori
“multiplier regional’, yang berusaha menjelaskan perubahan-
perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan
hubungan antara lapangan usaha yang terdapat dalam perekonomian
regional dan perambatan kekuatan-kekuatan pendorong yang berasal
dari salah satu lapangan usaha ke semua lapangan usaha lainnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung (John Glasson, 1990:
62).

Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah selalu ditunjang
oleh meningkatnya kegiatan ekonomi Lapangan Usaha. Peningkatan
kegiatan ekonomi Lapangan Usaha didorong atau ditopang oleh

adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sub lapangan usaha.

Tabel 3.2.
Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Mempawah
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (Persen)

No Lapangan Usaha TAHUN
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
1 [Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25,44 | 25,00 | 24,47 | 25,06 | 24,77 | 24,14
2 |[Pertambangan dan Pengalian 1,10 1,10 1,14 1,15 1,17 1,16
3 [Industri Pengolahan 15,85 | 16,11 | 16,04 | 15,57 | 16,01 16,11
4 |Pengadaan Listrik dan Gas 0,29 | 0,31 0,33 0,36 0,36 0,35
5 Ef;iziajgn%zie{fi‘;a” Sampah, | 415 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012
6 |[Kontruksi 8,74 | 8,83 9,05 9,27 9,99 10,37
Perdagangan Besar dan Eceran;
7 Repargsi f/lobil dan Sepeda 1546 | 1528 | 15,58 | 14,98 | 14,53 | 1541
8 [ITransportasi dan Pengudangan 2,08 | 2,04 2,05 1,99 1,86 2,29
9 lgzirrll}lflerilaan Akomodasi dan Makan 223 | 225 224 1.90 1,96 201
10 [Informasi dan Komunikasi 1,69 | 1,77 1,81 2,05 2,09 2,05
11 |Jasa Keuangan dan Asuransi 3,31 3,34 3,12 3,00 2,98 2,93
12 |Real Estate 3,42 | 3,39 3,28 3,25 3,16 3,02
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TAHUN

No Lapangan Usaha
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
13 [Jasa Perusahaan 0,67 | 0,66 | 0,66 0,60 0,57 0,60
14 I‘i‘iﬁﬁiﬁiﬁﬁiﬁzigsml Wajip | 1511|1535 | 1566 | 1640 | 1567 | 1457
15 [Jasa Pendidikan 2,26 | 2,23 2,20 2,00 2,00 2,00
16 |Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,45 | 1,43 1,46 1,70 2,22 2,27
17 [Jasa Lainnya 078 | 0,78 | 0,78 0,60 0,54 0,60
PDRB 100,00 |100,00| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Peranan lapangan usaha terhadap total PDRB atas dasar harga
berlaku Kabupaten Mempawah selama periode 2017-2022 dapat
dilihat pada Tabel 3.2. Berdasarkan Tabel 3.2, pada tahun 2022
sebagian besar perekonomian Kabupaten Mempawah didominasi oleh
sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Industri
Pengolahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor. Adapun sektor lapangan wusaha yang
peranannya masih cukup kecil terhadap PDRB atas dasar harga
berlaku Kabupaten Mempawah tahun 2022 adalah sektor Jasa
Lainnya, sector Jasa Perusahaan, sektor Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Pengadaan Listrik dan
Gas

3.1.4. PDRB Perkapita

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi
suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh
masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut. Kalau
manfaat yang diperoleh masyarakat besar, maka masyarakat dapat
dikatakan makmur. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

kegiatan tersebut adalah pendapatan perkapita penduduk.

Nilai dari pendapatan perkapita atau PDRB perkapita suatu
daerah diperoleh dari pembagian antara jumlah toal nilai PDRB
dengan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita secara
kasar dapat menggambarkan tingkat rata-rata pendapatan tiap

penduduk suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai PDRB

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024 -7




perkapita maka semakin besar peluang masyarakat di daerah tersebut

untuk makmur.

Tabel 3.3.
PDRB Perkapita Kabupaten Mempawah, Tahun 2018-2022
Ribu Rupiah

2018 18.964 29.100
2019 19.957 31.594
2020 17.479 28.445
2021~ 17.883 29.720
2022* 18.406 32.019

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Penggunaan data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku
sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran masyarakat suatu
daerah masih mempunyai keterbatasan, yaitu belum menunjukkan
peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita, karena beberapa hal
berikut:

a. PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan
penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi.
Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita
dalam suatu wilayah.

b. Tingkat kenaikan harga masih ada didalamnya.

c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga berpengaruh.

Berdasarkan Tabel 3.3, pada tahun 2017 PDRB perkapita atas
harga konstan Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 18.145 ribu
rupiah,- kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 18.406 ribu rupiah
sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun
2017 sebesar Rp. 26989 ribu rupiah dan tahun 2021 sebesar Rp.
32.019 ribu rupiah.
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3.1.5. Tinjauan Ekonomi Dari Sisi Penggunaan

Berdasarkan pendekatan penghitungan komponen pengeluaran
yang meliputi pengeluaran konsumsi baik rumah tangga, pemerintah
dan lembaga non profit rumah tangga, pembentukan modal,
perubahan inventori, dan ekspor impor, perekonomian Kabupaten
Mempawah mengalami pertumbuhan yang positif. Rumah tangga
adalah sektor terbesar yang mengkonsumsi barang dan jasa yang
dihasilkan di Kabupaten Mempawah.

Pembangunan ekonomi yang kita laksanakan ternyata telah
banyak membawa perubahan, baik perubahan struktur ekonomi
maupun perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang
dan jasa yang dihasilkan produsen. Penawaran agregat oleh produsen
Kabupaten Mempawah tercermin dalam PDRB Lapangan Usaha,
sedangkan permintaan agregat terekam dalam PDRB menurut

penggunaan.

Tabel 3.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)

JENIS PENGELUARAN | 2018 2019 2020 2021* | 2022%*
Pengeluaran Konsumsi 2.906,45 | 3.032,74 | 3.043,08 | 3.104,58 | 3.265,80
Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi

LNDRT 22 04 23,25 2277 23,54 24,37
Pengeluaran Konsumsi 960,03 | 1.010,95 | 991,18 | 98940 | 923,09
Pemerintah

Pembentukan Modal 1.133,33 | 1.208,70 | 1.220,51 | 1.265,48 | 1.290,15
Tetap Bruto

Perubahan Inventori 5,11) 18,22 (1,35) 11,17 5,84
E:; Ekspor Barang dan 60,38) | (52,11) | (2515) | 7215 | 213,77
PDRB 4.955,36 | 5.241,75 | 5.251,04 | 5.466,32 | 5.723,03

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Tabel 3.4 menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan menurut
jenis pengeluaran Kabupaten Mempawah tahun 2017-2021. Pada
tahun 2021 PDRB Kabupaten Mempawah yang tercipta sebagian besar
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digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dengan nilai
sebesar 3.104,58 milliar rupiah dibandingkan Tahun 2020 yang
mencapai 3.043,08 milliar rupiah kemudian diikuti oleh pengeluaran
Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
yaitu sebesar 1.265,48 milliar rupiah.

Tabel 3.5.

Struktur Ekonomi menurut Komponen Penggunaan Berdasarkan
Harga Berlaku Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022 (Persen)

JENIS PENGELUARAN 2018 2019 2020 2021* | 2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah 59 61 58,55 58,88 57.97 5832
Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38
Pengeluaran Konsumsi

. 18,97 19,18 19,32 18,52 16,35
Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap 2536 | 2583 | 2548 | 2523 | 24,74
Bruto
Perubahan Inventori (0,11) 0,38 (0,03) 0,11 0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa 4,22) (4,34) (4,05) (2,22) 0,15
PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah menurut kompenen
penggunaan atas dasar harga berlaku tahun 2017 — 2022 ditampilkan
pada tabel 3.5. sektor rumah tangga merupakan sektor yang paling
banyak menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten
Mempawah, pada tahun 2022 Konsumsi Rumah tangga sebesar 58,32
persen. Kemudian diikuti oleh pengeluaran Pembentukan Modal Tetap
Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan peran nilai

konsumsi masing-masing sebesar 24,74 persen dan 16,35 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan pengelolaan pendapatan pada tahun depan lebih
ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah

dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
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APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan
tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada
azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk
masyarakat. Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah
keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah
secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan
perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan
keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.
Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang
keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan
pendapatan yang dituangkan ke dalam tabel realisasi, target dan

proyeksi APBD di bawah ini:
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Tabel 3.6

REALISASI DAN PROYEKSI APBD PENDAPATAN
KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2022 s.d 2024

Realisasi Tahun Anggaran Proyeksi
NO URAIAN 2022 2023 2024
4 PENDAPATAN 1.049.304.797.011,92 1.004.688.125.905,00 1.940.608.119.963,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 154.466.027.901,67 100.007.500.000,00 103.079.500.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 79.730.682.001,27 50.000.000.000,00 51.950.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 7.549.809.158,00 8.712.500.000,00 8.234.500.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 4.189.912.872,00 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00
Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 62.995.623.870,40 35.845.000.000,00 37.445.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 883.542.992.655,25 890.805.681.505,00 1.823.653.697.563,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 822.176.564.243,00 831.619.864.000,00 1.759.684.488.400,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 61.366.428.412,25 59.185.817.505,00 63.969.209.163,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.295.776.455,00 13.874.944.400,00 13.874.922.400,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentetuan 11.295.776.455,00 13.874.944.400,00 13.874.922.400,00

Peraturan Perundang-Undangan

Sumber : BPKAD & BPPRD Kabupaten Mempawah dan data diolah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

11 -12




Tabel 3.7

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH

KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 s.d 2024

Realisasi Tahun Anggaran Proyeksi
NO URAIAN
2022 2023 2024

5 BELANJA 1.035.892.382.407,20 1.054.173.854.124,00 2.806.960.151.399,00
5.1 BELANJA OPERASI 729.025.212.709,20 764.109.065.237,00 1.320.460.120.842,00
5.1.01 | Belanja Pegawai 415.688.198.930,85 458.567.345.827,00 497.663.134.802,00
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 292.476.151.666,35 281.162.047.710,00 629.423.858.850,00
5.1.05 | Belanja Hibah 17.718.872.512,00 22.939.671.700,00 164.961.127.190,00
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 3.141.989.600,00 1.440.000.000,00 28.412.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 176.450.049.278,00 157.134.863.487,00 1.355.032.505.157,00
5.2.01 | Belanja Modal Tanah - 3.500.000.000,00 20.000.000.000,00
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.279.164.737,00 14.687.368.600,00 136.648.881.256,00
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.238.278.066,00 85.619.503.000,00 457.973.500.000,00
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 51.970.901.900,00 52.738.799.687,00 728.779.598.001,00
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 961.704.575,00 589.192.200,00 11.216.025.900,00
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 414.500.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.394.420.620,00 7.500.000.000,00 5.000.000.000,00
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 4.394.420.620,00 7.500.000.000,00 5.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 126.022.699.800,00 125.429.925.400,00 126.467.525.400,00
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 8.546.578.000,00 5.871.250.000,00 6.018.450.000,00
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 117.476.121.800,00 119.558.675.400,00 120.449.075.400,00

SURPLUS / (DEFISIT)

13.412.414.604,72

(49.485.728.219,00)

(866.352.031.436,00)

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah dan data diolah
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Tabel 3.8

REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 s.d 2024

Realisasi Tahun Anggaran Proyeksi
NO URAIAN
2022 2023 2024

6 PEMBIAYAAN 112.098.012.996,39 49.485.728.219,00 861.974.181.036,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 123.898.012.996,39 49.485.728.219,00 870.174.181.036,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 123.898.012.996,39 49.485.728.219,00 870.174.181.036,00

6.1.01 Anggaran Sebelumnya
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.800.000.000,00 0,00 8.200.000.000,00
6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2,02 | Penyertaan Modal Daerah 11.800.000.000,00 0,00 8.200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 8.200.000.000,00

Pembiayaan Netto

49.485.728.219,00

861.974.181.036,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah dan data diolah
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas
pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan
program pembangunan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan akan
menjadi tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan
yang menjadi benang merah untuk mencapai sasaran lima tahunan
dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.
Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah tahun
2024 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas,
dan daya ungkit prioritas bagi kinerja pembangunan daerah. Sebagai
upaya sinergitas dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan
Nasional, dalam proses penyusunannya, prioritas pembangunan
Kabupaten Mempawah disusun dengan memperhatikan prioritas
pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas nasional. Hal ini
dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian

sasaran pembangunan diseluruh level pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mempawah untuk
Tahun 2024 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam
merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta
indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:
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Tabel 4.1

PEMETAAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
Meningkatnya Meningkatnya | Peningkatan Menciptakan tata Dinas Pendidikan, Pemuda, | Program Penunjang
1 | Tata Kelola penerapan kualitas kelola Olahraga, dan Pariwisata Urusan Pemerintahan
Pemerintahan reformasi pelayanan  di pemerintahan yang Daerah Kabupaten/Kota
yang baik dan birokrasi bidang baik (Good RSUD Dr Rubini Program Penunjang
bersih berbasis pemerintah Governance) Urusan Pemerintahan

teknologi
informasi

melalui penciptaan
birokrasi efektif dan
efisien

Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Badan Penanggulangan
Bencana
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan dan
Lingkungan
Hidup

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Dinas Penanaman Modal,
Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Program Pengelolaan
Arsip

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Program Perlindungan
Dan Penyelamatan Arsip

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Tenaga Kerja

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah

Program Perekonomian
Dan Pembangunan

Sekretariat Daerah

Program Penguatan
Ideologi Pancasila Dan
Karakter Kebangsaan
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan
Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

Sekretariat Daerah

Program Pemberdayaan
Dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Sekretariat Daerah

Program Pembinaan Dan
Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

Sekretariat DPRD

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dprd

Sekretariat DPRD

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Daerah Kabupaten/Kota

Badan Perencanaan Program Perencanaan,
Pembangunan Pengendalian Dan
Daerah Evaluasi Pembangunan
Daerah
Badan Perencanaan Program Koordinasi Dan
Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Program Penelitian Dan
Pembangunan Pengembangan Daerah
Daerah
Badan Perencanaan Program Penunjang
Pembangunan Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Badan Pengelola Program Penunjang
Keuangan dan Aset Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah Kabupaten/Kota

Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber
Daya Manusia

Program Kepegawaian
Daerah
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber
Daya Manusia

Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber
Daya Manusia

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

Inspektorat Daerah

Program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan
Dan Asistensi

Inspektorat Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Mempawah Program Penyelenggaraan

Hilir Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Mempawah Program Pemberdayaan

Hilir Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Mempawah Program Penyelenggaraan

Hilir Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Mempawah Program Pembinaan Dan
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Hilir Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kecamatan Mempawah Program Penunjang
Hilir Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Kecamatan Mempawah Program Penyelenggaraan
Timur Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
Kecamatan Mempawah Program Pemberdayaan
Timur Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Kecamatan Mempawah Program Penyelenggaraan
Timur Urusan Pemerintahan
Umum
Kecamatan Mempawah Program Pembinaan Dan
Timur Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kecamatan Mempawah Program Penunjang
Timur Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Sungai Kunyit

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Sungai Kunyit

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Kelurahan

Kecamatan Sungai Kunyit

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Sungai Kunyit

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Sungai Kunyit

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Sungai Pinyuh

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Sungai Pinyuh

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Sungai Pinyuh

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Sungai Pinyuh

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Sungai Pinyuh

Program Penunjang
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Anjongan

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Anjongan

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Anjongan

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Anjongan

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Anjongan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Toho

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Toho

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Kecamatan Toho

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Toho

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Toho

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Sadaniang

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Sadaniang

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Sadaniang

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Sadaniang

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Sadaniang

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
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NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Kecamatan Segedong

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Segedong

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Segedong

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kecamatan Segedong

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Kecamatan Segedong

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Siantan

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Kecamatan Siantan

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Kecamatan Siantan

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
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NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
Kecamatan Siantan Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kecamatan Siantan Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya | Meningkatkan Meningkatkan Badan Pengelola Program Pengelolaan
akuntabilitas tertib kualitas Keuangan dan Aset Keuangan Daerah
kinerja dan administrasi penyelenggaraan Daerah
akuntabilitas dan pelaporan administrasi
keuangan keuangan yang | pemerintahan Badan Pengelola Program Pengelolaan
transparan dan Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah
akuntabel Daerah
Meningkatnya | Peningkatan Percepatan Dinas Komunikasi dan Program Informasi Dan
penerapan dan peningkatan tata Informatika Komunikasi Publik
e- govertment pengembangan kelola
aplikasi pemerintahan yang
teknologi dan baik dan bersih
komunikasi untuk Dinas Komunikasi dan Program aplikasi
memantapkan Informatika informatika
layanan publik Dinas Komunikasi dan Program penyelenggaraan
prima (cepat, Informatika statistik sektoral
mudah, ringkas,
tr.anspar.an, dan Dinas Komunikasi dan Program penyelenggaraan
birokrasi yang Informatika persandian untuk

responsif) berbasis
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NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
teknologi informasi pengamanan informasi
Meningkatnya | Membangun Meningkatkan tata | Satuan Polisi Pamong Program peningkatan
kualitas dan kelola Praja ketenteraman dan
pelayanan pengembangan pemerintahan yang ketertiban umum
publik jaringan baik d.an bersih Badan  Penanggulangan Program penanggulangan
komunikasi,info | menuju Bencana bencana
rmasi dan layanan publik Daerah
media massa yang prima (cepat, Badan  Penanggulangan Program pencegahan,

mudah, ringkas,
transparan, dan
birokrasi yang
responsif)

Bencana Daerah

penanggulangan,
penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan non
kebakaran

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Program pendaftaran
penduduk

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Program pengelolaan
informasi administrasi
kependudukan

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Program pengelolaan
profil kependudukan

Sekretariat Daerah

Program pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat

Sekretariat Daerah

Program penunjang
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NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota

2 | Meningkatnya | Meningkatnya | Peningkatan Meningkatkan Dinas Pendidikan, Program pengelolaan
Kualitas Hidup | aksebilitas dan | layanan kelancaran dan Pemuda, Olahraga, dan pendidikan
Masyarakat kualitas pendidikan bagi | kualitas belajar Pariwisata
pendidikan masyarakat mengajar untul? Dinas Pendidikan, Program pengembangan
pemenuhan wajib | peryuda, Olahraga, dan kurikulum
belajar 9 tahun Pariwisata
Menjaminnnya Dinas Pendidikan, Program pendidik dan
kepastian Pemuda, Olahraga, dan tenaga kependidikan
memperoleh Pariwisata
layagap Dinas Pendidikan, Program pengembangan
pendidikan dasar Pemuda, Olahraga, dan kapasitas daya saing
non formal yang Pariwisata kepemudaan
bermutu dan . 1
berkesetaraan Dinas Pendidikan, Progra.m pengembgngan
Pemuda, Olahraga, dan kapasitas daya saing
Pariwisata keolahragaan
Dinas Pendidikan, Program pengembangan
Pemuda, Olahraga, dan kapasitas kepramukaan
Pariwisata
Meningkatkan Dinas Perpustakaan dan Program pembinaan

kelancaran dan
kualitas belajar
mengajar untuk
pemenuhan wajib
belajar 9 tahun

Kearsipan

perpustakaan
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NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
Menjaminnnya Dinas Perpustakaan dan Program pelestarian
kepastian Kearsipan koleksi nasional dan
memperoleh naskah kuno
layanan
pendidikan dasar
non formal yang
bermutu dan
berkesetaraan

Meningkatnya | Peningkatan Meningkatkan RSUD Dr Rubini Program pemenuhan
derajat layanan akses dan mutu upaya kesehatan
kesehatan kesehatan bagi fasilitas pelayanan perorangan dan upaya
masyarakat seluruh kesehatan kesehatan masyarakat
komponen RSUD Dr Rubini Program peningkatan
masyarakat kapasitas sumber daya
manusia kesehatan
Dinas Kesehatan, Program pemenuhan
Pengendalian upaya kesehatan
Penduduk dan Keluarga perorangan dan upaya
Berencana kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan, Program peningkatan
Pengendalian kapasitas sumber daya
Penduduk dan Keluarga manusia kesehatan
Berencana
Meningkatkan Dinas Kesehatan, Program sediaan farmasi,
akses dan mutu Pengendalian alat kesehatan dan

sediaan farmasi

Penduduk dan Keluarga

makanan minuman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

1V - 16




NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
dan alat kesehatan | Berencana
serta kesehatan
makanan
Meningkatkan Dinas Kesehatan, Program pemberdayaan
promosi kesehatan | Pengendalian masyarakat bidang
dan gerakan hidup | Penduduk dan Keluarga kesehatan
bersih dan sehat Berencana
Meningkatkan Dinas Kesehatan, Program pengendalian
akses dan mutu Pengendalian penduduk
fasilitas pelayanan | Penduduk dan Keluarga
kesehatan Berencana
Dinas Kesehatan, Program pembinaan
Pengendalian keluarga berencana (kb)
Penduduk dan Keluarga
Berencana
3 | Meningkatnya |Meningkatnya Pemerataan Meningkatkan Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan
Kualitas kualitas Pembangunan cakupan dan dan Penataan Ruang sumber daya air (sda)
infrastruktur  (infrastruktur infrastruktur ke | kualitas layanan Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan dan
dan seluruh daerah | air minum dan air | gan penataan Ruang pengembangan sistem
lingkungan bersih penyediaan air minum
hidup

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Program pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah

Dinas Pekerjaan Umum

Program pengelolaan dan
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SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

dan Penataan Ruang

pengembangan sistem
drainase

Meningkatkan Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan
konektivitas antar | dan Penataan Ruang permukiman
desa/kecamatan
Dinas Pekerjaan Umum Program penataan
dan Penataan Ruang bangunan gedung
Dinas Pekerjaan Umum Program penataan
dan Penataan Ruang bangunan dan
lingkungannya
Dinas Pekerjaan Umum Program penyelenggaraan
dan Penataan Ruang jalan
Meningkatkan Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan

cakupan dan
kualitas layanan
transportasi
khususnya ke
sentra-sentra
produksi dan

dan Penataan Ruang

jasa konstruksi

daerah

tertinggal /terpencil

Meningkatkan Dinas Pekerjaan Umum Program penyelenggaraan
konektivitas antar | dan Penataan Ruang penataan ruang
desa/kecamatan
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Meningkatkan Dinas Perhubungan dan Program penyelenggaraan
cakupan dan Lingkungan Hidup lalu lintas dan angkutan
kualitas layanan jalan (llaj)
transportasi
khususnya ke
sentra-sentra
produksi dan
daerah
tertinggal /terpencil

Menurunnya Peningkatan Menurunkan Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan
pencemaran pengendalian pencemaran udara | dan Penataan Ruang sistem dan pengelolaan
lingkungan kualitas dan sungai/air persampahan regional
lingkungan
hidup

Meningkatkan Dinas Perhubungan dan Program perencanaan
pengendalian Lingkungan Hidup lingkungan hidup
kualitas
lingkungan hidup
Dinas Perhubungan dan Program pengendalian
Lingkungan Hidup pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup
Meningkatkan Dinas Perhubungan dan Program pengelolaan
ruang terbuka Lingkungan Hidup keanekaragaman hayati
hijau (kehati)
Menurunkan Dinas Perhubungan dan Program pengendalian

pencemaran udara

Lingkungan Hidup

bahan berbahaya dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

1V -19




NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM
dan sungai/air beracun (b3) dan limbah
bahan berbahaya dan
beracun (limbah b3)
Meningkatkan Dinas Perhubungan dan Program pembinaan dan
pengendalian Lingkungan Hidup pengawasan terhadap izin
kualitas lingkungan dan izin
lingkungan hidup perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup (pplh)
Dinas Perhubungan dan Program peningkatan
Lingkungan Hidup pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan lingkungan
hidup untuk masyarakat
Dinas Perhubungan dan Program penghargaan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup untuk
masyarakat
Dinas Perhubungan dan Program penanganan
Lingkungan pengaduan lingkungan
Hidup hidup
Dinas Perhubungan dan Program pengelolaan
Lingkungan Hidup persampahan
Meningkatnya | Penataan Meningkatkan Dinas Perumahan, Program pengembangan
kualitas Lingkungan penataan Kawasan perumahan
lingkungan Perumahan perumahan dan Permukiman dan
perumahan permukiman Pertanahan
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PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

khususnya di
kawasan perkotaan

Meningkatkan Dinas Perumahan, Program kawasan

layanan sanitasi Kawasan permukiman

khususnya di Permukiman dan

kawasan perkotaan | Pertanahan

Meningkatkan Dinas Perumahan, Program pengelolaan izin

penataan Kawasan lokasi

perumahan dan Permukiman dan

permukiman . Pertanahan

khususnya di Dinas Perumahan, Program penyelesaian

kawasan perkotaan | g,wasan sengketa tanah garapan
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan, Program penyelesaian
Kawasan ganti kerugian dan
Permukiman dan santunan tanah untuk
Pertanahan pembangunan
Dinas Perumahan, Program redistribusi
Kawasan tanah, serta ganti
Permukiman dan kerugian program tanah
Pertanahan kelebihan maksimum dan

tanah absentee

Dinas Perumahan, Program penetapan tanah
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Kawasan ulayat
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan, Program pengelolaan
Kawasan tanah kosong
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan, Program penatagunaan
Kawasan tanah
Permukiman dan
Pertanahan
4 | Meningkatnya Meningkat nya | Pengembangan Meningkatkan Dinas Perumahan, Program peningkatan
kemandirian kemandirian Inovasi Desa dan | pemanfaatan Kawasan prasarana, sarana dan
daerah sebagai | desa Ekonomi Kreatif | teknologi Permukiman dan utilitas umum (psu)
basis pertanian, Pertanahan
peningkatan perikanan,
perekonomian peternakan dan
daerah kelautan
Revitalisasi Meningkatkan Dinas Sosial, Program penataan desa
Lembaga- kapasitas dan Pemberdayaan
lembaga peran pelaku Perempuan dan
Perekonomian usaha desa Perlindungan Anak,
Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2024

1V -22
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Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa

Promosi dan Mendorong Dinas Sosial, Program administrasi

ekspose produk | kerjasama dan Pemberdayaan pemerintahan desa

unggulan desa investasi pelaku Perempuan dan

dan kawasan usaha ke desa Perlindungan Anak,

pedesaan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program pemberdayaan
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
Perempuan dan lembaga adat dan
Perlindungan Anak, masyarakat hukum adat
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa

Menurun nya Peningkatan Meningkatkan Dinas Sosial, Program pemberdayaan
kemiskinan keterampilan sinergi dan Pemberdayaan sosial

dan manfaat dari Perempuan dan

kewirausahaan pelaksanaan Perlindungan Anak,

masyarakat kegiatan-kegiatan Pemberdayaan

miskin dalam pemberdayaan Masyarakat dan

menghadapi UMK dan koperasi | pemerintah Desa

globalisasi dan Pembenahan aspek | Dinas Sosial, Program rehabilitasi
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perubahan iklim | kelembagaan Pemberdayaan sosial
penanggulangan Perempuan dan
kemiskinan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Peningkatan Penyempurnaan Dinas Sosial, Program perlindungan
akses dan pengembangan | Pemberdayaan dan jaminan sosial
penghidupan sistem Perempuan dan
bagi masyarakat | perlindungan Perlindungan Anak,
miskin sosial yang Pemberdayaan
komprehensif Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program penanganan
Pemberdayaan bencana
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program pengelolaan
Pemberdayaan taman makam pahlawan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
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Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Peningkatan Dinas Sosial, Program
pelayanan dasar Pemberdayaan pengarusutamaan gender
bagi masyarakat Perempuan dan dan pemberdayaan
miskin dan rentan | Perlindungan Anak, perempuan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program perlindungan
Pemberdayaan perempuan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program peningkatan
Pemberdayaan kualitas keluarga
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Dinas Sosial, Program pemenuhan hak
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Pemberdayaan anak (pha)
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Penyempurnaan Dinas Sosial, Program perlindungan
dan pengembangan | Pemberdayaan khusus anak
sistem Perempuan dan
perlindungan Perlindungan Anak,
sosial yang Pemberdayaan
komprehensif Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Menurunnya Menciptakan Membangun Dinas Penanaman Modal, Program pengawasan dan
ketimpangan pusat wilayah- wilayah Koperasi UKM dan pemeriksaan koperasi
pendapatan pertumbuhan strategis dan cepat | Pelayanan Terpadu Satu
Masyarakat wilayah yang tumbuh untuk Pintu

berdaya saing

mengoptimalkan
pemanfaatan
potensi
sumberdaya dalam
mendukung
peningkatan daya
saing kawasan dan
produk agribisnis
dan agroindustri
unggulan daerah

Dinas Penanaman Modal,
Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Program pemberdayaan
dan perlindungan
koperasi

Dinas Penanaman Modal,
Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Program promosi
penanaman modal
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Dinas Penanaman Modal, Program pelayanan
Koperasi UKM dan penanaman modal
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Dinas Penanaman Modal, Program pengelolaan data
Koperasi UKM dan dan sistem informasi
Pelayanan Terpadu Satu penanaman modal
Pintu
S5 | Meningkatnya [Meningkat nya Peningkatan Meningkatkan tata | Dinas Pendidikan, Program pengembangan
daya saing Pendapatan Asli | Kualitas dan kelola pengelolaan | Pemuda, Olahraga, dan ekonomi kreatif melalui
daerah melalui |daerah kuantitas retribusi dan pajak | Pariwisata pemanfaatan dan
penguatan Pendapatan daerah perlindungan hak
sektor Daerah kekayaan intelektual
unggulan Dinas Penanaman Modal, Program pengembangan
daerah

Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

iklim penanaman modal

Dinas Penanaman Modal,
Koperasi UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Program pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal

Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan
Tenaga Kerja

Program peningkatan
sarana distribusi
perdagangan

Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan

Program standardisasi
dan perlindungan
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Tenaga Kerja konsumen
Badan Pengelola Pajak Program pengelolaan
dan Retribusi pendapatan daerah
Daerah
Meningkatnya | Pemantapan Membangun Dinas Pendidikan, Program pengembangan
sektor Ketersediaan wilayah- wilayah Pemuda, Olahraga, dan kebudayaan
unggulan Pangan Berbasis | strategis dan cepat | Pariwisata
daerah kemandirian tumbuh untuk
lokal mengoptimalkan
pemanfaatan
potensi
sumberdaya dalam
mendukung
peningkatan daya
saing kawasan dan
produk agribisnis
dan agroindustri
unggulan daerah
Peningkatan Membangun Dinas Pendidikan, Program pengembangan
fasilitas wilayah- wilayah Pemuda, Olahraga, dan kesenian tradisional
pengembangan strategis dan cepat | Pariwisata
dan iklim usaha | tumbuh untuk
yang kondusif mengoptimalkan
pemanfaatan Dinas Pendidikan, Program pelestarian dan
potensi Pemuda, Olahraga, dan pengelolaan cagar budaya
sumberdaya dalam | pgriwisata
mendukung Dinas Pendidikan, Program peningkatan
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peningkatan daya Pemuda, Olahraga, dan daya tarik destinasi
saing kawasan dan | Pariwisata pariwisata
produk agribisnis
dan agroindustri Dinas Pendidikan, Program pemasaran
unggulan daerah Pemuda, Olahraga, dan pariwisata

Pariwisata
Dinas Pendidikan, Program pengembangan
Pemuda, Olahraga, dan sumber daya pariwisata
Pariwisata dan ekonomi kreatif
Dinas Penanaman Modal, Program pengembangan
Koperasi UKM dan umkm
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Dinas Pertanian, Program pengelolaan
Ketahanan Pangan dan sumber daya ekonomi
Perikanan untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan
Dinas Pertanian, Program peningkatan
Ketahanan Pangan dan diversifikasi dan
Perikanan ketahanan pangan
masyarakat
Pemantapan Membangun Dinas Pertanian, Program penanganan
Ketersediaan wilayah- wilayah Ketahanan Pangan dan kerawanan pangan
Pangan Berbasis | strategis dan cepat | Perikanan
kemandirian tumbuh untuk Dinas Pertanian, Program pengawasan
lokal mengoptimalkan Ketahanan Pangan dan keamanan pangan
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pemanfaatan Perikanan
potensi
sumberdaya dalam
mendukung
peningkatan daya
saing kawasan dan
produk agribisnis
dan agroindustri
unggulan daerah
Peningkatan Membangun Dinas Pertanian, Program pengelolaan
fasilitas wilayah-  wilayah | Ketahanan Pangan dan perikanan tangkap
pengembangan strategis dan cepat | Perikanan
dan iklim usaha | tumbuh untuk
yang kondusif mengoptimalkan Dinas Pertanian, Program pengelolaan
pemanfaatan Ketahanan Pangan dan perikanan budidaya
potensi Perikanan
sumberdaya dalam
mendukung - -
peningkatan daya Dinas Pertanian, Program pengawasan
saing kawasan dan Ketghanan Pangan dan sumber.daya kelautan
produk agribisnis Perikanan dan perikanan
dan  agroindustri
unggulan daerah Dinas Pertanian, Program pengolahan dan
Ketahanan Pangan dan pemasaran hasil
Perikanan perikanan
Dinas Pertanian, Program penyediaan dan
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Ketahanan Pangan dan
Perikanan

pengembangan sarana
pertanian

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program penyediaan dan
pengembangan prasarana
pertanian

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program pengendalian
kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat
veteriner

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program pengendalian
dan penanggulangan
bencana pertanian

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program perizinan usaha
pertanian

Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Program penyuluhan
pertanian

Dinas Perindustrian, Program perizinan dan
Perdagangan dan Tenaga pendaftaran perusahaan
Kerja

Dinas Perindustrian, Program stabilisasi harga

Perdagangan dan Tenaga
Kerja

barang kebutuhan pokok
dan barang penting
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Dinas Perindustrian, Program pengembangan
Perdagangan dan Tenaga ekspor
Kerja
Dinas Perindustrian, Program penggunaan dan
Perdagangan dan Tenaga pemasaran produk dalam
Kerja negeri
Dinas Perindustrian, Program perencanaan dan
Perdagangan dan Tenaga pembangunan industri
Kerja
Dinas Perindustrian, Program pengendalian
Perdagangan dan Tenaga izin usaha industri
Kerja kabupaten/kota
Dinas Perindustrian, Program pengelolaan
Perdagangan dan Tenaga sistem informasi industri
Kerja nasional
Meningkat nya | Memperluas Membangun Dinas Penanaman Modal, Program pemberdayaan
penyerapan kesempatan wilayah- wilayah Koperasi UKM dan usaha menengah, usaha
tenaga kerja kerja strategis dan cepat | Pelayanan Terpadu Satu kecil, dan usaha mikro

tumbuh untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan
potensi
sumberdaya dalam
mendukung
peningkatan daya

Pintu

(umkm)
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saing kawasan dan
produk agribisnis
dan agroindustri
unggulan daerah

Dinas Perindustrian, Program pelatihan kerja
Perdagangan dan Tenaga dan produktivitas tenaga
Kerja kerja

Dinas Perindustrian, Program penempatan
Perdagangan dan Tenaga tenaga kerja

Kerja

Dinas Perindustrian, Program hubungan

Perdagangan dan Tenaga
Kerja

industrial
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Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan
tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah untuk

Tahun 2024.

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan
rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui
penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan
nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKPD Provinsi
Kalimantan Barat dan RKP, melalui penyelarasan tema, arah
kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas
pembangunan Daerah. Tema RKPD Kabupaten Mempawah Tahun
2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan
dalam RPJMD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2024 adalah
“Mempercepat Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” serta Tema RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2024, adalah “Meningkatkan produktivita